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ABSTRAK

Nama : Nefa Claudia Meliala
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : Upaya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Melalui

Hakim Komisaris Sebagai Pengganti Pra Peradilan

Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)) memang patut diapresiasi karena ketika dibuat pada tahun
1970-an sampai dengan diundangkannya pada tahun 1981, Kitab Undang Undang ini sudah
merupakan pembaharuan total dari kitab undang undang hukum acara pidana kolonial, Herziene
Indische Reglement (HIR), sehingga dibangga banggakan sebagai salah satu "masterpiece”
dalam hukum nasional. Namun, harus diakui bahwa setelah berjalan lebih dari dua dekade,
ternyata terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang ditemukan dalam praktek, sehingga
timbul kebutuhan mendesak untuk memperbaiki Kitab Undang Undang ini.Hal ini sangatlah
wajar mengingat dinamika perkembangan masyarakat demokratis yang menuntut adanya
pembaharuan hukum secara berkala melalui produk hukum yang responsif. KUHAP memang
dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu
diganti dengan hukum acara pidana yang baru.Oleh karena itu, upaya pembaharuan hukum acara
pidana nasional melalui Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2010
yang akan menggantikan keberadaan KUHAP memang patut disambut gembira. Salah satu
ketentuan baru dalam RKUHAP adalah diusulkannya lembaga Hakim Komisaris untuk
menggantikan keberadaan pra peradilan dalam KUHAP.Sekalipun berorientasi pada upaya
pembaharuan hukum acara pidana nasional, wacana penghapusan pra peradilan untuk kemudian
menggantikannya dengan Hakim Komisaris tampaknya masih terus mengundang
perdebatan.Pihak yang pro terhadap Hakim Komisaris berangkat dari pemikiran bahwa pra
peradilan seringkali dianggap sudah tidak memadai lagi untuk diberlakukan sebagai lembaga
pengawasan kewenangan penyidik dan penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan.
Lembaga ini juga dianggap sudah tidak mampu lagi mengakomodir pemenuhan keadilan dan
kepastian hukum baik bagi tersangka maupun pihak lain yang merasa dirugikan kepentingannya
pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Apa yang kemudian menjadi pertanyaan apakah ide untuk
mengganti pra peradilan dalam KUHAP dengan Hakim Komisaris melalui RKUHAP merupakan
langkah tepat menuju pembaharuan hukum acara pidana nasional mengingat polemik terkait
wacana pengesahan Hakim Komisaris muncul dikarenakan adanya semacam kekhawatiran
bahwa lembaga baru ini justru merupakan sebuah kemunduran, bukan kemajuan, mengingat
lembaga serupa pernah ditolak pada saat diintrodusir dalam RKUHAP 1974 dengan alasan
terlampau luasnya kewenangan lembaga ini dalam melakukan intervensi terhadap kewenangan
penyidik dan penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan.

Kata kunci : Pembaharuan hukum, Hakim Komisaris, Pra Peradilan.
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ABSTRACT

Name : Nefa Claudia Meliala
Study Program : Law and Criminal Justice System
Judul : National Criminal Procedural Law Reform Effort

Through Hakim Komisaris as Substitution of Pra Peradilan

Law No. 8 Year 1981 Regarding Criminal Procedural Law (Code of Criminal Procedural Law) is
reasonably appreciated —, since when it was made in 1970’s until it was promulgated in 1981, it
had been a total reform of colonial code, Herziene Indische Reglement (HIR) —, the reason why it
was put on its place as one of national law “masterpiece” we are proud of. But however, it has to
be admitted that after passed through two decades, there are a lot of shortages and weaknesses
found in its practice, with the result that the correction about this code became an urgent
necessity. This action is considerably proper, since dynamic of democratic society growth claims
the existence of periodically law reform through responsive law product. Code of Criminal
Procedural Law is no longer suit the law development in society, So it is necessary to substitute it
by a new criminal law. For that reason, the effort to renew criminal procedural law through its
future replacement with Draft of Criminal Procedural Law Year 2010 should be gladly
welcomed. One of new provision in Draft of Criminal Procedural Law is the suggestion of
Hakim Komisaris to replace the existence of pra peradilan in Code of Criminal Procedural Law.
Even though it is oriented in effort of national criminal procedural law reform, discourse about
the elimination and replacement of pra peradilan with Hakim Komisaris still seems debatable.
The pro sides of Hakim Komisaris derives from a point of view that pra peradilan is often
considered as no more reasonable to be treated as investigator and prosecutor authority
supervising institution in preliminary examination. The question afterwards is whether the idea
of substituting pra peradilan in Code of Criminal Procedural Law with Hakim Komisaris through
Draft of Criminal Procedural Law is appropriate step towards national criminal procedural law
reform, since polemics involving legalization of Hakim Komisaris emerge because of worries
that this new institution is a regress instead of progress, since similar institution had ever been
rejected when it was introduced in Draft of Criminal Procedural Law 1974, with a reason that
authority of this institution when intervening with inspector and prosecutor authority in
introductory inspection, is excessive.

Keyword : Law Reform, Hakim Komisaris, Pra Peradilan.
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)) memang patut
diapresiasi karena ketika dibuat pada tahun 1970-an sampai dengan
diundangkannya pada tahun 1981, Kitab Undang Undang ini sudah
merupakan pembaharuan total dari kitab undang undang hukum acara pidana
kolonial, Herziene Indische Reglement (HIR), sehingga dibangga banggakan
sebagai salah satu "masterpiece™” dalam hukum nasional. Namun, harus diakui
bahwa setelah berjalan lebih dari dua dekade, ternyata terdapat banyak
kekurangan dan kelemahan yang ditemukan dalam praktek, sehingga timbul
kebutuhan mendesak untuk memperbaiki Kitab Undang Undang ini. Hal ini
sangatlah wajar mengingat dinamika perkembangan masyarakat demokratis
yang menuntut adanya pembaharuan hukum secara berkala melalui produk
hukum yang responsif.*

KUHAP memang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan
hukum acara pidana yang baru. Pembaharuan hukum acara pidana ini
dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum,
ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak
asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi
terselenggaranya negara hukum.? Oleh karena itu, upaya pembaharuan hukum
acara pidana nasional melalui Rancangan Undang Undang Hukum Acara

Pidana (yang untuk selanjutnya akan disebut Rancangan Kitab Undang

! Adnan Buyung Nasution, “Pra Peradilan versus Hakim Komisaris, Beberapa Pemikiran
Tentang Keduanya”, Newsletter KHN, April 2002.

? Konsideran Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana 2010.

Universitas Indonesia
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Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)) yang akan menggantikan
keberadaan KUHAP memang patut disambut gembira. Salah satu ketentuan
baru dalam RKUHAP adalah diusulkannya lembaga Hakim Komisaris untuk
menggantikan keberadaan pra peradilan dalam KUHAP.

Sekalipun berorientasi pada upaya pembaharuan hukum acara pidana
nasional, wacana penghapusan pra peradilan untuk kemudian
menggantikannya dengan Hakim Komisaris tampaknya masih terus
mengundang perdebatan.® Pihak yang pro terhadap Hakim Komisaris
berangkat dari pemikiran bahwa pra peradilan seringkali dianggap sudah tidak
memadai lagi untuk diberlakukan sebagai lembaga pengawasan kewenangan
penyidik dan penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Lembaga
ini juga dianggap sudah tidak mampu lagi mengakomodir pemenuhan keadilan
dan kepastian hukum baik bagi tersangka maupun pihak lain yang merasa
dirugikan kepentingannya pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Bahkan
terkait opini pro ini, menarik untuk disimak bahwa Andi Hamzah
menyatakan “Tidak satupun instansi yang dirugikan dengan adanya
lembaga Hakim Komisaris ini. Yang akan menderita kerugian hanya
makelar perkara yang ruang geraknya menyempit”.4

Terkait kelemahan pra peradilan, memang ada beberapa hal yang patut
dijadikan perhatian. Salah satu persoalan adalah ketentuan pasal 77 jo. Pasal 1
ayat 10 KUHAP yang telah menentukan secara limitatif upaya paksa apa saja

yang dapat di pra peradilan kan.” Dalam ketentuan pasal tersebut terlihat

3 Hakim Komisaris Masih Terus Diperdebatkan,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho118142/hakimkomisaris-masih-terus-diperdebatkan,
diakses tanggal 24 April 2011.

* Andi Hamzah, “Penjelasan Beberapa Hal Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang
Undang Hukum Acara Pidana”, disampaikan pada acara Sosialisai Naskah Akademik RUU
Hukum Acara Pidana, Hotel Harris Jakarta, 1 November 2010.

® Indonesia, Undang Undang Tentang Hukum AcaraPidana, UU Nomor 8 Tahun 1981,
Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara No. 3209 (KUHAP).
Pasal 77 menyatakan :
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam undang undang ini tentang :
a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan;
b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada
tingkat penyidikan atau penuntutan.
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bahwa sah atau tidaknya penyitaan maupun penggeledahan bukan merupakan
upaya paksa yang dapat diajukan pra peradilan. Ketentuan pasal ini akan
sangat merugikan para pencari keadilan karena pihak yang merasa dirugikan
atas dilakukannya upaya paksa tersebut tidak dapat memperjuangkan haknya
secara hukum melalui mekanisme ini. Demikian pula halnya dengan proses
penyidikan yang berlarut larut tanpa kepastian yang dalam hal ini juga tidak
disebutkan secara eksplisit dalam KUHAP sebagai objek pra peradilan. Jika
dikaitkan dengan ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf b dan Pasal 95 ayat 1
KUHAP, hakim seharusnya dapat menyatakan bahwa hal hal tersebut diatas
pada prinsipnya juga merupakan bagian dari kompetensi pra peradilan untuk
memeriksanya.® Namun demikian, karena pada prinsipnya undang undang
memang belum mengatur secara tegas mengenai hal tersebut, pemberlakuan
ketentuan pasal ini seringkali dianggap sebagai bentuk perluasan objek pra
peradilan sehingga masih terus menimbulkan perdebatan.

Lebih jauh lagi, ketika baru berbicara mengenai sah atau tidaknya
penangkapan dan penahanan saja sebagai bentuk upaya paksa yang secara
tegas ditetapkan sebagai upaya paksa yang dapat diajukan pra peradilan, sudah
timbul persoalan. Pra peradilan selama ini dianggap tidak mampu melakukan

pengujian secara materil terhadap sah atau tidaknya penangkapan maupun

Pasal 1 ayat 10 menyatakan :
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara
yang diatur dalam undang undang ini, tentang :
a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan
demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak
lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

® Ibid., Pasal 82 ayat 1 huruf b menyatakan :
Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau
tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi
akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau
penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim
mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang.

Pasal 95 ayat 1 menyatakan :
Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan,

dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang
undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
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penahanan.” Ada kecenderungan bahwa hakim pra peradilan berpandangan
bahwa perihal penangkapan maupun penahanan sudah merupakan bagian dari
kewenangan penyidik atau penuntut umum. Oleh karena itu ketika diajukan
permohonan pra peradilan terhadap penangkapan atau penahanan, hakim
biasanya hanya sebatas memeriksa apakah syarat formil penangkapan atau
penahanan berupa surat perintah penangkapan (pasal 18 ayat 1 KUHAP) atau
surat perintah penahanan (Pasal 21 ayat 2 KUHAP) sudah dipenuhi atau
belum.® Jika persyaratan tersebut sudah dipenuhi, pada umumnya hakim tidak
lagi menguji atau menilai terpenuhi atau tidaknya syarat materil, karena
anggapan bahwa syarat materil tersebut merupakan penilaian subjektif dari
penyidik atau penuntut umum yang dalam hal ini merupakan domain dari
masing masing institusi tersebut.’

Persoalan lain adalah ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP yang
menyatakan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh

pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan terhadap permohonan pra

" Penelitan KHN  :  Praperadilan ~ Mengandung Banyak  Kelemahan,

http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4b29bab9ef3a7/penelitian-khn-praperadilan-
mengandung-banyak-kelemahan, diakses tanggal 24 April 2011.

® Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan
Penuntutan), Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hal. 154 dan 163.

Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 18 ayat 1 meyatakan :
Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia
dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah
penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan
serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Ibid., Pasal 21 ayat 2 menyatakan :
Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut urnurn terhadap
tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim
yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta
uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

® Syarat materil penangkapan dan penahanan:

Ibid., Pasal17 menyatakan :
Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak
pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Ibid., Pasal 21 menyatakan :
Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa
yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya
keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan
diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
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peradilan belum selesai, permohonan pra peradilan tersebut akan gugur secara
otomatis.'® Dalam prakteknya, ketentuan ini menciptakan celah dimana berkas
perkara yang masih dalam tahap penyidikan segera dilimpahkan ke pengadilan
untuk menghindari kemungkinan diajukannya permohonan pra peradilan
dalam perkara tersebut. Hal ini tentunya akan sangat merugikan kepentingan
para pencari keadilan.

Selain berbagai persoalan tersebut, persoalan lain juga muncul dalam
hal subjek yang memiliki hak secara hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan pra peradilan. Jika merujuk pada KUHAP, pra
peradilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu
penangkapan atau penahanan tanpa adanya permohonan dari tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sementara itu, permohonan
pemeriksaan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau
penuntutan, inisiatifnya diletakkan pada pihak yang merasa dirugikan.™
Dengan kata lain, apabila permohonan tersebut tidak ada, sekalipun tindakan
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan -atau penghentian
penuntutan secara nyata nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku,
sidang pra peradilan tidak dapat dilaksanakan karena inisiatif permohonan pra
peradilan ini terletak pada tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas
kuasa tersangka serta pihak yang merasa dirugikan. Kondisi ini semakin
diperparah dengan posisi yang tidak seimbang antara penegak hukum dan

tersangka atau terdakwa yang mengalami upaya paksa, sehingga dalam hal

9 HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Malang : UMM Press, 2008,
hal. 276-277.

Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op.Cit, Pasal 82 ayat 1 huruf d
menyatakan :
dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan
mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

1 |bid., Pasal 79 menyatakan :
Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan
oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan
alasannya.

Ibid., Pasal 80 menyatakan :
Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan

dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada
ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
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terjadi intimidasi atau penyiksaan yang dilakukan penyidik atau penuntut
umum selama masa penyidikan dan penuntutan misalnya, tersangka, terdakwa
maupun keluarganya tidak memiliki keberanian untuk mengajukan
permohonan pra peradilan.*? Berbagai persoalan tersebut diataslah yang
kemudian memunculkan wacana untuk menghapuskan lembaga tersebut dan
menggantikannya dengan lembaga Hakim Komisaris.

Lembaga Hakim Komisaris memang memiliki kewenangan yang lebih
luas jika dibandingkan dengan pra peradilan. Kewenangan Hakim Komisaris
tidak hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan ataupun penghentian
penyidikan dan penuntutan melainkan juga perihal perlu tidaknya diteruskan
penahanan ataupun perpanjangan penahanan, perlu tidaknya penghentian
penyidikan atau penuntutan, perlu tidaknya pencabutan atas penghentian
penyidikan atau penuntutan, sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan,
serta wewenang memerintah penyidik atau penuntut umum untuk
membebaskan tersangka atau terdakwa jika terdapat dugaan kuat adanya
penyiksaan ataupun kekerasan pada tingkat penyidikan ataupun penuntutan
serta berbagai kewenangan lain yang diberikan undang undang. Kelebihan lain
adalah bahwa kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa
permohonan tersangka, terdakwa atau keluarga mereka.'* Namun demikian,
usulan mengenai digantinya lembaga pra peradilan oleh Hakim Komisaris ini
ternyata masih juga mengundang perdebatan karena lembaga baru ini ternyata
masih tetap dianggap memiliki banyak kelemahan.**

Dalam lembaga Hakim Komisaris seperti yang pernah diberlakukan di
Belanda, hak pengawasan terhadap penegak hukum timbul dari inisiatif
kekuasaan kehakiman (yudikatif), dan bukan bersumber dari hak seseorang

untuk mengajukan perlawanan sebagaimana dianut dalam pra peradilan.

12 Supriyadi, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Penyidikan Perkara Pidana”, Jurnal

Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

13 Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana 2010, Pasal 111.

4 Adnan Buyung Nasution, “Beberapa Catatan Tentang Pra Peradilan versus Hakim

Komisaris", disampaikan dalam Acara Diskusi Tematik Pembaruan Hukum Acara Pidana dengan
Tema Pra Peradilan Versus Hakim Komisaris yang diselenggarakan oleh Masyarakat Pemantau
Peradilan (MAPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 24 Maret 2010 hal. 8-9.
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Konsekuensi logis dari konsep dasar tersebut adalah bahwa dalam lembaga
Hakim Komisaris, hak tersangka, terdakwa atau korban digantungkan pada
"pbelas kasihan" negara, dalam hal ini kekuasaan kehakiman untuk
melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pihak eksekutif (penyidik dan
penuntut umum) dalam menjalankan pemeriksaan pendahuluan. Sementara itu
dalam konsep praperadilan, hak tersebut diberikan kepada setiap orang,
dimana setiap orang yang merasa dirugikan atas tindakan pihak eksekutif
(penyidik dan penuntut umum) dapat mengajukan perlawanan terhadap
tindakan tersebut dengan membuktikan bahwa tindakan yang telah dilakukan
tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan melanggar hak asasi
manusia.*

Persoalan berikutnya adalah terkait sistem pemeriksaan. Jika melihat
mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Komisaris di Belanda,
dalam hal lembaga Hakim Komisaris diberlakukan dalam hukum acara pidana
nasional, sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Komisaris bersifat
tertutup dan dilaksanakan oleh hakim yang bersangkutan terhadap penyidik,
penuntut umum, saksi saksi bahkan juga terdakwa. Sifat pemeriksaan yang
tertutup ini tentu akan bersinggungan dengan persoalan transparansi dan
akuntabilitas publik dimana masyarakat (publik) tidak dapat turut serta
mengawasi proses pemeriksaan yang dilakukan hakim terhadap sah atau
tidaknya tindakan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum yang
tentunya akan menjadi persoalan tersendiri.'® Selain itu, sebagian kalangan
berpendapat bahwa keberadaan Hakim Komisaris merupakan bentuk
intervensi terhadap pemeriksaan pendahuluan yang dalam hal ini merupakan
kewenangan penuh masing masing instansi terkait (penyidik dan penuntut

umum) sehingga terjadi penolakan terhadap lembaga ini.*’

15 1bid., hal. 8.
%8 Ibid., hal 9.

" Ibid.
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B. PERNYATAAN PERMASALAHAN

Lembaga pra peradilan yang dikenal dalam KUHAP dan berlaku saat
ini memiliki beberapa kelemahan sehingga akan sangat merugikan para
pencari keadilan. Tidak semua upaya paksa dapat dimohonkan pra peradilan.
Sejauh ini hanya sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan saja yang
dapat dimohonkan pra peradilan, sementara tidak demikian halnya dengan
penyitaan maupun penggeledahan. Lebih jauh lagi, dalam prakteknya,
seringkali lembaga pra peradilan tidak mampu menguji sah atau tidaknya
penangkapan dan penahanan secara materil. Selain itu, dalam hal suatu
perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan
terhadap permohonan pra peradilan belum selesai, pemohonan pra peradilan
tersebut akan gugur secara otomatis. Persoalan lain yang juga muncul adalah
apabila tidak ada permohonan pra peradilan, sekalipun tindakan penangkapan,
penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan secara nyata
nyata telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku, sidang pra peradilan
tidak dapat dilaksanakan karena inisiatif permohonan pra peradilan ini terletak
pada tersangka, terdakwa, maupun pihak yang merasa dirugikan. Kondisi ini
semakin diperparah dengan posisi yang tidak seimbang antara penegak hukum
dan tersangka atau terdakwa yang mengalami upaya paksa, sehingga dalam
hal terjadi intimidasi atau penyiksaan yang dilakukan penyidik atau penuntut
umum selama masa penyidikan dan penuntutan, tersangka, terdakwa maupun
keluarganya tidak memiliki keberanian untuk mengajukan permohonan pra
peradilan.

Upaya pembaharuan hukum acara pidana nasional melalui Hakim
Komisaris sebagai pengganti pra peradilan ternyata masih diragukan
mengingat dalam lembaga Hakim Komisaris seperti yang pernah diberlakukan
di Belanda, hak pengawasan timbul dari inisiatif kekuasaan kehakiman
(yudikatif), bukan bersumber dari hak seseorang untuk mengajukan
perlawanan terhadap upaya paksa atau tindakan lain yang dilakukan penyidik
atau penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan yang dianggap
tidak sah. Persoalan berikutnya adalah jika melihat mekanisme pemeriksaan

yang dilakukan oleh Hakim Komisaris di Belanda, dalam hal lembaga Hakim
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Komisaris diberlakukan dalam hukum acara pidana nasional, pemeriksaan
yang dilakukan oleh Hakim Komisaris terhadap penyidik, penuntut umum,
tersangka maupun terdakwa dan saksi saksi pada dasamya bersifat tertutup
sehingga tidak terdapat transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu,
sebagian kalangan berpendapat bahwa keberadaan Hakim Komisaris
merupakan bentuk intervensi terhadap pemeriksaan pendahuluan yang dalam
hal ini merupakan kewenangan penuh masing masing instansi terkait

(penyidik dan penuntut umum) sehingga konsep ini harus ditolak.

C. PERTANYAAN PENELITIAN
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa
pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah KUHAP dan RKUHAP mengatur mengenai pra peradilan
dan Hakim Komisaris sebagai lembaga pengawasan kewenangan penyidik
dan penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan?

2. Bagaimanakah prospek Hakim Komisaris dalam mewujudkan Sistem
Peradilan Pidana terpadu (integrated criminal justice system) jika
dibandingkan dengan pra peradilan?

3. Bagaimanakah prospek Hakim Komisaris dalam mewujudkan keadilan
dan kepastian hukum baik bagi tersangka maupun pihak lain yang merasa
dirugikan kepentingannya pada tahap pemeriksaan pendahuluan jika

dibandingkan dengan pra peradilan.

D. TUJUAN PENELITIAN
Sesuai dengan pertanyaan penelitian sebagaimana disebutkan pada
bagian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan bagaimanakah KUHAP dan RKUHAP mengatur pra
peradilan dan Hakim Komisaris sebagai lembaga pengawasan kewenangan
penyidik dan penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan.

2. Menjelaskan bagaimanakah prospek Hakim Komisaris dalam mewujudkan
Sistem Peradilan Pidana terpadu (integrated criminal justice system) jika

dibandingkan dengan pra peradilan.
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3. Menjelaskan bagaimanakah prospek Hakim Komisaris dalam mewujudkan
keadilan dan kepastian hukum baik bagi tersangka maupun pihak lain yang
merasa dirugikan kepentingannya pada tahap pemeriksaan pendahuluan

jika dibandingkan dengan pra peradilan.

E. MANFAAT PENELITIAN :
Pada prinsipnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat
antara lain sebagai berikut :
1. Manfaat teoritis
Memberikan kontribusi pemikiran terkait konsep ideal lembaga
pengawasan kewenangan penyidik dan penuntut umum pada tahap
pemeriksaan pendahuluan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana
terpadu (integrated criminal justice system) dalam rangka mewujudkan
keadilan dan kepastian hukum baik bagi tersangka maupun pihak lain yang
merasa dirugikan kepentingannya.
2. Manfaat praktis
Menunjukkan kelemahan pra peradilan sebagai lembaga pengawasan
kewenangan penyidik dan penuntut umum pada tahap pemeriksaan
pendahuluan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana terpadu
(integrated criminal justice system) dan pemenuhan rasa keadilan dan
kepastian hukum baik bagi tersangka maupun pihak lain yang merasa
dirugikan kepentingannya, sehingga terdapat urgensi pembaharuan

lembaga ini.

F. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL
Gagasan lembaga pra peradilan terinspirasi dari adanya hak Habeas
Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon yang memberikan hak pada
seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang)
pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa)
membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum

(ilegal) atau tegasnya benar benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang
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berlaku.’® Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan
kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar benar telah
memenuhi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak hak
asasi manusia.'® Surat perintah habeas corpus ini dikeluarkan oleh pengadilan
pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang
sederhana, langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun.
Bunyi surat perintah habeas corpus (the writ of habeas corpus) adalah sebagai
berikut: "Si tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib
membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukan alasan yang
menyebabkan penahanannya".*

Sementara itu, lembaga Hakim komisaris terinspirasi dari sistem Eropa
Kontinental. Hakim Komisaris mempunyai wewenang oversight atau supervisi
dalam kewenangan penyidikan dan pendakwaan (Belanda : Rechter
Commissaris, Perancis : Examining Magistrate / juge d ‘instruction). Dalam
bahasa Indonesia, Hakim Komisaris ini juga dapat dinamakan hakim
pemeriksa. Dalam konsep hukum Perancis dan hukum Belanda, tugas Hakim
Komisaris ini memang memeriksa perkara sebelum perkara diperiksa
substansinya oleh (majelis) hakim dalam sidang terbuka.®* Hakim Komisaris
berfungsi mengawasi tahap pemeriksaan pendahuluan (examinating judge)
untuk memastikan apakah tindakan upaya paksa (dwang middelen), yang
meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat surat
dilakukan dengan sah atau tidak. Selain itu, Hakim Komisaris juga dapat
melakukan tindakan eksekutif (investigating judge) untuk memanggil orang,

baik tersangka, penasehat hukum, penyidik, atau penuntut umum.??

'8 Ibid., hal 2. yang mengutip dari Black's Law Dictionary, seventh edition, West Group,
St. Paul, Minn, 1999, hal. 715.

¥ Ibid., hal. 2.

2 Gregory Churcill, dikutip dari Lobby Loegman, Pra Peradilan di Indonesia, Ghalia
Indonesia, 1982, hal. 54.

21 Mardjono Reksodiputro, “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Makalah
yang disempurnakan untuk Kuliah Umum di Universitas Batanghari Jambi, pertama kali
disampaikan pada Seminar Komisi Hukum Nasional 9 Desember 2009, hal. 12-13.

22 Adnan Buyung Nasution, Op.Cit., hal, 8.
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Hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur bagaimana
negara melalui organ organnya menegakkan haknya untuk menghukum dan
menetapkan pidana. Dengan demikian harus diatur secara jelas proses
mempergunakan hak tersebut. Pengaturan itu bermaksud untuk membatasi
kewenangan negara agar tidak sewenang wenang mempergunakan haknya.
Proses ini harus mengatur penyelidikan, penyidikan, pendakwaan, pemeriksaan
dan peradilan, sedemikian rupa agar terdakwa yang bersalah mendapat
hukumannya, tetapi juga harus diupayakan semaksimal mungkin bahwa
pendakwaan dan peradilan seorang yang tidak bersalah harus dicegah. Kedua
tujuan ini merupakan dua sisi dari suatu mata uang dan sama nilainya. Dalam
pengertian hukum, ini dinamakan proses hukum yang adil (due process of
law).?

Berkenaan dengan hal tersebut, menjadi menarik untuk disimak
pendapat yang dikemukakan Mardjono Reksodiputro terkait desain prosedur
(procedural design) Sistem Peradilan Pidana nasional yang masih
bermasalah sehingga perlu di rekonstruksi.** Dikatakan bahwa desain
prosedur sistem peradilan pidana dapat dibagi tiga tahap yaitu tahap pra
adjudikasi (pre adjudication), tahap adjudikasi (adjudication), dan tahap pasca
adjudikasi (post adjudication).”® Tidak jelasnya desain (bangun rancang) sistem
peradilan Kita terlihat dari tidak bersedianya kita mengikuti sistem peradilan
yang berlaku di negara negara demokrasi, dimana tahap adjudikasi (tahap
sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dengan hakim hakim yang
independen) adalah tahap yang dominan untuk mengawasi tahap pra adjudikasi
dan tahap pasca adjudikasi. Ketidaksediaan itu terlihat dalam penolakan adanya
Hakim Wasmat oleh pihak Pemasyarakatan karena merasa dirinya tidak perlu
diawasi oleh kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, kekuasaan penyidikan dan

pendakwaan juga merasa dirinya tidak perlu diawasi oleh kekuasaan

% Mardjono Reksodiputro, Op.Cit., hal. 2.
2% 1bid.

% |bid., hal. 4.
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kehakiman.®® RKUHAP baru mencoba mulai mengubah kekeliruan tersebut
dengan memberi kewenangan kepada seorang Hakim Komisaris.?’

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan, terlinat bahwa
salah satu persoalan paling mendasar adalah bahwa pra peradilan yang ada saat
ini cenderung sebatas memperhatikan kebenaran formil dan kurang
memperhatikan kebenaran materil. Oleh karena itu, muncul wacana untuk
menghapus keberadaan lembaga ini dan menggantikannya dengan Hakim
Komisaris dengan sebuah ekspektasi bahwa lembaga baru ini akan lebih
mampu memenuhi keadilan subtansial, tidak sebatas keadilan prosedural
semata karena pada prinsipnya hukum pidana bertujuan mencari kebenaran
materil. Untuk membahas persoalan tersebut, selain menggunakan konsep
konsep sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, akan digunakan pula teori
keadilan yang dikemukakan John Rawls. Rawls dalam bukunya yang berjudul
Theory of Justice mengembangkan teori keadilan sebagai justice as fairness.
Menurut Rawls ada 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu %:

1. Keadilan formal (formal justice, legal justice) yaitu merupakan keadilan
yang sama bagi setiap orang sesuai dengan bunyi peraturan. Fungsi hakim
hanya sebagai corong undang undang.

2. Keadilan yang substantif (substancial justice), yaitu melihat keadilan lebih
daripada keadilan formal saja, karena menerapkan hukum itu berarti
mencari keadilan yang hakiki, dan dalam melaksanakan keadilan yang
substantif ini harus didukung oleh rasa keadilan sosial, keadilan yang
mengandung hak hak dan kewajiban yang diterima oleh masyarakat
umum.

Selain itu, beberapa konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

% |bid., hal. 5.
2" |bid., hal. 12.

% Herman Bakir, Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan, Jakarta: Refika
Aditam, 2007, hal. 34.
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1. Praperadilan

Pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan

memutus tentang :

a.

sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa
tersangka ;

sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;

permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak
diajukan ke pengadilan.

Hakim Komisaris

Hakim Komisaris adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya

penyidikan dan penuntutan. Hakim Komisaris berwenang menetapkan atau

memutuskan :

a.

sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,
atau  penyadapan ;

pembatalan atau penangguhan penahanan ;

bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan
melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri ;

alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat
dijadikan alat bukti ;

ganti kerugian dan atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap
atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik
yang disita secara tidak sah ;

tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk
didampingi oleh pengacara ;

bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang
tidak sah ;

penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak

berdasarkan asas oportunitas ;
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I. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke
pengadilan ;
J. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi
selama tahap penyidikan.
4. Upaya Paksa
a. Penangkapan

Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan

tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup

guna kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang
pengadilan.

b. Penahanan
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat
tertentu oleh pejabat yang berwenang.

c. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan penyidik mengambil alih dan atau

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan.

d. Penggeledahan

1) Penggeledahan rumah
Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik memasuki rumah
tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan
tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan.

2) Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik mengadakan
pemeriksaan badan atau tubuh seseorang untuk mencari benda
yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta.

5. Syarat formil dan materil penahanan dan penangkapan adalah persyaratan

yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan atau penangkapan.
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6. Penyidikan
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

7. Penuntutan
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum menentukan suatu perkara
tindak pidana dapat dilakukan penuntutan atau tidak, membuat surat
dakwaan, dan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang
berwenang supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

10. Penghentian penyidikan
Penghentian penyidikan adalah tindakan menghentikan penyidikan karena
penyidik berpendapat tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi
hukum.

13. Penghentian penuntutan
Penghentian penuntutan adalah tindakan menghentikan penuntutan yang
dilakukan karena penuntut umum berpendapat tidak terdapat cukup bukti
atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau

perkara ditutup demi hukum.

G. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.?
Sehubungan dengan metode penelitian hukum normatif yang digunakan, jenis
data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini adalah
data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (studi literatur)
yang dalam hal ini akan menjadi bahan utama. Namun demikian, selain
melakukan studi kepustakaan (studi literatur), penelitian juga akan dilakukan
dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara sebagai

data penunjang.

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 14.
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Data sekunder sebagai bahan utama yang digunakan dalam penelitian
ini akan terdiri dari Rancangan Undang Undang dan berbagai peraturan
perundang undangan yang berlaku, baik instrumen hukum nasional maupun
internasional, antara lain Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana, Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Acara
Pidana (2010), Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Pokok
Kekuasaan Kehakiman, Universal Declaration of Human Rights, International
Covenant on Civil and Political Rights, Convention Against Torture and Other
Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishmet dan Code of Conduct
for Law Enforcement Officials Addopted By General Assembly Resolution
34/169.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga akan menggunakan
bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai bahan bacaan yang terkait
dengan judul penelitian seperti buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan literatur
lain sebagai pendukung. Selain itu, akan digunakan pula bahan hukum tersier
seperti misalnya kamus hukum sebagai penunjang.

Sementara itu, wawancara akan dilakukan terhadap para pihak yang
dianggap kompeten memberikan keterangan mengenai objek yang diteliti,
antara lain Jaksa, Hakim (praktisi hukum) dan akademisi (teoritisi hukum).
Tidak dilakukan wawancara terhadap Polisi karena Kepala Kepolisian
Republik Indonesia telah mengirimkan Surat No. B/211/1/2010 tertanggal 21
Januari 2010 kepada Ketua Komisi Il Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia perihal Saran dan Masukan Polri atas Rancangan Undang Undang
Tentang Hukum Acara Pidana yang dalam hal ini memaparkan tanggapan
mengenai rencana pembentukan Hakim Komisaris. Wawancara dalam hal ini
dilakukan dalam rangka mendapatkan pemahaman dan analisis yang
komprehensif mengenai objek yang diteliti yang dalam hal ini seringkali tidak
cukup hanya dilakukan melalui studi kepustakan (studi literatur).

Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik data primer hasil

wawancara maupun data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,
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sekunder, maupun tersier akan dideskripsikan untuk kemudian dianalisis
sehingga pada akhirnya akan dihasilkan laporan penelitian yang bersifat
deskriptif analitis.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab pertama dalam penelitian ini adalah bab pendahuluan yang terdiri
dari latar belakang, pernyataan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan
dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian,
dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan berisi pembahasan secara umum mengenai
bagaimanakah KUHAP mengatur keberadaan pra peradilan.

Bab ketiga akan membahas secara umum mengenai bagaimanakah
RKUHAP mengatur keberadaan Hakim Komisaris.

Bab keempat akan difokuskan pada pembahasan mengenai
bagaimanakah KUHAP dan RKUHAP mengatur mengenai pra peradilan dan
Hakim Komisaris sebagai lembaga pengawasan kewenangan penyidik dan
penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan, prospek Hakim
Komisaris dalam mewujudkan Sistem Peradilan Pidana terpadu (integrated
criminal justice system) jika dibandingkan dengan pra peradilan, serta prospek
Hakim Komisaris dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum baik bagi
tersangka maupun pihak lain yang merasa dirugikan kepentingannya pada
tahap pemeriksaan pendahuluan jika dibandingkan dengan pra peradilan

Bab kelima merupakan bab penutup yang akan menguraikan
kesimpulan dan saran atas berbagai persoalan yang timbul dalam penelitian

ini.
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BAB 11

PRA PERADILAN DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA

A. LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA PRA PERADILAN DALAM
KUHAP
Apabila terdapat dugaan bahwa seseorang melakukan tindak pidana,
negara melalui organ organnya, dalam hal ini aparat penegak hukum, mulai
dari polisi, jaksa, hingga hakim wajib melakukan penyelidikan, penyidikan,
penuntutan hingga mengadili perkara tersebut sebagaimana diamanatkan
undang undang.*® Semua tindakan penegakan hukum tersebut tentunya harus
berdasarkan ketentuan undang undang sesuai dengan asas legalitas yang
dianut dalam KUHAP dengan berlandaskan prinsip the rule of law dan
supremasi hukum.** Undang undang secara tegas memberikan berbagai
kewenangan tersebut kepada aparat penegak hukum agar setelah melalui
berbagai tahap dalam proses pemeriksaan pada akhirnya dapat diberikan
putusan yang seadil adilnya. Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum acara
pidana itu sendiri.** Dalam menjalankan berbagai kewenangan itu, aparat
penegak hukum, dalam hal ini penyidik dan penuntut umum yang menjadi
fokus dalam penelitian ini terkadang harus melakukan tindakan yang pada
dasarnya merupakan pengurangan atau pembatasan hak asasi manusia.
Tindakan yang dimaksud terwujud dalam kewenangan untuk melakukan
upaya paksa baik berupa penangkapan, penahanan, penyitaan maupun

33

penggeledahan.”> Apa yang kemudian harus diperhatikan adalah bahwa

% Ratna Nurul Afiah, Pra Peradilan dan Ruang Lingkupnya, Cetakan Pertama, Edisi
Pertama, Jakarta : Akademika Pressindo, 1986, hal. 1.

1 M Yahya Harahap, Op.Cit., hal. 36.

32 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Jakarta
: Sinar Grafika, 2008, hal. 9.

¥ M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Cetakan Pertama, Edisi Kedua,
Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hal. 3.
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pelaksanaan berbagai kewenangan tersebut harus taat dan tunduk pada prinsip
due to the process of law.**

Merujuk pada Pasal 333 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana
(KUHP) (Bab XVIII Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang)
disebutkan :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas
kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan
kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara
paling lama delapan tahun.®

Sementara itu, Pasal 50 Kitab Undang Undang tersebut menyatakan :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan

ketentuan undang undang, tidak dipidana.*®

Berdasarkan rumusan pasal pasal tersebut di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa pada prinsipya upaya paksa merupakan perampasan
kemerdekaan seseorang. Namun hal tersebut diperkenankan untuk dilakukan
karena merupakan pelaksanaan ketentuan undang undang. Sifat melawan
hukum dalam upaya paksa tersebut menjadi hapus karena upaya paksa
dilakukan dalam rangka menjalankan perintah undang undang. Dalam hal ini,
ketentuan Pasal 50 KUHP menjadi alasan pembenar sebagai dasar peniadaan
pidana.*’

Apa yang kemudian patut menjadi perhatian terkait pelaksanaan upaya
paksa tersebut adalah "bahwa harus dilakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan upaya paksa sehingga aparat penegak hukum tidak bertindak
diluar batas yang diijinkan undang undang untuk dilakukan. Dengan demikian

kesewenang wenangan yang pada akhirnya berpotensi melanggar hak

¥ M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan
dan Penuntutan), Op.Cit., hal. 95.

* Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pasal 333 ayat 1.
% Ibid., Pasal 50.

%" A.Z Abidin dan Andi Hamzah, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Cetakan
Pertama, Jakarta : Yarsif Watampone, 2010, hal. 179.
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tersangka maupun terdakwa dapat dihindari.®® Pengaturan yang lebih konkrit
jika dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP mengenai pelaksanaan
upaya paksa diluar KUHAP, salah satunya dapat kita lihat dalam Undang
Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang tertuang
dalam pasal pasal sebagai berikut :

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan,
penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis
dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang undang.*

Pasal 8

(1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut,
atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak
bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.®°

Pasal 9

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili
tanpa alasan berdasarkan undang undang atau karena
kekeliruan  mengenai orangnya atau hukum yang
diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan
rehabilitasi.

(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian,
rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam
undang undang.*

Berdasarkan ketentuan pasal pasal tersebut diatas terlihat bahwa
pelaksanaan upaya paksa adalah sah apabila upaya paksa tersebut dilakukan

dengan perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dan berdasarkan undang

undang, tentunya dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah

% M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Op. Cit., hal. 4.

¥ Indonesia, Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2008,
Lembaran Negara No. 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5076, Pasal 7.

“% |bid., Pasal 8 ayat 1.

“ Ibid., Pasal 9.

Universitas Indonesia

Upaya pembaharuan..., Nefa Claudia Meliala, FH Ul, 2012



22

(presumption of innocence) sebagai salah satu asas fundamental yang dikenal
dalam hukum acara pidana.** Selain itu dalam hal terjadi kekeliruan dalam
pelaksanaan upaya paksa baik kekeliruan terhadap orang atau hukum yang
diterapkan, atau apabila upaya paksa tersebut tidak dilakukan berdasarkan
ketentuan undang undang, pihak yang merasa dirugikan berhak untuk
menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Undang undang juga mengatur
bahwa pejabat yang sengaja melakukan upaya paksa yang tidak sah akan
dipidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya, ketika di satu sisi hukum
acara pidana memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk
melakukan upaya paksa, di sisi lain hukum acara pidana juga harus
memberikan jaminan perlindungan terhadap hak hak tersangka maupun
terdakwa yang terkena upaya paksa tersebut sehingga terjadi keseimbangan
diantara keduanya.*® Satu hal yang kemudian harus diperhatikan adalah bahwa
upaya paksa yang dilakukan aparat dengan mengurangi atau membatasi hak
hak tersangka atau terdakwa bertujuan untuk pada akhirnya menemukan
kebenaran materil dalam rangka memberikan putusan seadil adilnya sebagai
tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri, namun disisi lain, tindakan tersebut
juga berpotensi melanggar hak hak tersangka atau terdakwa.** Pelaksanaan
kewenangan inilah yang kemudian harus diawasi baik secara vertikal
(internal) dalam konteks pengawasan atasan terhadap bawahan maupun
melalui pengawasan horizontal (eksternal) yang melibatkan aparat penegak
hukum lain diluar penyidik dan penuntut umum. Dalam hal ini, KUHAP telah
menciptakan suatu mekanisme atau sistem checking dan korelasi antara aparat
penegak hukum yang sebagian perannya diserahkan kepada lembaga
praperadilan yang berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya

penangkapan atau penahanan maupun tindakan lain yang dilakukan penyidik

2 H M A Kuffal. Op. Cit, hal. 2.

¥ 0 C Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan
Terpidana, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, Bandung : Alumni, 2006, hal. 35.

* Loebby Logman, Pra-Peradilan di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia
Indonesia, 1987, hal. 9.
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atau penuntut umum. Pengadilan melalui praperadilan ikut memainkan
peranan dalam membatasi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan yang

dilakukan aparat penyidik dan penuntut umum sebagai mekanisme kontrol

4
1.4

horizontal.”™ Hal tersebut terlihat dari rumusan pasal pasal dalam KUHAP

sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 10

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk

memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam

undang undang ini tentang :

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan
atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain
atas kuasa tersangka ;

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan
keadilan;*®

Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang ini

tentang :

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan ;

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang
perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau
penuntutan.*’

Berdasarkan rumusan pasal pasal tersebut diatas terlihat bahwa pra
peradilan ini memang merupakan mekanisme kontrol horizontal terhadap
kewenangan yang dimiliki aparat penyidik dan penuntut umum. Hal ini
terlihat dari kewenangan pra peradilan untuk memeriksa dan memutus sah
atau tidaknya tindakan yang dilakukan aparat penyidik dan penutut umum
mulai dari upaya paksa berupa penangkapan maupun penahanan dan
penghentian penyidikan serta penghentian penuntutan. Kewenangan ini

menunjukkan bahwa pra peradilan berfungsi sebagai lembaga yang

** M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan
dan Penuntutan, Op. Cit., hal. 9.

% Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 1 ayat 10.

7 Ibid., Pasal 77.

Universitas Indonesia

Upaya pembaharuan..., Nefa Claudia Meliala, FH Ul, 2012



24

mengawasi pelaksanaan kewenangan yang dimiliki aparat penyidik dan
penuntut umum tersebut.

Lahirnya KUHAP pada prinsipnya didasarkan pada 2 (dua) alasan,
yaitu menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya
suatu peradilan pidana yang adil (fair trial) dan adanya urgensi untuk
menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik sebagaimana
diatur dalam HIR. HIR sebagai produk kolonial belum mampu memberikan
jaminan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia. Dengan
pertimbangan tersebutlah KUHAP yang merupakan produk hukum nasional
merumuskan  ketentuan yang lebih memberikan jaminan perlindungan
terhadap hak asasi manusia jika dibandingkan dengan HIR. Ketentuan
ketentuan tersebut terlihat seperti pada pengaturan mengenai hak hak
tersangka dan terdakwa (Pasal 50-68 KUHAP), bantuan hukum pada semua
tingkat pemeriksaan (Pasal 69-74 KUHAP), wewenang pengadilan untuk
mengadili pada tahap pemeriksaan pendahuluan (pra peradilan diatur disini)
(Pasal 77-83 KUHAP), persyaratan dan pembatasan terhadap semua upaya
paksa (Pasal 16-49 KUHAP), jenis jenis upaya hukum yang lebih lengkap
(Pasal 233-269 KUHAP), serta pengawasan dan pengamatan pelaksanaan
putusan pengadilan (Pasal 277-283 KUHAP). Hal hal tersebut merupakan hal
hal yang belum diatur oleh HIR.*®

Salah satu tujuan pokok kodifikasi KUHAP adalah untuk
meningkatkan pembinaan sikap mental aparat penegak hukum, antara lain
dengan jalan membatasi wewenang masing masing dalam penggarisan yang
tegas. Setiap tindakan mereka “diproporsikan” secara terbatas dan dalam
prinsip “diferensiasi fungsional” diantara aparat penegak hukum, yang
sekaligus dibarengi dengan sistem pengawasan yang datang dari pihak instansi

penegak hukum yang lain maupun yang datang dari pihak tersangka atau

* Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman

Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03
TH 1982, dikutip dari Adnan Buyung Nasution, Pra peradilan versus Hakim Komisaris, Newsletter
Komisi Hukum Nasional.
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terdakwa maupun dari keluarga atau penasehat hukumnya.*® Hal tersebut
terlihat dalam konsideran KUHAP yang menyatakan :

Pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang

hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak

dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap

para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan

wewenang masing masing ke arah tegaknya hukum, keadilan

dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,

ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara

hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.%°
Pada prinsipnya konsideran tersebut menegaskan 2 (dua) hal yaitu :

1. Menciptakan asas keseimbangan antara kekuasaan dengan perlindungan
terhadap harkat dan martabat manusia ;

2. Dengan tujuan keselarasan tersebut tidak terdapat kelebihan kekuasaan
yang menumpuk di tangan aparat penegak hukum.

Pencegahan penumpukan kekuasaan yang diberikan undang undang
kepada aparat penegak hukum, oleh KUHAP dilenyapkan dengan jalan
memberikan keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat
dan martabat manusia dengan ketentuan pasal pasal yang mengatur hak asasi
pada suatu pihak dengan perlindungan kepentingan ketertiban umum di pihak
lain. Dengan demikian, KUHAP tidak bertitik tolak pada orientasi kekuasaan.
Fungsi, wewenang, dan kekuasaan yang diberikan kepada masing masing
jajaran aparat penegak hukum diseimbangkan dengan pemberian hak yang sah
dan legal kepada setiap tersangka atau terdakwa. Dominannya asas
keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHAP merupakan keinginan dan
tujuan pembuat undang undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan.*

Oleh karena itu, disamping upaya pembaharuan terkait jaminan
perlindungan hak hak asasi manusia, upaya koreksi terhadap tindakan yang

dilakukan aparat penegak hukum untuk menghindari terjadinya

* M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan
dan Penuntutan, Op. Cit., hal. 8.

* Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Konsideran huruf c.

1 M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan
dan Penuntutan, Op. Cit., hal. 8.
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penyalahgunaan wewenang juga mendapat perhatian tersendiri. Hal ini
mengingat potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia pada dasarnya
bersumber pada penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki aparat. Untuk
itulah pra peradilan yang sebelumnyaa tidak diatur dalam HIR Kini lahir dalam
KUHAP.>? Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP sendiri disebutkan bahwa :

Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara
diperlukan adanya pengurangan pengurangan hak hak asasi
tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar
ketentuan yang diatur undang undang, maka untuk kepentingan
pengawasan terhadap perlindungan hak hak asasi tersangka
atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan pra
peradilan.>®
Seperti apa yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, munculnya
lembaga pra peradilan dalam KUHAP terinspirasi oleh prinsip prinsip habeas
corpus dari sistem Anglo Saxon yang memberikan hak sekaligus jaminan
fundamental kepada seorang tersangka untuk melakukan tuntutan ataupun
gugatan terhadap pejabat (polisi atau jaksa) yang menahannya agar
membuktikan bahwa penahanan itu benar benar sah dan tidak melanggar hak
asasi manusia.>* Habeas Corpus Act (1679) yang ditandatangani oleh Raja
Charles Il menitikberatkan akan hak hak asasi seseorang dihadapan hukum,
yang menentukan®:
1. Penangkapan atau penahanan seseorang mesti berdasar alasan hukum yang
sah dan lengkap ;
2. Orang yang ditangkap atau ditahan harus diperiksa selambat lambatnya

dua hari dari tanggal penangkapan atau penahanan ;

2 M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, hal. 4.

*% Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Op. Cit.

> Adnan Buyung Nasution, “Pra Peradilan versus Hakim Komisaris, Beberapa Pemikiran
Tentang Keduanya”, Op.Cit., hal. 2.

> M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan
dan Penuntutan, Op. Cit., hal. 69-70.
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3. Jika seorang terdakwa telah dibebaskan dari suatu perkara, orang tersebut
tidak lagi boleh ditangkap dan diperiksa atas dasar perkara dari mana ia
telah dibebaskan (nebis in idem).

Prinsip dasar habeas corpus ini memberikan inspirasi untuk
menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada
seseorang Yyang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi
kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran
dan ketepatan tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (dwang
middelen), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, maupun
pemeriksaan surat surat yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun
kejaksaan ataupula kekuasaan lainnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh situasi
dan kondisi dimana sering terjadi perkosaan hak asasi tersangka atau terdakwa
oleh penyidik atau jaksa penuntut umum, karena tidak adanya suatu lembaga
atau mekanisme yang dapat menilai dan menguji apakah tindakan upaya paksa
yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak. Seorang
tersangka atau terdakwa yang ditangkap atau ditahan seolah olah berada dalam
suatu “ruangan gelap” dan tidak berdaya sama sekali (helpless). Hal ini
menyebabkan perlunya suatu forum terbuka yang memberi hak berupa upaya
hukum pada seseorang untuk melawan atau menggugat tindakan sewenang
wenang yang dilakukan oleh penguasa sehingga lahirlah pra peradilan.®

Selain fokus pada pengawasan terhadap aparat penyidik dan penuntut
umum dalam kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan
upaya paksa, penulisan ini juga akan membahas pengawasan terhadap
kewenangan aparat penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan
kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan yang dalam hal ini

juga merupakan kompetensi dari pra peradilan.

% Adnan Buyung Nasution, “Beberapa Catatan Tentang Pra Peradilan versus Hakim
Komisaris”, Op. Cit., hal. 2-3.
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B. PENGERTIAN PRA PERADILAN

Pra peradilan terdiri dari 2 (dua) suku kata, pra berarti sebelum,
sedangkan peradilan berarti suatu proses pemeriksaan atas tersangka, saksi
saksi dan barang barang bukti oleh pengadilan guna mencari kebenaran
materil untuk kemudian memutus perkara dengan menjatuhkan pidana atau
membebaskan terdakwa atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan
hukum.®” Secara harafiah, pra peradilan berarti dilakukan sebelum proses
pemeriksaan perkara di depan pengadilan. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa pra peradilan adalah suatu proses pemeriksaan sebelum
pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Perkara
pokok dimaksud adalah suatu sangkaan atau dakwaan tentang telah terjadinya
suatu tindak pidana yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan.®®

Pra peradilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan
Negeri untuk memeriksa dan memutus (bukan mengenai pokok perkara)
tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan,
penghentian penunututan dan memutus permintaan ganti kerugian dan
rehabilitasi ‘yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang
pengadilan negeri, atas permintaan tersangka atau pelapor atau keluarganya
dan atau penasihat hukumnya.>® Pra peradilan itu tidak merupakan badan
tersendiri, tetapi merupakan suatu wewenang saja dari pengadilan.®

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Pra berarti awalan, yang bermakna sebelum atau di muka.

Sedangkan peradilan adalah sesuatu mengenai perkara
pengadilan atau Lembaga Hukum bertugas memperbaiki.®*

> H.A.K Mochamad Anwar, Chalimah Suyanto dan Sunanto, PraPeradilan, Cetakan
Pertama, Jakarta : IND-HILL-CO, 1989, hal. 25.

% Darwan Prinst, Pra Peradilan dan Perkembangannya di dalam Praktek, Cetakan
Pertama, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 1.

** H.A.K Mochamad Anwar, Chalimah Suyanto dan Sunanto, Op. Cit., hal. 25.

% g Tanusubroto, Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana, Bandung :
Alumni, 1983, hal. 73.

¢ Badudu dan Zein, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,
1999, hal. 236.
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Dengan demikian, maka praperadilan berarti suatu lembaga hukum
yang bertugas memeriksa suatu perkara sebelum diajukan ke pengadilan.
Namun istilah pra peradilan yang dipakai di Indonesia ini adalah merupakan
ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 10 Undang Undang tentang
Hukum Acara Pidana.®

Untuk mendapatkan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan
pra peradilan, kita akan merujuk pada ketentuan pasal pasal dalam KUHAP
sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 10

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk

memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam

undang undang ini, tentang:

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan
atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain
atas kuasa tersangka;

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan
keadilan;

C. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka
atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang
perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.®®

Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang ini tentang:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang
perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau
penuntutan.®*

Sementara itu, Pasal 95 ayat 1 KUHAP sesungguhnya merupakan
penjelasan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 1 ayat 10 dan Pasal 77 KUHAP

dengan tambahan adanya unsur dikenakan tindakan lain tanpa alasan

82 M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Op. Cit., hal. 3.

8 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 77.
Lihat juga Amir Martosedono, Pra Peradilan, Cetakan Kedua, Semarang : Dahara Prize,
1990, hal. 15 dan Ratna Nurul Afiah, Op.Cit, hal. 73.

% Ibid., Pasal 77.
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berdasarkan undang undang atau ketentuan mengenai orangnya atau hukum

yang diterapkan.

Pasal 95 ayat 1

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti

kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau

dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang

undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum

yang diterapkan.®®

Tindakan lain yang dimaksud dapat berupa pemasukan rumah,
penggeledahan, penyitaan, dan tentu tidak terbatas pada ketiga hal tersebut
dan hendaknya disesuaikan dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan
penyidik dan penuntut umum. Misalnya apabila terjadi perbuatan melawan
hukum atas diri tersangka atau terdakwa selama dalam penangkapan,
penahanan, seperti teraniaya, tertembak atau malahan kehilangan nyawa.
Dengan demikian, apabila perbuatan itu terjadi tanpa suatu alasan yang
dibenarkan hukum, maka karenanya korban atau keluarga dapat mengajukan
tuntutan.®®

Sementara itu, berdasarkan penyuluhan hukum ke IV Tentang Pra
Peradilan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan
Umum Departemen Kehakiman pada tahun 1982, merujuk pada ketentuan
Pasal 77, Pasal 82 ayat 1 dan 3, Pasal 95 ayat 2, dan Pasal 97 ayat 3
KUHAP®’, pra peradilan diartikan sebagai pemeriksaan dan pemutusan oleh

Pengadilan Negeri menurut ketentuan dalam KUHAP tentang®®:

% Ibid., Pasal 95 ayat 1.
% Op. Cit., Darwan Prinst, hal. 2.

¢ Undang Undang Tentang Hukum AcaraPidana, Op. Cit., Pasal 82 ayat 1 dan 3
Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan
Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :

a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan
hari sidang;

b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan,
sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan
atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya
penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk
alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun
dan pejabat yang berwenang;

c. perneriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim
harus sudah menjatuhkan putusannya;
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1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan,
atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara
untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung) ;

2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian ;

4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas
penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan berdasar

dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan
pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan
tersebut gugur;

putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk
mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut
umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal
sebagai berikut :

a.

dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah;
maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus
segera membebaskan tersangka;

dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan
tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;

dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah,
maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang
diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah
dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat
pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera
dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.

Pasal 95 ayat 2
(2) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal
sebagai berikut :

a.

dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah;
maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus
segera membebaskan tersangka;

dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan
tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan ;

dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka
dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang
diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan.

Pasal 97 ayat 3

(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang
berdasarkan undang undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan
negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

% Direktorat Jenderal Pembinaan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Penyuluhan

Hukum ke IV Tentang Pra Peradilan, , Edisi Pertama, 1982, hal. 8.
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undang undang atau berupa kekeliruan mengenai orang atau hukum
yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;

5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau
penahanan tanpa alasan berdasar undang undang atau kekeliruan
mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak
diajukan ke pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat terlihat bahwa pada dasarnya
masih terdapat perbedaan pendapat mengenai kewenangan apa saja yang
sebenarnya dimiliki oleh pra peradilan. Oleh karena itu bagian berikutnya
dalam bab ini akan membahas mengenai kewenangan dari pra peradilan

tersebut.

. KEWENANGAN PRA PERADILAN

Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, salah satu
persoalan yang timbul dalam pra peradilan adalah bahwa merujuk pada
ketentuan pasal 77 jo. Pasal 1 ayat 10 KUHAP, tidak semua upaya paksa dapat
dimohonkan pra peradilan. Sejauh ini hanya sah atau tidaknya penangkapan
atau penahanan saja yang dapat dimohonkan pra peradilan, sementara tidak
demikian halnya dengan penyitaan maupun penggeledahan. Namun demikian,
jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf d dan Pasal 95 ayat 1
KUHAP, hakim seharusnya dapat menyatakan bahwa hal hal tersebut diatas
pada prinsipnya juga merupakan bagian dari kompetensi pra peradilan untuk
memeriksanya. Namun karena pada prinsipnya undang undang memang
belum mengatur secara tegas mengenai hal tersebut, pemberlakuan ketentuan
pasal ini seringkali dianggap sebagai bentuk peluasan objek pra peradilan
sehingga masih terus menimbulkan perdebatan.®® Untuk menjawab pertanyaan
mengenai apa sajakah hal hal yang menjadi bagian dari kewenangan pra
peradilan, dalam sub bab ini akan diuraikan kompetensi pra peradilan sesuai
dengan ketentuan dalam KUHAP.

% Lihat Pernyataan Permasalahan, Bab 1, hal. 8.
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1. MEMERIKSA DAN MEMUTUS SAH ATAU TIDAKNYA
PENANGKAPAN
a. Pengertian Penangkapan
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila
terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan
dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam
undang undang ini.”
b. Kewenangan Melakukan Penangkapan
Pihak yang berwenang melakukan penangkapan adalah :
1) penyidik dan penyidik pembantu dalam rangka melakukan
penyidikan; dan
2) penyelidik atas perintah penyidik dalam rangka melakukan
penyelidikan.
c. Syarat Penangkapan
Dalam melakukan penangkapan harus dipenuhi 3 (tiga) syarat
yaitu:
1) Ada dugaan keras seseorang melakukan tindak pidana
2) Dugaan keras tersebut didasarkan pada bukti permulaan yang
cukup’
3) Perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana atau
kejahatan, bukan pelanggaran kecuali jika setelah dipanggil
secara sah dua kali berturut turut yang bersangkutan tidak

memenuhi panggilan.”®

" Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 1 ayat 20.
™ Ibid., Pasal 16.
" Ibid., Pasal 17.

"8 |bid., Pasal 19 ayat 2.

Universitas Indonesia

Upaya pembaharuan..., Nefa Claudia Meliala, FH Ul, 2012



34

d. Pelaksanaaan Penangkapan

Penangkapan pada dasarnya dapat dilakukan terhadap diri

seseorang baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan

seseorang tersebut tertangkap tangan.”

1) Dalam keadaan biasa
Setelah memenuhi syarat syarat penangkapan sebagaimana
diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 KUHAP, Penyidik
atau Penyidik Pembantu yang berwenang segera membuat surat
perintah penangkapan atas diri tersangka. Surat perintah
penangkapan harus mencantumkan :
a) Identitas tersangka
b) Alasan penangkapan
c) Uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan terhadap

diri tersangka

d) Tempat yang bersangkutan akan diperiksa
Tembusan surat perintah penangkapan tersebut kemudian
diberikan  kepada keluarga tersangka segera setelah
penangkapan dilakukan.

2) Dalam keadaan tertangkap tangan
Dalam hal tertangkap tangan, undang undang mengatur bahwa
penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan
dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan
tertangkap berserta bukti yang ada kepada penyidik atau
penyidik pembantu yang terdekat.”” Dalam hal ini perlu
dipahami bahwa dalam hal tertangkap tangan, ketentuan Pasal
111 ayat 1 KUHAP harus diperhatikan untuk mendapatkan

™ Ratna Nurul Afiah, Op. Cit., hal. 32
"® Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 18 ayat 1.
"8 bid., Pasal 18 ayat 3.

" bid., Pasal 18 ayat 2.
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pemahaman mengenai siapa yang dimaksud penangkap dalam

rumusan pasal ini.”®

Pasal 111 ayat 1 KUHAP

Dalam hal tertangkap tangan setiap orang

berhak, sedangkan setiap orang yang

mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban,
ketenteraman dan keamanan umum wajib,
menangkap tersangka guna diserahkan beserta

atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau

penyidik.”

Dari perumusan Pasal 111 ayat 1 KUHAP tersebut dapat

disimpulkan bahwa pada dasarnya ada pihak yang memang

berhak melakukan penangkapan dan adapula pihak yang wajib
melakukan penangkapan terhadap tersangka yang tertangkap
tangan.

a) Pihak yang berhak melakukan penangkapan adalah setiap
orang yang menjadi korban atau yang melihat atau yang ada
di tempat pada saat kejadian.

b) Sedangkan pihak yang wajib melakukan penangkapan
adalah setiap orang yang mempunyai wewenang dalam
tugas ketertiban, ketentraman dan kemanan umum yang
berada di tempat pada saat peristiwa yang merupakan
tindak pidana terjadi.

Yang kemudian perlu diperhatikan adalah bahwa dalam
hal tertangkap tangan, tersangka yang tertangkap tangan harus
segera diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu
yang terdekat, beserta atau tanpa barang bukti. Apabila
tersangka itu diserahkan kepada atau ditangkap oleh
penyelidik, maka penyelidik wajib segera membuat berita acara

dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum.® Istilah

"8 Ratna Nurul Afiah, Op. Cit., hal. 33.
" Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 111 ayat 1.

8 Ibid, Pasal 102.
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“wajib segera” tersebut di atas diartikan bahwa setelah
menangkap tersangka, penangkap harus secepat mungkin
menyerahkan tersangka kepada penyidik. Sebab bila terjadi
kelalaian, penangkap dapat dikenakan Pasal 333 atau 334
KUHP, karena dengan sengaja menahan (merampas)
kemerdekaan orang atau meneruskan menahan dengan
melawan hak atau karena salahnya hingga orang jadi tertahan
atau terus tertahan dengan melawan hak.®*
e. Jangka Waktu Penangkapan
Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.®

 Jadi dalam

Dalam hal ini satu hari adalah dua puluh empat jam.8
waktu 1 x 24 jam, penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap
tersangka sudah harus dapat menentukan apakah tersangka terlibat
tindak pidana tersebut atau tidak. Bila memang yang bersangkutan
terlibat dalam tindak pidana tersebut dan memenuhi persyaratan
untuk dikenakan penahanan, sebelum waktu 24 (dua puluh empat)
jam habis penyidik harus membuat surat perintah penahanan dan
menyerahkannya kepada tersangka dan keluarganya. Akan tetapi,
apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak terlibat tindak pidana,
sebelum waktu dua puluh empat jam habis penyidik harus
membebaskan tersangka.

Terkait pelaksanaan penangkapan ini, dikenal pula istilah syarat
formil dan materil penangkapan yang akan menjadi parameter untuk
menentukan apakah suatu penangkapan dilakukan secara sah atau tidak.
Dengan kata lain, untuk melakukan penangkapan harus terpenuhi 2 (dua)

syarat sebagai berikut®*:

8 Ratna Nurul Afiah, Op. Cit., hal. 34.
8 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 19 ayat 1.
& |bid., Pasal 1 ayat 31.

8 Darwan Prinst, Op. Cit., hal. 15-16.
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a. Syarat formil penangkapan
1) Dilakukan oleh penyidik atau polisi atas perintah dari penyidik atau
polisi
2) Dilengkapi surat tugas dari yang berwenang (surat perintah
penangkapan)
3) Menyerahkan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan
tembusannya kepada keluarganya ;
4) Kecuali dalam hal tertangkap tangan penangkapan dapat dilakukan
oleh setiap orang.
b. Syarat materil
1) Ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP)
2) Penangkapan paling lama untuk 1 (satu) hari (1 x 24 jam) (Pasal 19
ayat 1 KUHAP).

Berkenaan dengan syarat formil dan materil penangkapan ini,
seperti apa yang juga telah disebutkan dalam bab sebelumnya adalah
bahwa salah satu permasalahan yang timbul dalam pra peradilan adalah
bahwa pra peradilan tidak mampu menguji sah atau tidaknya penangkapan
secara materil. Ada kecenderungan bahwa hakim pra peradilan
berpandangan bahwa perihal penangkapan sudah merupakan bagian dari
kewenangan penyidik atau penuntut umum. Oleh karena itu Kketika
diajukan permohonan pra peradilan terhadap penangkapan, hakim
biasanya hanya sebatas memeriksa apakah syarat formil penangkapan
berupa surat perintah penangkapan (pasal 18 ayat 1 KUHAP) sudah
dipenuhi atau belum. Jika persyaratan tersebut sudah dipenuhi, pada
umumnya hakim tidak lagi menguji atau menilai terpenuhi atau tidaknya
syarat materil, karena anggapan bahwa syarat materil tersebut merupakan
penilaian subjektif dari penyidik atau penuntut umum yang dalam hal ini
merupakan domain dari institusi tersebut. Hakim memiliki kewajiban
untuk melakukan pemeriksaan terhadap baik syarat formil maupun materil
ini. Namun tidak dilakukannya pemeriksaan secara komprehensif ini

memang kerap kali terjadi dalam praktek.®®

8 Lihat Pernyataan Permasalahan, Bab I, hal. 8.
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2. MEMERIKSA DAN MEMUTUS SAH ATAU TIDAKNYA
PENAHANAN
a. Pengertian Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat

tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam
undang undang ini.?® Penahanan pada prinsipnya berkaitan erat
dengan penangkapan karena seorang tersangka yang telah
ditangkap baru boleh ditahan apabila telah memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam undang undang. Dengan demikian, pada
prinsipnya, penangkapan merupakan langkah awal dari perampasan
kemerdekaan tersangka atau terdakwa.®’

b. Kewenangan melakukan penahanan

KUHAP telah menentukan pihak pihak yang berwenang untuk

melakukan penahanan yang dalam hal ini disesuaikan dengan

tingkat pemeriksaan sebagai berikut®®:

1) Pada tahap penyidikan yang berwenang adalah penyidik dan
penyidik pembantu yang mendapat pelimpahan wewenang dari
penyidik berdasarkan ketentuan pasal 11 KUHAP ;

2) Pada tahap penuntutan yang berwenang adalah penuntut umum;

3) Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang berwenang
adalah hakim.

c. Syarat Penahanan
Prof. Moeljatno membagi syarat penahanan menjadi 2 (dua)

macam, yaitu®:

Penulis juga melakukan penelitian untuk memastikan timbulnya persoalan ini pada
praktek di lapangan dengan melakukan wawancara dengan John Diamond Tambunan, S.H., M.H.,
Hakim Pengadilan Negeri Kelas | A Bandung pada tanggal 8 Juni 2012.

8 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 1 ayat 21.

8 Ratna Nurul Afiah, Op. Cit., hal. 35-36.

8 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 20.
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1) syarat subjektif, yaitu syarat yang tergantung pada orang yang
memerintahkan dilakukannya penahanan ;
Syarat subjektif penahanan adalah® :
- tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak
pidana ;
- dugaan tersebut didasarkan pada bukti yang cukup ;
- adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa
tersangka atau terdakwa :
- akan melarikan diri
- merusak atau menghilangkan barang bukti
- mengulangi tindak pidana
2) syarat objektif, yaitu syarat yang dapat duji oleh orang lain.
Syarat objektif penahanan adalah®™ :
a) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih
b) tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 5
(lima) tahun yang dalam hal ini ditentukan secara limitatif
oleh undang undang.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

e Pasal 282 ayat 3 : perbuatan penyebaran tulisan
tulisan, gambar gambar, atau barang barang lain
yang isinya melanggar kesusilaan yang mana
perbuatan itu merupakan pencarian atau kebiasaan ;

e Pasal 296 : mewajibkan atau membantu perbuatan
cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan ;

e Pasal 335 ayat 1 : memaksa orang untuk
mengerjakan, tidak mengerjakan, atau membiarkan

barang sesuatu ;

8 Ratna Nurul Afiah, Op. Cit., hal. 38.
% Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 21 ayat 1.

°! Ibid., Pasal 21 ayat 4.
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e Pasal 351 ayat 1 : memaksa orang untuk
mengerjakan, tidak mengerjakan, atau membiarkan
barang sesuatu ;

e Pasal 353 ayat 1 : penganiayaan ;

e Pasal 372 : penganiayaan yang sudah direncanakan ;

e Pasal 378 : penipuan ;

e Pasal 379 a : penipuan ringan ;

e Pasal 453 : perbuatan nakhoda kapal yang tidak
jujur;

e Pasal 454 : perbuatan anak buah kapal yang
melarikan diri ;

e Pasal 455 : perbuatan anak buah kapal yang tidak
mau meneruskan pelayarannya ;

e Pasal 459 : melakukan perlawanan terhadap
pimpinan kapal ;

e Pasal 480 : penadahan ;

e Pasal 506 : perbuatan pekerjaan mucikari.

- Pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai
- Pasal 1, 2, dan 4 Undang Undang No. 8 Drt Tahun 1995
(tindak pidana imigrasi), yakni atara lain : tidak punya
dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang
mempunyai pemondokan atau bantuan kepada orang
asing yang tidak mempunyai dokumen yang sah ; atau
orang yang memberi pemondokan atau bantuan kepada
orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi
yang sah ;
- Tindak Pidana dalam Undang Undang No. 9 tahun 1976
tentang Narkotika.
Selain berbagai persyaratan penahanan tersebut, undang
undang juga mensyaratkan adanya surat perintah penahanan atau
penahanan lanjutan atau penetapan hakim yang mencantumkan

identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan
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penahanan serta wuraian singkat perkara kejahatan yang
dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.? Selain
itu, juga diharuskan dikirimkannya tembusan surat perintah
penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim kepada
keluarga tersangka atau terdakwa. Apabila hal tersebut tidak
dipenuhi, maka penahanan yang dilakukan tersebut menjadi tidak
sah.%

Seperti halnya persoalan syarat materil penangkapan yang
seringkali tidak cukup mendapat perhatian dalam pra peradilan, hal
serupa juga pada prinsipnya kerap kali terjadi dalam penahanan
sehingga hal ini juga merupakan salah satu kelemahan pra
peradilan. Terdapat kecenderungan dimana hakim biasanya hanya
sebatas memeriksa apakah syarat formil penahanan berupa surat
perintah penahanan (pasal 21 ayat 2 KUHAP) sudah tepenuhi atau
belum tanpa kemudian memeriksa kembali terpenuhi atau tidaknya
syarat materil penahanan yang terutama meliputi syarat subjektif
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.*

d. Pelaksanaan penahanan

Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut
KUHAP lamanya penangkapan adalah 1 x 24 jam. Dalam jangka
waktu 24 (dua puluh empat) jam itu, penyidik harus dapat
memastikan apakah tersangka terlibat dalam tindak pidana tersebut
atau tidak. Bila memang ternyata tidak terlibat, maka sebelum
waktu 24 jam habis tersangka harus dibebaskan. Tetapi apabila
tersangka terlibat dan memenuhi syarat subjektif maupun objektif

penahanan, tersangka dapat ditahan oleh pejabat yang berwenang

%2 |bid., Pasal 21 ayat 2.

% |bid., Pasal 21 ayat 4.

% Lihat Pernyataan Permasalahan, Bab I, hal. 8.

Penulis juga melakukan penelitian untuk memastikan timbulnya persoalan ini pada

praktek di lapangan dengan melakukan wawancara dengan John Diamond Tambunan, S.H., M.H.,
Hakim Pengadilan Negeri Kelas | A Bandung pada tanggal 8 Juni 2012.
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dengan surat perintah penahanan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 2
dan 3 KUHAP.

Merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat 2 KUHAP, salah
satu hal yang wajib dicantumkan dalam surat perintah penahanan
adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan. Dalam hal ini,
seusai ketentuan Pasal 22 ayat 1 KUHAP dikenal 3 (tiga) jenis
penahanan yaitu® :

1) Penahanan rumah tahanan negara (RUTAN)
2) Penahanan rumah

3) Penahanan kota

1) Penahanan rumah tahanan negara (RUTAN)
Apabila tersangka atau terdakwa dikenakan penahanan rumah
tahanan negara (RUTAN), tersangka atau terdakwa beserta
tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan
atau penetapan hakim itu diserahkan kepada pihak dalam
RUTAN dalam wilayah hukum instansi yang melakukan
penahanan. Dalam hal ini, Kepala RUTAN tidak boleh
menerima tahanan dalam RUTAN jika tanpa disertai dengan
surat perintah penahanan yang sah yang dikeluarkan pejabat
yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu sesuai
dengan tingkat pemeriksaan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 19
ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983.%°

2) Penahanan Rumah
Penahananan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau
kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan

pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu

% Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 22 ayat 1.
% Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum

Acara Pidana, PP Nomor 27 Tahun 1983, Lembaran Negara No. 36 Tahun 1983, Tambahan
Lembaran Negara No. 3258, Pasal 19 ayat 4.
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yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan,
penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan.®’
Dalam hal tersangka atau terdakwa dikenakan penahanan
rumah, kepadanya diberikan surat perintah penahanan rumah
dan kemudian tembusannya diberikan kepada keluarga
tersangka atau terdakwa dan instansi yang berwenang.
Untuk meghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan
kesulitan dalam penyidikan atau penuntutan atau pemeriksaan
di sidang pengadilan, maka terhadap tersangka atau terdakwa,
pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis sesuai dengan
tingkat pemeriksaan melakukan pengawasan. Misalnya dengan
cara menempatkan penjagaan, perondaan atau mengadakan
kontak dengan ketua RT/RW setempat guna turut serta
melakukan pengawasan terhdap terdakwa. Dalam hal ini
tersangka atau terdakwa hanya dapat keluar rumah atas ijin
yang diberikan oleh pejabat yang bertanggungjawab secara
yuridis atas penahanan itu sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
Walaupun KUHAP tidak mengatur lebih lanjut mengenai
penahanan rumah, sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 10 PP No. 27
Tahun 1983, untuk menghindari kesulitan dalam penyidikan,
penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan hendaknya
selama tersangka atau terdakwa di luar rumah yang
bersangkutan dijaga dan dikawal oleh petugas kepolisian.*®

3) Penahanan Kota
Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau
kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi
tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang

ditentukan.®®

°" Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 22 ayat 2.

% Pperaturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara
Pidana, Op. Cit., Pasal 19 ayat 4.

% Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 22 ayat 3.
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Dalam hal tersangka atau terdakwa dikenakan penahanan kota,

kepada tersangka atau terdakwa diberikan surat perintah penahanan

atau penetapan hakim Kemudian tembusan surat penahanan atau

penetapan tersebut diberikan kepada keluarga dan instansi yang

bersangkutan.

e. Pengalihan dan Penangguhan Penahanan

1) Pengalihan Penahanan
Perlu diingat bahwa penahanan yang dilakukan terhadap
tersangka atau terdakwa dapat dialihkan dari jenis penahanan
yang satu ke penahanan yang lain. Penyidik atau penuntut
umum atau hakim berwenang untuk mengalinkan jenis
penahanan yang satu ke jenis penahanan yang lain. Pengalihan
jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat
perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan
hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka serta
keluarganya dan instansi yang berkepentingan.'®

2) Penangguhan penahanan
Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau
penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing
masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan
atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan
syarat yang ditentukan. Selain itu karena jabatannya penyidik
atau penuntut umum atau hakim sewaktu waktu dapat
mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau
terdakwa melanggar syarat tersebut.**

f. Jangka waktu penahanan

1) Tahap penyidikan

Perintah penahanan yang diberikan penyidik hanya berlaku

untuk paling lama 20 (dua puluh) hari. Apabila dalam jangka

100 |pid., Pasal 23.

101 |pid., Pasal 31.
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waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, penyidik dapat
mengajukan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum
selama paling lama 40 (empat puluh hari). Apabila permohonan
perpanjangan penahanan itu disetujui, penuntut umum segera
membuat surat perpanjangan penahanan. Tetapi jika menurut
pertimbangannya penahanan tidak perlu diperpanjang, penuntut
umum segera membuat surat penolakan secara tertulis disertai
alasannya. Konsekuensi dari penolakan tersebut adalah
tersangka harus dibebaskan dari tahanan setelah jangka waktu
20 (dua puluh) hari berakhir. Tidak tertutup kemungkinan
dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhirnya
waktu penahanan 20 (dua puluh) atau 40 (empat puluh) hari
tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Tetapi
bilamana jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut habis,
walaupun pemeriksaan belum selesai, tersangka harus
dikeluarkan dari tahanan.'%?
2) Tahap penuntutan

Pada tahap ini, perintah penahanan yang diberikan penuntut
umum hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
Apabila dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum
selesai, penuntut umum dapat mengajukan perpanjangan
penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang
selama paling lama 30 (tiga puluh hari). Dalam hal
permohonan perpanjangan penahanan itu disetujui, Ketua
Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan. Tetapi jika
menurut pertimbangannya penahanan tidak perlu diperpanjang,
ketua Pengadilan Negeri segera membuat surat penolakan
secara tertulis disertai alasannya. Konsekuensi dari penolakan
tersebut adalah tersangka harus dibebaskan dari tahanan tepat
setelah jangka waktu penahanan 20 (dua puluh) hari berakhir.

Tidak tertutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari

102 |pid., Pasal 24.
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tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan 20 (dua puluh)

dan

30 (tiga puluh) hari tersebut jika kepentingan pemeriksaan

sudah terpenuhi. Tetapi bilamana jangka waktu 50 (lima puluh)

hari

tersebut habis, walaupun pemeriksaan belum selesai,

tersangka harus dikeluarkan dari tahanan.'®

3) Tah
a)

b)

ap pengadilan

Pemeriksaan pengadilan

Hakim dapat melakukan penahanan selama paling lama 30
(tiga puluh hari). Penahanan tersebut kemudian dapat
diperpanjang melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri
selama paling lama 60 (enam puluh) hari. Tidak terutup
kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan
sebelum berakhirnya waktu penahanan 30 (tiga puluh) dan
60 (enam puluh) hari tersebut jika kepentingan pemeriksaan
sudah terpenuhi. Tetapi bilamana jangka waktu 90
(sembilan puluh) hari tersebut habis, walaupun pemeriksaan
belum selesai, tersangka harus dibebaskan dari tahanan
demi hukum.***

Pemeriksaan banding

Hakim Pengadilan Tinggi dapat melakukan penahanan
selama 30 (tiga puluh hari). Penahanan tersebut dapat
diperpanjang melalui penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
selama paling lama 60 (enam puluh) hari. Tidak terutup
kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan
sebelum berakhirnya waktu 30 (tiga puluh) dan 60 (enam
puluh) hari tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah
terpenuhi. Tetapi bilamana jangka waktu 90 (Sembilan

puluh) hari tersebut habis, walaupun pemeriksaan belum

103 |pid., Pasal 25.

104 |pid., Pasal 26.
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selesai, tersangka harus dibebaskan dari tahanan demi
hukum.*®
c) Pemeriksaan kasasi
Hakim Mahkamah Agung dapat melakukan penahanan
selama 50 (tiga puluh hari). Penahanan tersebut dapat
diperpanjang melalui penetapan Ketua Mahkamah Agung
selama paling lama 60 (enam puluh) hari. Tidak terutup
kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan
sebelum berakhirnya waktu penahanan 50 (tiga puluh) dan
60 (enam puluh) hari tersebut jika kepentingan pemeriksaan
sudah terpenuhi. Tetapi bilamana jangka waktu 110 (seratus
sepuluh) hari tersebut habis, walaupun pemeriksaan belum
selesai, tersangka harus dibebaskan dari tahanan demi
hukum.®®
d) Pengecualian dalam perpanjangan penahanan

Terdapat pengecualian terhadap ketentuan mengenai batas
waktu penahanan pada masing masing tingkat pemeriksaan
sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dalam hal
tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau
mental yang berat, yang dibuktikan dengan keterangan
dokter atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan
pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Perpanjangan
jangka waktu penahanan tersebut diberikan untuk paling
lama 30 (tiga puluh) hari, dan dalam hal masih diperlukan
dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh)
hari. Perpanjangan penahanan ini diberikan oleh Ketua
pengadilan Negeri pada tahap penyidikan dan penuntutan,
Ketua pengadilan Tinggi pada pemeriksaan di Pengadilan

Negeri, Mahkamah Agung pada pemeriksaan banding, dan

195 |bid., Pasal 27.

196 |pjd., Pasal 28.
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Ketua Mahkamah Agung pada pemeriksaan kasasi. Tidak
tertutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari
tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan 30 (tiga
puluh) hari pertama dan kedua tersebut jika kepentingan
pemeriksaan sudah terpenuhi. Tetapi bilamana jangka
waktu 60 (enam puluh) hari tersebut habis, walaupun
pemeriksaan belum selesai, tersangka atau terdakwa harus
dibebaskan dari tahanan demi hukum.*®’

Dalam praktek timbul keragu raguan mengenai
penafsiran terhadap ketentuan mengenai perpanjangan batas
waktu penahanan ini, khususnya apakah perpanjangan
penahanan yang diijinkan ini berlaku untuk penahanan pada
semua tingkat pemeriksaan. Untuk menghilangkan keragu
raguan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 12 Tahun 1983
tanggal 8 Desember 1983 (SEMA No. 10 Tahun 1983)
yang menegaskan bahwa perpanjangan penahanan yang
diijinkan oleh pasal tersebut adalah benar merupakan
perpanjangan tersendiri. Sebagai contoh, penuntut umum
berdasarkan pasal 25 ayat 1 KUHAP telah menahan
terdakwa selama 20 (dua puluh) hari dan kemudian oleh
Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 25 ayat 2
diperpanjang 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam jangka
waktu 50 (lima puluh) hari tersebut perkara belum selesai
diperiksa dan perkara yang sedang diperiksa diancam
dengan pidana 9 (sembilan) tahun atau lebih, maka Ketua
Pengadilan Negeri atas dasar permintaan yang disertai
laporan  pemeriksaan dari penuntut umum dapat
memperpanjang penahanan tersebut untuk paling lama 30

(tiga puluh) hari. Dalam hal penahanan tersebut masih

107 Ipid., Pasal 29.
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diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30
(tiga puluh) hari.'%®

Dengan demikian, penahanan pada tingkat penyidikan dapat
dilakukan untuk paling lama 120 (seratus dua puluh) hari, 110 (seratus
sepuluh) hari untuk tingkat penuntutan, 150 (seratus lima puluh) hari
untuk tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri dan banding di
Pengadilan Tinggi, dan terakhir 170 (seratus tujuh puluh) hari untuk
pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung. Dengan demikian, total
penahanan yang diijinkan undang undang mulai dari proses penyidikan
hingga pemeriksaan kasasi adalah 700 (tujuh ratus) hari. Terkait
dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum, hal
tersebut berhubungan erat dengan wewenang Kepala RUTAN untuk
memberitahukan kepada pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis
atas tahanan itu sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengenai tahanan
yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan
penahanannya.'® Apabila waktu penahanan atau-perpanjangan telah
habis, Kepala RUTAN demi hukum mengeluarkan tahanan. Kepala
RUTAN memperingatkan pejabat yang bertanggungjawab secara

yuridis bahwa masa tahanan hampir habis.**°
Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat bahwa memang
upaya paksa yang secara eksplisit dinyatakan undang undang dapat di
pra peradilankan hanyalah keabsahan penangkapan dan penahanan.
Namun demikian jika merujuk pada ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf b
terlihat bahwa persoalan keabsahan penyitaan juga dapat dimintakan
pra peradilan. Sementara untuk penggeledahan memang tidak diatur
secara jelas dalam undang undang. Karena belum diatur secara tegas

sebagai objek pra peradilan, timbul persoalan pada praktek di

108 Ratna Nurul Afiah, Op. Cit., hal. 54.

109 peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara
Pidana, Op. Cit., Pasal 19 ayat 6.

19 |pid., Pasal 19 ayat 7.
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lapangan.'**

Sekalipun undang undang tidak secara eksplisit
menyebutkan bahwa penggeledahan dapat di pra peradilankan, hakim
tetap dapat memeriksa dan memutus permohonan terkait keabsahan
penggeledahan. Lebih jauh lagi bahkan seharusnya proses penyidikan
yang berlarut larut tanpa kepastian atau pelanggaran terhadap hak hak
tersangka lainnya selama tahap penyidikan tetatp dapat di pra
peradilankan. Hal ini diperkenankan terkait kewenangan yang melekat
pada hakim untuk melakukan penemuan hukum demi tercapainya
keadilan substansial. Namun demikian dalam praktek di lapangan
memang masih terdapat kecenderungan dimana hakim enggan
melakukan terobosan hukum karena begitu kaku terhadap aturan

hukum positif.**

3. MEMERIKSA DAN MEMUTUS SAH ATAU TIDAKNYA
PENGHENTIAN PENYIDIKAN
a.- Pengertian Penyidikan
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.'*?
b. Kewenangan Penyidikan
Pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah™*:
1) Pejabat polisi Republik Indonesia dan
2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang
oleh undang undang.

c. Syarat dimulainya penyidikan

11 putusan “Aneh”, Erabaru Akan Mengadu Ke Komisi Yudisial,

http://www.erabaru.net/top-news/53-sumatera/13133-putusan-aneh-erabaru-akan-mengadu-ke-
komisi-yudisial diakses tanggal 22 April 2011.

112 Hasil wawancara dengan John Diamond Tambunan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan
Negeri Kelas | A Bandung pada tanggal 8 Juni 2012.

13 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 1 ayat 2.

14 |bid., Pasal 1 ayat 1.
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Terdapat beberapa kemungkinan bagi penyelidik atau penyidik

untuk mulai melakukan tindakan penyelidikan atau penyidikan

yaitu sebagai berikut :

1) Tertangkap tangan (pasal 1 ayat 19 KUHAP)

2) Laporan (Pasal 1 ayat 24 KUHAP)

3) Pengaduan (Pasal 1 ayat 25 KUHAP)

4) Mengetahui sendiri atau dengan cara lain, misalnya dari surat
kabar, radio, atau cerita orang yang memberitakan adanya suatu
peristiwva yang merupakan tindak pidana ada di daerah

hukumnya.

1) Tertangkap tangan
Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada saat :
a) Saat tindak pidana dilakukan
b) Segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan
c) Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai
orang yang melakukan tindak pidana
d) Sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga
keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut
melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
2) Laporan
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang
karena hak atau kewajiban berdasarkan undang undang kepada
pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga
akan terjadinya peristiwa pidana'*>. Pada prinsipnya pihak yang
dapat mengajukan laporan adalah :
a) Pihak yang berhak, yaitu setiap orang yang mengalami,
melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa

yang merupakan tindak pidana®®;

15 |bid., Pasal 1 ayat 24.

118 |bid., Pasal 108 ayat 1.
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b) Pihak yang berkewajiban, yaitu :
- Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat
untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman

dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap
hak milik*";

- Setiap pegawai negeri, dalam rangka melaksanakan
tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa
yang merupakan tindak pidana.*'®
Perbedaan prinsipil antara pihak yang berhak dan pihak

yang berkewajiban adalah bahwa bagi pihak yang berhak, hak
tersebut boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak. Bagi pihak
yang diwajibkan, KUHAP memang tidak secara eksplisit
mencantumkan ketentuan terkait sanksi yang akan dijatuhkan
kepada pihak yang melanggar, namun KUHP mengatur
penjatuhan sanksi terkait hal tersebut.

Pasal 164 KUHP

Barang siapa mengetahui ada  sesuatu
permufakatan untuk melakukan kejahatan
berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108,
113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih
ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan
dengan sengaja tidak segera memberitahukan
tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau
kepolisian atau kepada orang yang terancam
oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu
jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling
lama satu tahun empat bulan atau pidana denda
paling banyak tiga ratus rupiah.**

Pasal 165

(1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk
melakukan salah satu kejahatan
berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan
108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131 atau
niat untuk lari dari tentara dalam masa

Y7 bid., Pasal 108 ayat 2.
118 |bid., Pasal 108 ayat 3.

119 Undang Undang Tentang Hukum Pidana, Op. Cit., Pasal 164.
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perang, untuk desersi, untuk membunuh
dengan rencana, untuk menculik atau
memperkosa atau mengetahui adanya niat
untuk melakukan kejahatan tersebut dalam
bab 8 dalam kitab undang-undang ini,
sepanjang kejahatan itu membahayakan
nyawa orang atau untuk melakukan salah
satu kejahatan berdasarkan pasal- pasal 224
228, 250 atau salah satu kejahatan
berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275
sepanjang mengenai surat kredit yang
diperuntukkan bagi peredaran, sedang
masih ada waktu untuk mencegah kejahatan
itu, dan dengan sengaja tidak segera
memberitahukan hal itu kepada pejabat
kehakiman atau kepolisian atau kepada
orang yang terancam oleh kejahatan itu,
dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan,
dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang
yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan
berdasarkan ayat 1 telah dilakukan, dan
telah membahayakan nyawa orang pada
saat akibat masih dapat dicegah, dengan
sengaja tidak membheritahukannya kepada
pihak- pihak tersebut dalam ayat |.*%

3) Pengaduan
Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh
pihak yeng berkepentingan kepada pejabat yang berwenang
untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan
tindak pidana aduan yang merugikannya.**

Pada umumya, jika terjadi suatu peristiwa yang patut
diduga merupakan tindak pidana, tanpa permintaan dari pihak
yang menjadi korban tindak pidana tersebut, pihak yang yang
berwajib segera melakukan penyidikan dan penuntutan

terhadap mereka yang melakukan tindak pidana tersebut.

120 |pjd., Pasal 165.

121 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 1 ayat 25.
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Namun dari sekian banyak macam tindak pidana itu, dalam
KUHP ada beberapa tindak pidana yang hanya dapat dituntut
apabila ada pengaduan atau pemberitahuan disertai dengan
permintaan oleh pihak korban kepada yang berwajib supaya
pelaku tindak pidana tersebut dituntut.

Pengaduan itu merupakan suatu syarat bagi yang
berwajib untuk dapat menindak si pelaku tindak pidana aduan.
Jadi diserahkan kepada korban mau menuntut atau tidak.
Namun ada kalanya pihak yang berwajib telah melakukan
penyelidikan atau penyidikan, tetapi hal itu hanya merupakan
tindakan demi kepentingan umum saja. Apabila tidak ada
pengaduan oleh pihak korban maka penyidikan tidak akan
dilanjutkan.

Tindak Pidana aduan lebih dikenal dengan istilah delik
aduan yang dalam hal ini ada 2 (dua) macam'??:

a) Delik aduan yang absolut

Yaitu tindak pidana (delik) yang hanya dapat dituntut
apabila ada pengaduan oleh pihak korban tindak pidana
tersebut kepada yang berwajib. Tindak pidananya sendirilah
yang menentukan bahwa tindak pidana tersebut merupakan
delik aduan. Dalam delik aduan jenis ini, semua orang yang
tersangkut dalam tindak pidana tersebut harus dituntut
secara bersama sama. Masuk dalam kategori delik ini
adalah perzinahan (pasal 284 KUHP), bersetubuh dengan
perempuan yang bukan isterinya dimana umur perempuan
itu belum 15 tahun (pasal 287 KUHP), membujuk anak di
bawah umur untuk berbuat cabul (pasal 293 KUHP),
penghinaan (pasal 310-321 KUHP), membuka rahasia
(pasal 322-323 KUHP), melarikan perempuan (pasal 332
KUHP), pemerasan dengan menista korban (pasal 369
KUHP).

122 Ratna Nurul Afiah, Op. Cit., hal. 22-24.
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Delik aduan yang relatif

Tindak pidana (delik) yang sebetulnya merupakan tindak
pidana biasa. Akan tetapi karena pelakunya itu masih
berhubungan keluarga yang erat dengan korban, tindak
pidana tersebut menjadi delik aduan. Tindak pidana ini
menjadi delik aduan bukan karena memang tindak pidana
tersebutlah yang menentukan demikian, namun karena
faktor orang yang melakukannya. Yang termasuk delik
aduan jenis ini adalah pencurian oleh keluarga (pasal 367
KUHP), pemerasan oleh keluarga (pasal 370 KUHP),
penggelapan oleh keluarga (Pasal 376 KUHP), penipuan
oleh keluarga (pasal 394 KUHP), pengrusakan barang oleh
keluarga (pasal 411 KUHP).

Orang yang berhak mengajukan aduan adalah setiap
orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi
korban peristiwa yang merupakan tindak pidana. Ini sama
halnya dengan pihak yang berhak mengajukan laporan.*?
Pada prakteknya, pengajuan aduan ini biasanya dilakukan
oleh korban, keluarga, atau penasehat hukumnya.

Apabila korban tindak pidana belum dewasa (belum
berusia 16 tahun), yang berhak mengajukan aduan adalah
orang tua atau walinya, atau pengampunya (dalam hal
korban berada di bawah pengampuan).”* Sementara itu,
dalam hal korban meninggal dunia, yang berhak
mengajukan pengaduan adalah ibu, bapak, suami, atau isteri
yang masih hidup, kecuali korban yang meninggal memang
tidak menghendaki adanya penuntutan tersebut.!” Jika

tindak pidana dilakukan di Indonesia, tindak pidana

123 ihat kembali

Pasal 108 ayat 1 KUHAP.

124 Undang Undang Tentang Hukum Pidana, Op. Cit., Pasal 72 ayat 1.

125 |pid., Pasal 73.
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tersebut harus diadukan dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan sejak orang yang berhak mengadukan mengetahui
adanya tindak pidana tersebut. Sementara itu, apabila tindak
pidana dilakukan di luar Indonesia, tindak pidana tersebut
harus diadukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan
sejak orang yang berhak mengadukan mengetahui adanya
tindak pidana tersebut.!*® Sementara itu, pengaduan dapat
ditarik kembali dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak pengaduan
itu dimasukkan.*®’ Orang yang mengadukan bahwa terjadi
suatu tindak pidana padahal sebenarnya ia mengetahui
tindak pidana tersebut tidak ada, yang bersangkutan
diancam pidana.'®® Laporan atau pengaduan ini dapat
diajukan kepada penyidik maupun penyelidik baik secara
lisan maupun tertulis.**
d. Pelaksanaan penyidikan
Setelah menerima laporan atau pengaduan atau tertangkap
tangan atau mengetahui secara langsung tentang suatu peristiwa
yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib segera melakukan
penyidikan. Penyidikan dapat pula dilakukan berdasarkan berita
acara mengenai hasil penyelidikan yang dilaporkan oleh
penyelidik. Setelah mempelajari persitiwa tersebut, penyidik dapat:
1) Meneruskan penyidikan
Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang
ada penyidikan dapat diteruskan, maka penyidik melanjutkan
pemeriksaan dan mulai mengambil tindakan yang diperlukan
sesuai dengan wewenangnya sebagaimana datur dalam Pasal 7
KUHAP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita

126 |pid., Pasal 74.

127 Khusus untuk pasal 284 KUHP, berlaku pengecualian terhadap ketentuan pasal 72, 73
dan 75 KUHP.

128 Undang Undang Tentang Hukum Pidana, Op. Cit., Pasal 220.

129 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 108 ayat 4.
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acaranya. Untuk sahnya berita acara, maka berita acara tersebut
dibuat oleh penyidik yang berwenang dan atas kekuatan sumpah
jabatan yang kemudian ditandatangani oleh penyidik yang
bersangkutan dan semua pihak yang terlibat dalam tindakan
tersebut.'*
Setelah pemeriksaan selesai, penyidik menyerahkan berkas
perkara kepada penuntut umum yang dilakukan dalam 2 (dua)
tahap yaitu'®":
a) Tahap pertama : penyerahan berkas perkara
b) Tahap kedua : dalam hal penyidikan dianggap selesai,
penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan
barang bukti.
Penyidikan dianggap telah selesai apabila :
a) Penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan telah
selesai. Hal tersebut diketahui oleh penyidik dari**;
- Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut
umum tidak mengembalikan hasil penyidikan ; atau
- Sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada
pemberitahuan tentag hal itu dari penuntut umum
kepada penyidik.
b) Penyidik menghentikan penyidikan.

2) Menghentikan penyidikan

Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak
pidana ternyata

a) Tidak terdapat cukup bukti ;

b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana ; atau

c) Penyidikan dihentikan demi hukum

130 |bid., Pasal 75.

131 |bid., Pasal 8.

132 |bid., Pasal 108 ayat 1.
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Maka penyidik berdasarkan kewenangannya menghentikan
penyidikan dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut
umum disertai alasan alasan dan seluruh hasil pemeriksaan yang
telah dilakukan. Penyidik juga memberitahukan hal tersebut
kepada tersangka atau keluarganya.'*®

4. MEMERIKSA DAN MEMUTUS SAH ATAU TIDAKNYA
PENGHENTIAN PENUNTUTAN
a. Pengertian penuntutan
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan
perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang supaya
diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.** Dalam
hal ini penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi
dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang undang.'*®
Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap
siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam
daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan
yang berwenang mengadili.*
b. Kewenangan penuntutan
Undang undang memberikan kewenangan kepada penuntut umum
yang dalam hal ini adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang
undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan
hakim.**’
c. Syarat dimulainya penuntutan
Berbicara mengenai dimulainya penuntutan, Kkita perlu

terlebih dahulu berbicara mengenai pra penuntutan. KUHAP tidak

133 |bid., Pasal 110 ayat 4.
3% |bid., Pasal 1 ayat 7.
1% bid., Pasal 15.

1% bid., Pasal 137.

37 |bid., Pasal 1 ayat 6 b.
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memberikan pengertian tentang pra penuntutan. Namun demikian,
hal tersebut dapat diketahui dari rumusan Pasal 110 dan Pasal 138
KUHAP."® Walaupun KUHAP memberikan batasan yang tegas
antara tahap penyidikan dengan tahap penuntutan, tetapi dalam
pelaksanannya tidak demikian karena keduanya merupakan
rangkaian dari tahap tahap peradilan pidana yang mengandung
kordinasi dan sinkronisasi.’® Setelah penyidik selesai melakukan
penyidikan, tahap pertama yang dilakukannya adalah menyerahkan
berkas perkara kepada penuntut umum.*** Jaksa penuntut umum
kemudian meneliti apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap
atau belum, artinya apakah sudah memenuhi persyaratan baik
formal maupun materialnya. Misalnya : mengenai identitas
terdakwa apakah sudah tepat atau lengkap, atau dapat pula terjadi,
karena kelalaian penyidik dalam berkas perkara itu hanya
disebutkan bahwa bukti dari tindak pidana tersebut adalah sebuah
pisau tetapi tidak dicantumkan dengan jelas macam pisau itu,
apakah berupa pisau dapur, pisau belati dan bagaimana keadaan
pisau tersebut. Hal ini sangat mempengaruhi jalannya pemeriksaan
di sidang pengadilan, terdakwa bisa saja menyangkal bahwa bukan
dengan pisau itu ia melakukan tindak pidana. Hal seperti itu akan
memperlemah dakwaan penuntut umum. Untuk itu maka penuntut
umum harus benar benar teliti dalam melakukan pemeriksaan
berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, karena mengingat
jaksalah yang bertanggungjawab atas kelengkapan perkara dalam
pemeriksaan di sidang pengadilan.**

Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan menunjukkan

bahwa berkas perkara kurang lengkap atau kurang sempurna, maka

138 Ratna Nurul Afiah, Op. Cit., hal. 59.
"3 Ibid, hal. 60.
140 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 110 ayat 1.

141 Ratna Nurul Afiah, Op. Cit., hal. 60.
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penuntut umum sesuai dengan kewenangannya melakukan pra
penuntutan, yaitu mengembalikan kembali berkas perkara kepada
penyidik disertai petunjuk tentang hal hal yang harus dilengkapi
demi kesempurnaan jalannya pemeriksaan di sidang pengadilan.'*?
KUHAP memang memberikan batas waktu bagi penuntut umum
untuk melakukan pra penuntutan dan bagi penyidik untuk
melakukan penyidikan tambahan, tetapi KUHAP tidak
memberikan ketentuan tentang berapa kalikah penuntut umum
dapat melakukan pra penuntutan itu. Jadi seolah olah tidak ada
batasnya, pra penuntutan itu dapat dilakukan oleh penuntut umum
sampai berkas perkara itu lengkap dan sempurna. Namun karena
proses ini berhubungan dengan hak asasi manusia terdakwa
sebagai manusia, supaya jangan berlarut larut penuntut umum
dalam memberikan petunjuk hendaknya jelas dan tegas agar dapat
dilaksanakan dengan baik oleh penyidik sehingga berkas tidak
hanya mondar mandir antara kepolisian dan kejaksaan. Disamping
itu ini juga berkenaan dengan asas peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat, dan murah.'*®

Batas waktu bagi penuntut umum untuk melakukan pra
penuntutan dan bagi penyidik untuk melakukan penyidikan
tambahan diatur dalam pasal pasal dalam KUHAP sebagai berikut :

Pasal 110 KUHAP

(3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil
penyidikan untuk- dilengkapi, penyidik wajib
segera melakukan penyidikan tambahan sesuai
dengan petunjuk dari penuntut umum.

(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam
waktu empat belas hari penuntut umum tidak
mengembalikan hasil penyidikan atau apabila
sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada
pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut
umum kepada penyidik.**

142 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 110 ayat 2.
143 Ratna Nurul Afiah, Op. Cit., hal. 61.

144 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 110 ayat 3 dan 4.
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Pasal 138 KUHAP

(1) Penuntut umum setelah menerima hasil
penyidikan dan penyidik segera mempelajari
dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari
wajib memberitahukan kepada penyidik apakah
hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum
lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas
perkara kepada penyidik disertai petunjuk
tentang hal yang harus dilakukan untuk
dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari
sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus
sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu
kepada penuntut umum.**

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) tidak dapat memberikan berkas perkara secara
langsung kepada penuntut umum karena penyidik tersebut
mempunyai wewenang sesuai dengan undang undang yang
menjadi dasar hukumnya masing masing dan dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah kordinasi dan pengawasan penyidik.**
Dengan demikian apabila terjadi suatu tindak pidana yang menjadi
kewenangan PPNS, bila ditemukan bukti yang kuat untuk dapat
diajukan kepada penuntut umum, maka ia harus melaporkan hal
tersebut kepada penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan,
penyidik Polri memberikan petunjuk dan bantuan yang diperlukan.
Setelah tindak pidana itu selesai disidik, PPNS tidak dapat secara
langsung menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum,
melainkan harus melalui penyidik Polri.**’

d. Pelaksanaan penuntutan
Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang
lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara

sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan

% Ipid., Pasal 138.
148 |bid., Pasal 7 ayat 2.

147 Ibid., Pasal 107.
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ke pengadilan.**® Dengan demikian ada 2 (dua) kemungkinan sikap
penuntut umum terhadap berkas perkara yang telah disidik, yakni :
1) Melakukan penuntutan
Setelah  berkas perkara lengkap, penuntut umum
memberitahukan kepada penyidik dengan disertai permintaan
supaya tersangka dan barang bukti diserahkan kepadanya.
Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan
dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya
membuat surat dakwaan.**
2) Menghentikan penuntutan
Penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan
apabila™’:
a) Tidak terdapat cukup bukti ;
b) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
¢) Perkara ditutup demi hukum dengan alasan**:
- Ne bis in idem (Pasal 76 KUHP)
- Terdakwa meninggal dunia (Pasal 76 KUHP)
- Kadaluarsa (Pasal 78 KUHP)
Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan
penuntutan, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam
surat ketetapan. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan
kepada tersangka, dan bila ditahan wajib dibebaskan. Turunan
surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau
keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara,
penyidik dan hakim. Apabila kemudian ternyata ada alasan
baru yang diperoleh penuntut umum dari penyidik yang berasal

dari keterangan saksi, benda atau petunjuk yang baru kemudian

%8 Ipid., Pasal 139.
149 |bid., Pasal 140 ayat 1.
150 |bid., Pasal 140 ayat 2 huruf a.

151 Ratna Nurul Afiah, Op. Cit., hal. 72.
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152

diketahui atau didapat™“, penuntut umum dapat melakukan

penuntutan terhadap tersangka.'*®

5. MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN GANTI

KERUGIAN DAN REHABILITASI

a. Ganti kerugian
Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan
atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena
ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang
berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur
dalam undang undang.™* Hal hal yang dapat dijadikan dasar alasan
untuk menuntut ganti kerugian juga mencakup dan meliputi
pengertian “tindakan lain’ , yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh
pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah
menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama dari pidana
yang dijatuhkan.® Selain itu, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan dapat juga dijadikan dasar alasan untuk
menuntut ganti kerugian.**°
Dengan demikian, berdasarkan pasal 1 ayat 22, pasal 95 ayat 1 dan
2, serta pasal 77 huruf b KUHAP, maka hal hal yang dapat
digunakan sebagai dasar alasan untuk mengajukan tuntutan ganti

kerugian adalah®’:

huruf d.

132 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Penjelasan Pasal 140 ayat 2

153 |bid., Pasal 140 ayat 2.
154 |bid., Pasal 1 ayat 22.
1% |bid., Penjelasan Pasal 95 ayat 1.
1% Ipid., Pasal 77 huruf b.

7 H M A Kuffal, Op. Cit., hal. 307-309.
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1) Tindakan penangkapan yang tidak sah
2) Tindakan penahanan yang tidak sah
3) Tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang undang
berupa®®®:
- Pemasukan rumah yang tidak sah menurut hukum
- Penggeledahan yang tidak sah
- Penyitaan yang tidak sah menurut hukum
4) Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang sah
5) Dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang undang
b. Rehabilitasi
Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan
haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan,
atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili
tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan
menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.**
Rehabilitasi dapat diberikan dalam hal :

1) Seseorang diadili oleh pengadilan diputus bebas (vrijspraak)
atau diputus lepas (ontslag van alle rechtsvervolging).*®
Kepadanya harus diberikan rehabilitasi yang secara sekaligus
dicantumkan dalam putusan - pengadilan (vonis/verdict).
Dengan demikian pemberian rehabilitasi tersebut merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan
sebagaimana diatur dalam pasal 197 KUHAP. Dalam hal ini,
dalam setiap putusan pengadilan yang dalam amarnya
(dictumnya) berisi pembebasan (dari segala dakwaan) atau

dilepas dari segala tuntutan hukum, baik yang dijatuhkan pada

158 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Penjelasan Pasal 95 ayat 1.
159 |bid., Pasal 1 ayat 23.

160 |bid., Pasal 97 ayat 1 dan 2.
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tingkat pengadilan negeri atau pengadilan tinggi maupun pada
tingkat Mahkamah Agung harus mencantumkan pemberian
rehabilitasi karena ketentuan pasal 97 ayat 1 dan 2 KUHAP
bersifat imperatif.*®!
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi terdakwa
yang diadili dan diputus bebas atau diputus lepas dari segala
tuntutan hukum, tidak perlu mengajukan permohonan
rehabilitasi, karena pemberian rehabilitasi tersebut dengan
sendirinya harus diberikan oleh pengadilan yang memutus dan
sekaligus dicantumkan dalam amar putusan yang berbunyi :
“Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,
dan harkat serta martabatnya.” oz
2) Seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa
alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.'®®

D. PIHAK PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PRA
PERADILAN
1. PARA PIHAK DALAM PEMERIKSAAN PRA PERADILAN

KUHAP tidak mengatur secara jelas mengenai pemberian nama

kepada para pihak dalam pemeriksaan perkara pra peradilan. Bahkan

dalam beberapa pasal KUHAP yang mengatur tentang pra peradilan,
digunakan atau dicantumkan istilah secara tidak konsisten untuk pihak

yang mengajukan pemeriksaan. Misalnya, dalam KUHAP pasal 79, 80,

81, 82 ayat 1 huruf a, d, e, tercantum istilah “permintaan”, yang
berarti pihak yang mengajukan permintaan pemeriksaan pra peradilan
dinamakan peminta, sedangkan dalam KUHAP pasal 82 ayat 1 huruf b

tercantum istilah “pemohon”, dan dalam KUHAP pasal 95 digunakan

161 4 M A Kuffal, Op. Cit., hal. 318.

162 peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara
Pidana, Op. Cit., Pasal 14 ayat 1.

163 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 1 ayat 23.
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istilah “menuntut” dan “tuntutan”. Sementara itu, dalam PP No. 27
Tahun 1983 digunakan istilah “tuntutan”, dan dalam Bab V
digunakan istilah “permintaan” dan “pemohon”.

Oleh karena dalam KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983
digunakan istilah yang tidak konsisten, maka dapatlah dibenarkan
apabila dalam praktek hukum juga terjadi penggunaan istilah yang
tidak seragam. Bagi pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan
pra peradilan (tersangka, keluarga, atau kuasanya) ada yang
menamakan sebagai peminta, penuntut, atau pemohon. Dan oleh
karena KUHAP juga tidak mengatur mengenai penamaan pejabat
(penyidik atau penuntut umum) yang diminta, dituntut, atau dimohon
untuk diperiksa dalam sidang pra peradilan, maka dalam praktek
hukum juga terjadi ketidakseragaman istilah yang digunakan. Apabila
pihak yang mengajukan permintaan pemeriksaan pra peradilan
menamakan dirinya sebagal peminta, pejabat (penyidik atau penuntut
umum) yang bersangkutan dinamakan sebagai pihak terminta. Apabila
pihak peminta menamakan dirinya sebagai pemohon, pejabat yang
bersangkutan dinamakan sebagai pihak termohon, dan apabila pihak
peminta menamakan dirinya sebagai penuntut, pejabat yang
bersangkutan dinamakan tertuntut. Akan tetapi dalam praktek hukum,
istilah yang pada umumnya lazim digunakan adalah istilah

permohonan, pemohon, dan termohon.***

2. PIHAK PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN
PEMERIKSAAN PRA PERADILAN
Berikut adalah pihak pihak yang berhak mengajukan
permohonan pemeriksaan pra peradilan®:

a. Tersangka, keluarga atau kuasanya

164 H M A Kuffal, Op. Cit., hal. 274-275.

185 Ibid., hal. 276.
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Permohonan pemeriksaan pra peradilan tentang sah atau tidaknya

suatu penangkapan dan atau penahanan diajukan oleh tersangka,

keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan

menyebutkan alasannya.*®

b. Penyidik, Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang berkepentingan

1) Permohonan pemeriksaan pra peradilan tentang sah atau
tidaknya suatu penghentian penyidikan dapat diajukan oleh
penuntut umum dan atau pihak ketiga yang berkepentingan

2) Permohonan pemeriksaan pra peradilan tentang sah atau
tidaknya suatu penghentian penuntutan dapat diajukan oleh
penyidik dan atau pihak ketiga yang berkepentingan

Permohonan tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri

dengan menyebutkan alasannya.*®’

Siapa yang dimaksud dengan penyidik dan penuntut umum
dapat dengan mudah diketahui karena hal tersebut telah diatur
secara jelas dalam KUHAP. Akan tetapi mengenai Siapa yang
dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan, KUHAP tidak
memberikan penjelasan, sehingga dapat ditafsirkan bahwa
mengenai hal tersebut diserahkan kepada praktek hukum.
Berdasarkan praktek hukum, yang dapat ditafsirkan sebagai pihak
ketiga yang berkepentingan adalah orang atau pihak yang
mempunyai kepentingan dan atau kaitan langsung dengan perkara
pra peradilan yang bersangkutan, yaitu saksi korban atau saksi
yang menjadi korban tindak pidana, pelapor atau pengadu
mengenai terjadinya peristiwa tindak pidana.

Dalam hal ini, apabila ada penyidik yang melakukan
penghentian penyidikan dan pihak penuntut umum diam saja, maka
pihak saksi korban atau pelapor atau pengadu yang merasa

dirugikan oleh tindakan penghentian penyidikan tersebut berhak

166 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 79.

187 Ibid., Pasal 80.
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mengajukan permohonan pemeriksaan pra peradilan. Demikian
pula kalau terjadi ada penuntut umum yang melakukan
penghentian penuntutan dan ternyata penyidik diam saja, maka
pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan
kepada ketua Pengadilan Negeri.
c. Tersangka atau ahli warisnya
Permohonan pemeriksaan pra peradilan mengenai tuntutan ganti
kerugian atas penangkapan dan atau penahanan serta tindakan lain
(pemasukan rumah, penggeledahan dan atau penyitaan) tanpa
alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan
mengenai orang atau hukum yang diterapkan diajukan oleh
tersangka atau ahli warisnya.*®®
d. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan
Permohonan pemeriksaan pra peradilan untuk mendapatkan ganti
kerugian sebagai akibat sahnya penghentian penyidikan atau akibat
sahnya penghentian penuntutan, diajukan oleh tersangka atau pihak
ketiga yang berkepentingan (keluarga atau ahli waris tersangka).'®®
Dalam hal penyidik melakukan penghentian penyidikan,
tindakannya dituangkan dalam Surat Ketetapan Penghentian
Penyidikan dan diberitahukan kepada penuntut umum. Apabila
setelah menerima surat tersebut penuntut umum atau pihak ketiga
yang berkepentingan diam saja dan tidak mengajukan pemeriksaan
pra peradilan, maka tindakan penghentian penyidikan tersebut
merupakan penghentian penyidikan yang sah. Demikian pula
apabila penuntut umum melakukan penghentian penuntutan dengan
menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang salinan
atau turunannya dikirimkan antara lain kepada penyidik dan
tersangka atau keluarganya ternyata penyidik atau pihak ketiga

yang berkepentingan diam saja dan tidak mengajukan pemeriksaan

168 |bid., Pasal 77, 79, 82 ayat 4 jo 95 ayat 2.

189 |bid., Pasal 81.

Universitas Indonesia

Upaya pembaharuan..., Nefa Claudia Meliala, FH Ul, 2012



69

pra peradilan, maka tindakan penghentian penuntutan tersebut
menurut hukum adalah penghentian penuntutan yang sah. Dapat
pula terjadi setelah tindakan penghentian penyidikan atau
penghentian  penuntutan diperiksa pra peradilan ternyata
pengadilan pra peradilan memutuskan bahwa penghentian
penyidikan atau penuntutan itu adalah sah. Maka berdasarkan
keabsahan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
tersebut, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan berhak
mengajukan permohonan tuntutan ganti kerugian melalui
pemeriksaan pra peradilan.

Terkait pihak pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan
permohonan pra peradilan ini, kelemahan yang dirasakan sebagaimana
juga telah dikemukakan pada bab terdahulu adalah bahwa apabila tidak
ada permohonan pra peradilan, sekalipun tindakan penangkapan,
penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan secara
nyata nyata telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku, sidang pra
peradilan tidak dapat dilaksanakan karena inisiatif permohonan pra
peradilan ini terletak pada tersangka, terdakwa, maupun pihak yang
merasa dirugikan. Dengan kata lain, dalam pra peradilan, sekalipun terjadi
pelanggaran, hakim bersifat pasif karena inisiatif betul betul digantungkan
pada inisiatif pemohon. Kondisi ini kemudian diperparah dengan posisi
yang tidak seimbang antara penegak hukum dan tersangka atau terdakwa
yang mengalami upaya paksa sehingga sering kali dalam hal terjadi
intimidasi atau penyiksaan yang dilakukan selama masa penyidikan atau
penuntutan, tersangka, terdakwa maupun keluarganya tidak memiliki
keberanian umtuk mengajukan permohonan pra peradilan.'”® Hal ini
dikarenakan tidak adanya mekanisme pengaduan yang efektif serta
memberikan perlindungan kepada korban sehingga banyak korban

penyiksaan tidak melaporkan penyiksaan yang dialaminya.'"™

170 | jhat Pernyataan Permasalahan, Bab |, hal. 8

1 Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP), Briefing Paper RUU
KUHAP Seri Ill Bagian IV & V Bantuan Hukum dan Penyiksaan, Jakarta : Komite untuk
Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP), Cetakan Kesatu, 2009, hal. 31.
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E. ACARA PEMERIKSAAN PRA PERADILAN
1. TATA CARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN PRA PERADILAN
Terkait acara pemeriksaan pra peradilan, ditentukan beberapa hal
sebagai berikut'’%:
a. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan, hakim
yang ditunjuk menetapkan hari sidang*"

Pemohon (tersangka, keluarga, pihak yang berkepentingan
atau kuasa hukumnya) mengajukan permohonan pemeriksaan pra
peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, yaitu
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili
(kantor) aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum)
yang ditarik atau diajukan sebagai termohon sesuai ketentuan pasal
79, 80, dan 81. Dalam hal ini KUHAP tidak mengatur tentang
bentuk dari permohonan pemeriksaan pra peradilan, apakah harus
tertulis atau dapat secara lisan. Namun dalam praktek hukum
selama ini permohonan pemeriksaan pra peradilan pada umumnya
oleh penasehat hukum atau kuasa hukum pemohon dibuat secara
tertulis dalam bentuk surat permohonan yang materi dan
susunannya mirip dengan bentuk dan susunan surat gugatan
perdata, yaitu terdiri dari :

1) Persyaratan formal berisi identitas pemohon dan termohon ;

2) Persyaratan materil berisi daftar alasan dan dasar hukum
(fundamentum petendi atau posita) ; dan

3) Uraian mengenai apa yang dituntut atau dimohon (petitum)
untuk diputus oleh hakim pra peradilan.

Dalam praktek hukum, permohonan harus diserahkan
langsung kepada ketua pengadilan negeri untuk dicatat atau

didaftar atau deregister pada daftar atau register khusus untuk

172 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Op. Cit, hal. 191-192.

178 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 82 ayat 1 huruf a.
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perkara pra peradilan. Setelah permohonan pemeriksaan pra
peradilan yang diajukan pemohon tersebut diterima oleh panitera
atau panitera pengganti dan diberi catatan mengenai nomor urut
dan tanggal penerimaan selanjutnya oleh panitera (umumnya pada
hari yang sama) diteruskan kepada ketua pegadilan negeri untuk
secepatnya menunjuk hakim yang memeriksa perkara pra peradilan
yang dimaksud. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah permohonan
diterima hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Jangka
waktu 3 (tiga) hari tersebut dihitung setelah permohonan diterima
(dicatat atau diberi tangal pada register kepaniteraan, bukan
dihitung sejak penunjukan hakim).™
b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya
penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian
penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau
rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan,
akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada
benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim
mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun
dan pejabat yang berwenang.'"

Pemeriksaan pra peradilan dipimpin oleh hakim tunggal
yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh
seorang panitera. Dalam praktek hukum, hakim tunggal dalam
melakukan pemeriksaan pra peradilan mengikuti acara yang mirip
dengan acara pemeriksaan perkara perdata, yaitu'’®:

1) Pembukaan sidang oleh hakim tunggal pra peradilan
2) Memeriksa kelengkapan para pihak (pemohon dan termohon)
3) Pembacaan surat permohonan pra peradilan oleh pihak

pemohon atau penasehat hukumnya

1 H M A Kuffal, Op. Cit., hal. 278-279.
175 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 82 ayat 1 huruf b.

76 4 M A Kuffal, Op. Cit., hal. 281.
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4) Pembacaan jawaban atau tanggapan oleh termohon pra
peradilan atau kuasanya
5) Replik oleh pemohon pra peradilan
6) Duplik oleh pemohon pra peradilan
7) Penyampaian alat alat bukti tertulis disertai pemeriksaan saksi
saksi dan para pihak

8) Kesimpulan dari termohon dan pemohon
9) Putusan pra peradilan

c. Perneriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat lambatnya
7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.'”’

Pemeriksaan pra peradilan dilakukan secara cepat (acara

pemeriksaan cepat) dan selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh)
hari hakim yang memeriksa perkara pra peradilan harus sudah
menjatuhkan putusannya. Oleh karena itu, pada saat penetapan hari
sidang, hakim yang ditunjuk secara sekaligus membuat surat
panggilan kepada para pihak (pemohon dan termohon) untuk hadir
pada hari yang ditetapkan. Permasalahan yang sering timbul dalam
praktek hukum yaitu mengenai jangka waktu 7 (tujuh) hari hakim
harus sudah menjatuhkan putusannya. Jangka waktu 7 (tujuh) hari
ini dihitung sejak permohonan dicatat di register kepanitiaan atau
sejak hakim menetapkan hari sidang. Waktu 7 (tujuh) hari ini
seharusnya dihitung sejak permohonan dicatat di register
kepaniteraan karena hal ini sesuai dengan prinsip acara cepat dan
sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf a sampai e KUHAP
jika dibaca secara utuh.*"®

d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan
negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada

praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.'’

77 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 82 ayat 1 huruf c.
8 H M A Kuffal, Op. Cit., hal. 280.

178 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 82 ayat 1 huruf d.
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Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya,
dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa di pengadilan negeri
sedangkan pemeriksaan terhadap permohonan pra peradilan belum
selesai, pemohonan pra peradilan tersebut akan gugur secara
otomatis. Ketentuan ini dinilai para pakar hukum sebagai salah satu
kelamahan dari KUHAP karena dalam praktek ketentuan pasal ini
sering dimanfaaatkan untuk menggugurkan pemeriksaan pra
peradilan terutama dengan cara menunda pemeriksaan pra
peradilan sehingga tersusul dengan pemeriksaan pokok perkaranya
sehingga pemeriksaan pra peradilan menjadi gugur.’®® Celah dalam
ketentuan pasal ini seringkali dimanfaatkan sehingga pada pada
prakteknya di lapangan hal ini memang kerap kali terjadi. Dengan
dilimpahkannya perkara ke pengadilan, secara otomatis dugaan
pelanggaran hak hak tersangka pada tahap penyidikan atau
penuntutan tidak dapat diperiksa.*®*

e.. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup
kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi
pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu
diajukan permintaan baru.*®?

f. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai
hal sebagaimana dimaksud diatas harus memuat dengan jelas dasar
dan alasannya.'®

Isi putusan hakim pra peradilan memuat uraian
pertimbangan secara jelas mengenai dasar alasan (factual grounds)
yaitu mengenai fakta fakta yang terbukti dan dasar hukum (legal

grounds) yaitu ketentuan hukum yang melandasi amar putusannya.

180 1 M A Kuffal, Op. Cit., hal. 282.
Lihat juga Pernyataan Permasalahan, Bab I, hal. 8.

181 Hasil wawancara dengan Nelson Sembiring, S.H., M.H., Jaksa pada Kejaksaan Tinggi
Jawa Barat pada tanggal 7 Juni 2012.

182 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 82 ayat 1 huruf e.

183 |bid., Pasal 82 ayat 2.
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Sedangkan amar putusan (dictum) adalah jawaban terhadap
petitum.'®

g. Isi putusan selain memuat dengan jelas dasar dan alasannya juga
memuat hal sebagai berikut®*:

1) dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan
atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut
umum pada tingkat pemeriksaan masing masing harus segera
membebaskan tersangka;

2) dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian
penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau
penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;

3) dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau
penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah
besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan,
sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau
penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka
dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya ;

4) dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada
yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan
dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan
kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.

Amar putusan pra peradilan dapat berupa®®®:

1) Permohonan pra peradilan tidak dapat diterima dalam hal :

a) Permohonan tidak berdasarkan hukum ;
b) Permohonan tidak patut ;
¢) Permohonan tidak jelas atau kabur ;

d) Permohonan sudah kadaluarsa ;

184 H M A Kuffal, Op. Cit., hal. 284.
185 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 82 ayat 3.

186 H M A Kuffal, Op. Cit., hal. 284-285.
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e) Permohonan dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dan
lain lain.

2) Permohonan pra peradilan ditolak dalam hal pemohon tidak
berhasil membuktikan dalil dalil permohonannya. Penolakan
tersebut dapat berlaku untuk seluruh permohonan, dapat juga
hanya sebagaian permohonan yang ditolak dimana berarti yang
sebagian dikabulkan.

3) Permohonan pra peradilan dikabulkan dengan bunyi sebagai
berikut :

a) Menetapkan/menyatakan bahwa suatu penangkapan tidak
sah. Dalam hal yang demikian maka penyidik atau jaksa
penuntut umum sesuai dengan tingkat pemeriksaannya
masing masing wajib segera membebaskan tersangka ;

b) Menetapkan/menyatakan  bahwa  suatu  penghentian
penyidikan atau penuntutan tidak sah. Dalam hal yang
demikian maka penyidikan atau penuntutan terhadap
tersangka wajib dilanjutkan;

c) Menetapkan/menyatakan  bahwa suatu  penghentian
penyidikan atau penuntutan tidak sah, menghukum
penyidikan atau penuntut umum membayar ganti kerugian
sebesar Rp....,

Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan
dan harkat serta martabatnya.

Menetapkan/menyatakan ~ bahwa  suatu  penghentian
penyidikan atau penuntutan adalah sah - kalau
tersangkanya tidak pernah ditahan, hanya dicantumkan
rehabilitasinya — memulihkan hak pemohon dalam
kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

d) Menetapkan/menyatakan penyitaan terhadap benda ....
tidak sah atau benda yang disita tidak termasuk alat

pembuktian, memerintahkan benda yang disita segera
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dikembalikan kepada tersangka atau kepada pihak dari

siapa benda itu disita.

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRA PERADILAN
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, menurut ketentuan
pasal 82 ayat 1 huruf ¢ KUHAP pemeriksaan pra peradilan dilakukan
dengan cara pemeriksaan cepat. Berdasarkan pasal 67 KUHAP,
terhadap putusan pengadilan dalam acara pemeriksaan cepat tidak
dapat dimintakan banding, kecuali bagi terdakwa yang dijatuhi pidana
berupa perampasan kemerdekaan (pasal 205 ayat 3 KUHAP). Menurut
ketentuan pasal 83 KUHAP pada prinsipnya terhadap putusan pra
peradilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan pra
peradilan yang menetapkan mengenai sah atau tidaknya penghentian
penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke

pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan (pasal 83

ayat 2 KUHAP).**’

Putusan pra peradilan yang tidak dapat dimintakan banding
adalah :

a. Putusan yang menetapkan tentang sah atau tidaknya penangkapan
dan atau penahanan®®?;

b. Putusan yang menetapkan tentang sahnya penghentian penyidikan
atau tentang sahnya penghentian penuntutan®®®;

c. Putusan yang menetapkan tentang ganti kerugian dan atau
rehabilitasi akibat tidak sahnya tindakan penangkapan dan
penahanan dan atau tindakan lain yang tidak sah menurut hukum
dan atau karena kekeliruan mengenai orang atau kekeliruan

mengenai hukum yang diterapkan.*®

187

H M A Kuffal, Op. Cit., hal. 286-287.

188 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 79 jo. 83 ayat 1.

189

190

Ibid., Pasal 80 jo. 83 ayat 2.

Ibid., Pasal 82 ayat 3 huruf ¢, d ayat 4 jo. 95 ayat 2 jo. 97 ayat 3.
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Sementara itu, putusan pra peradilan yang dapat dimintakan
pemeriksaan banding hanya putusan yang menetapkan tentang tidak
sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian

penuntutan.*®*

191 |bid., Pasal 83 ayat 2.
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BAB I11

HAKIM KOMISARIS DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (2008)

A. LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA HAKIM KOMISARIS DALAM
RKUHAP
1. DARI HAKIM KOMISARIS KE PRA PERADILAN
Apabila berbicara mengenai pra peradilan yang saat ini kita temui
dalam KUHAP, pada prinsipnya kita harus melihat proses pembentukan
pra peradilan tersebut bukan hanya dari konsep terakhir RKUHAP yang
Kini telah diundangkan menjadi KUHAP, akan tetapi juga RKUHAP yang
pernah dibuat dan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) Tahun 1974 (RKUHAP 1974). Apabila ditelusuri,
ternyata pada RKUHAP 1974 tersebut telah dintrodusir suatu lembaga
yang akan berperan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan yang
dinamakan Hakim Komisaris. Hakim Komisaris ini bukan hanya bertindak
sebagai hakim pengawas dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, akan
tetapi juga bertindak aktif dalam pelaksanaan upaya paksa selama
pemeriksaan pendahuluan.’®* Hakim Komisaris mempunyai wewenang
sebagai berikut'®®:
a. Melakukan pengawasan apakah upaya paksa (dwang middelen)
sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum ;
b. Menetapkan siapa yang akan melanjutkan penyidikan jika terdapat
sengketa antara polisi dan jaksa dalam hal melakukan

penyidikan®®;

192 |_oebby Logman, Op. Cit., hal. 29-30.

% Ibid, hal. 30.

94 Ipid,
Kewenangan ini dilatarbelakangi oleh terjadinya tumpang tindih dalam penyidikan yang
disebabkan oleh adanya 3 (tiga) undang undang yang mengatur perihal penyidikan, yakni HIR,

Undang Undang Pokok Kepolisian serta Undang Undang Pokok Kejaksaan. Seringkali terjadi
sengketa mengenai siapakah yang akan meneruskan suatu penyidikan terhadap suatu perkara. Atas
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c. Bertindak secara eksekutif, antara lain turut serta memimpin
pelaksanaan upaya paksa ; dan

d. Mengambil keputusan atas pengaduan pengaduan yang diajukan
oleh pencari keadilan.

Sejak pertama kali diintrodusir, Hakim Komisaris ini telah
mengundang berbagai tanggapan. Ada pihak yang menyetujui dan ada
pula yang tidak menyetujui. Keberatan datang dari kalangan Kejaksaan
yang beranggapan bahwa kewenangan pengawasan pada pemeriksaan
pendahuluan ada pada Kejaksaan sesuai dengan Undang Undang Pokok
Kepolisian maupun Undang Undang Pokok Kejaksaan. Disamping itu,
hadirnya Hakim Komisaris ini akan menambah hambatan birokrasi yang
negatif mengingat banyaknya instansi yang sudah berperan pada tahap
pemeriksaan pendahuluan yang telah melibatkan baik Kepolisian maupun
Kejaksaan.

Sedangkan mereka yang menyetujui berpendapat bahwa memang
dalam tahap pemeriksaan pendahuluan tidak cukup bila hanya ada
pengawasan secara vertikal saja, yakni pengawasan yang dilakukan baik
oleh Kepolisian sendiri secara struktural maupun Kejaksaan sebagaimana
pengaturan dalam HIR maupun Undang Undang Pokok Kejaksaan, akan
tetapi masih diperlukan suatu pengawasan horizontal, yaitu pengawasan
dari Hakim Komisaris tersebut. Hal ini dilatarbelakangi sering terjadinya
pelanggaran dalam pelaksanaan upaya paksa, dan dalam hal ini Hakim
Komisarislah yang diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan
dalam fase pemeriksaan pendahuluan, khususnya dalam pelaksanaan
upaya paksa.'®

Diintrodusirnya ~ Hakim  Komisaris  ini  dilatarbelakangi
pertimbangan bahwa RIB yang berasal dari jaman Hindia Belanda tidak
memberi jaminan yang cukup terhadap perlindungan hak hak asasi

manusia dalam suatu proses pidana, khususnya mengenai bantuan hukum

dasar pemikiran tersebutlah maka Hakim Komisaris diberikan. wewenang untuk menetapkan siapa
yang akan meneruskan suatu penyidikan.

195 Ibid., hal 30-31.
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selama pemeriksaan pendahuluan, begitu juga halnya dengan pemberian
ganti rugi. Selain itu prinsip peran aktif hakim dalam proses pidana
sebagaimana diamanatkan Pasal 27 Undang Undang No. 14 Tahun 1970
Tentang Kekuasaan Kehakiman'®® mendorong pula diintrodusirnya
lembaga hakim yang telah berperan aktif pada tahap pemeriksaan
pendahuluan ini. Wewenang Hakim Komisaris ini tidak sekedar sebagai
hakim pengawas belaka, akan tetapi berfungsi sebagai sebagai lembaga
yang diharapkan akan dapat menjadi jembatan antar petugas penyidik.*®’
Diharapkan pula bahwa hakim tidak hanya mempunyai peran aktif pada
saat persidangan berlangsung, melainkan juga sebelum dan sesudah
pengadilan. Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan pengawasan
pemeriksaan pendahuluan diserahkan kepada Hakim Komisaris,
sedangkan pengawasan pasca putusan pengadilan dilakukan oleh Ketua
Pengadilan yang bersangkutan (Pasal 33 Undang Undang No. 14 Tahun
1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman).*%®

Jika diteliti lebih jauh, dasar pemikiran adanya Hakim Komisaris
dalam sistem Eropa Kontinental, antara lain Belanda, sebenarnya tidak
bisa dilepaskan dari fungsi hukum acara pidana yang bertujuan mencari
dan menemukan kebenaran sejati serta menjalankan atau melaksanakan
hukum pidana materil. Hukum pidana materil memiliki asas fundamental
bahwa tidak ada suatu tindak pidana tanpa undang undang yang mengatur
sebelumnya (nullum delictum nulla poena praviae lege poenali). Asas
yang dimuat dalam pasal 1 Wetboek van Strafrecht Belanda ini
mempengaruhi keseluruhan proses hukum acara pidana, baik di dalam
penyidikan, penuntutan, maupun pelaksanaan upaya paksa. Untuk
seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa, maka hukum

acara mensyaratkan harus adanya dugaan keras bahwa orang tersebut

' Ibid., hal 30-31.
Seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami
nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga dengan demikian diharapkan bahwa
seorang hakim berperan aktif dalam suatu perkara pidana.

" 1bid., hal 37.

198 |bid., hal 34.
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bersalah melakukan suatu tindak pidana. Begitu pula seseorang yang
ditahan harus dipenuhi syarat bahwa ada cukup bukti bahwa orang tersebut
bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Demikian juga dalam
hal memasuki rumah seseorang (menggeledah), harus ada dugaan keras
bahwa telah terjadi tindak pidana. Sebab jika tidak dipenuhi syarat syarat
tersebut maka pihak tersangka dapat mengajukan perlawanan (verzet) yang
dapat dibenarkan hakim.'*°

Maka dapat dimengerti munculnya fungsi Hakim Komisaris dalam
sistem Eropa Kontinental seperti di Belanda bertujuan mengawasi jalannya
proses hukum acara pidana khususnya pelaksanaan wewenang pihak
eksekutif. Dalam hal ini penyidik dan penuntut umum dalam rangka
mencari bukti pada pemeriksaan pendahuluan dengan melakukan tindakan
tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan,
penyitaan, dan pembukaan surat surat. Dengan demikian pengawasan
Hakim Komisaris ini pada dasarnya merupakan hak kontrol dari pihak
yudikatif (control van rechtherlijkemacht) terhadap eksekutif. Karena
itulah hakim diberi wewenang demikian luas mencampuri bidang tugas
penyidik maupun penuntut umum dalam hal pemeriksaan pendahuluan.?®

Terlampau luasnya wewenang Hakim Komisaris inilah yang ikut
menambah alasan ditentangnya Hakim Komisaris tersebut. Pertikaian
pendapat antara mereka yang menyetujui maupun yang tidak menyetujui
Hakim Komisaris ini terhenti bersamaan dengan terhentinya pembicaraan
perihal RKUHAP 1974 itu sendiri, disebabkan antara lain adanya
pergantian Menteri Kehakiman dimana semula dijabat oleh Prof. Oemar
Seno Adji, S.H., yang sebagaimana diketahui, beliau diangkat sebagai
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. KUHAP tetap menjadi
perhatian di Departemen Kehakiman dan pembicaraan perihal KUHAP

tersebut mulai timbul kembali semenjak Menteri Kehakiman dijabat oleh

199 Mr. J. M. Van Bammelen, Strafvordering, Leerboek van het Nederlandse
Straffprocesrecht, Martinus Nijhof, 1950, hal, 38, dikutip dari Adnan Buyung Nasution, “Beberapa
Catatan Tentang Pra Peradilan versus Hakim Komisaris”, Op.Cit., hal, 8.

200 1hid., hal, 7.
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Mudjono, S.H. Mudjono bertekad akan segera mewujudkan KUHAP yang
baru. Ternyata rancangan yang digunakan untuk menyusun KUHAP saat
ini berlaku bukanlah RKUHAP 1974, namun diajukan suatu RKUHAP
yang baru pada tahun 1979 (RKUHAP 1979). Dalam rancangan tersebut
tidak didapati lembaga Hakim Komisaris.?®*

Dalam RKUHAP 1979 tersebut terlihat bahwa perihal pelanggaran
pelanggaran yang terjadi pada tahap pemeriksaan pendahuluan tidaklah
ditangani oleh suatu badan tertentu, akan tetapi ditangani langsung oleh
Pengadilan Negeri, dan ternyata lebih dikhususkan dalam kesalahan
penangkapan dan penahanan saja, sedangkan pelanggaran terhadap
pelaksanaan upaya paksa lainnya tidak ditemui dalam rancangan ini. Dari
RKUHAP 1979 inilah akhirnya terwujud KUHAP yang diundangkan
dengan Undang Undang No. 8 Tahun 1981. Telah dilakukan perubahan
perubahan mendasar terhadap RKUHAP 1979 sehingga terciptalah suatu
lembaga hakim yang telah aktif dalam pemeriksaan pendahuluan yang
dikenal dengan pra peradilan.

Dapat dikatakan disini bahwa pada prinsipnya apa yang terwujud
dalam KUHAP ini merupakan suatu kompromi antara rancangan tahun
1974 dan rancangan tahun 1979. RKUHAP 1974 mengintrodusir Hakim
Komisaris dengan fungsi serta wewenangnya yang sedemikian luasnya
dalam fase pemeriksaan pendahuluan, sementara RKUHAP 1979 sama
sekali tidak memuat adanya lembaga hakim yang aktif dalam fase
pemeriksaan pendahuluan, akan tetapi perihal kesalahan dalam
penangkapan serta penahanan telah mendapatkan tempat dalam
pengaturannya.

Pra peradilan hanya mempunyai fungsi pengawasan belaka, tidak
seluas kewenangan yang dimiliki Hakim Komisaris yang diajukan dalam
RKUHAP 1974 yang meliputi pelaksanaan dan pengawasan upaya paksa.
Pra peradilan dalam KUHAP ini hanya memberikan pengaturan tentang
hakim yang telah aktif berperan dalam fase pemeriksaan pendahuluan,

akan tetapi terbatas hanya pada suatu upaya paksa saja, yakni perihal

2% |_oebby Logman, Op. Cit., hal 37.
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keabsahan suatu penangkapan serta keabsahan suatu penahanan yang juga
disertai penetapan ganti rugi dan rehabilitasinya.?*

Untuk memberikan ilustrasi terkait perubahan yang terjadi dalam
hal pengaturan Hakim Komisaris dalam RKUHAP 1974 dan pengaturan
perihal pelanggaran pelanggaran yang terjadi pada tahap pemeriksaan
pendahuluan dalam RKUHAP 1979, berikut adalah kutipan rumusan
pasal pasal terkait pengaturan kedua lembaga tersebut :

RKUHAP 1974%%

Pasal 99

(1) Di tiap Pengadilan Negeri diangkat seorang atau lebih
Hakim Komisaris, untuk perkara pidana selama 2 tahun.

(2) Pengangkatan atau pemberhentian Hakim Komisaris
dilakukan oleh Menteri Kehakiman.

(3) Hakim Komisaris selama masa jabatannya, dibebaskan
sebagai Hakim yang bersidang.

(4) Untuk pelaksanaan tugas Hakim Komisaris pada
Pengadilan Negeri yang bersangkutan, ada sebuah
Sekretariat.

Pasal 100

(1) Hakim Komisaris melakukan pengawasan terhadap
pengeterapan penangkapan, pengeledahan badan,
pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat
surat.

(2) Hakim Komisaris dapat melakukan penangkapan,
penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumabh,
dan pemeriksaan surat surat atas permintaan penyidik
atau penuntut umum.

(3) Apabila pada waktu yang bersamaan terjadi penyidikan
yang dilakukan oleh instansi instansi penyidikan yang
berlainan, maka Hakim Komisaris atas permintaan dari
penyidik dapat menentukan penyidik mana yang
melakukan penyidikan.

(4) Hakim Komisaris dapat menerima keberatan keberatan
dari pihak pihak yang dikenakan tindakan tindakan.

202 |bid., hal 40-41.

203 |bid., hal 32-36.
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Pasal 101

Hakim Komisaris berwenang mendapat keterangan
keterangan  yang  diperlukan  dalam  lingkungan
kewajibannya dari petugas petugas dan lain lain pihak yang
bersangkutan.

Pasal 102

Apabila Hakim Komisaris menolak permintaan penyidik
tersebut dalam Pasal 100 ayat (3) maka penyidik dapat
mengajukan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri
untuk mendapatkan penyelesaian.

Pasal 103

(1) Apabila dalam pengeterapan tindakan hukum tersebut
dalam pasal 47 ayat (1) terjadi sesuatu hal yang
bertentangan dengan hukum, maka Hakim Komisaris
memberitahukan hal tersebut kepada penyidik®®*.

(2) Apabila penyidik tidak mengindahkan pemberitahuan
tersebut, maka Hakim Komisaris memberitahukannya
kepada Ketua Pengadilan Negeri dan tembusannya
kepada peyidik.

(3) Pemberitahuan oleh Hakim Komisaris kepada Ketua
Pengadilan Negeri tersebut dalam ayat (2) menjadi
bahan pertimbangan untuk Hakim dalam memeriksa
perkara yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 99

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang Undang
No. 14 Tahun 1970 bahwa badan yang melakukan peradilan
umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan
tata usaha negara masing masing organisatoris,
administratif dan finansiil ada di bawah kekuasan masing
masing Departemen yang bersangkutan, dan sesuai pula
dengan penjelasan umum dari undang undang tersebut
bahwa khususnya dalam soal soal kepegawaian yang
bersangkutan dengan Hakim dilakukan oleh Pemerintah,
maka ditentukan dalam pasal 99 ayat (2) ini bahwa
pengangkatan Hakim Komisaris dilakukan oleh Menteri
Kehakiman.

Adapun bahan bahan yang diperlukan didapat dari
Pengadilan Negeri yang berkepentingan yang dikirim
kepada Menteri Kehakiman melalui Ketua Mahkamah
Agung.

Untuk mencegah hal hal yang dapat mempengaruhi
pemeriksaan di muka sidang, maka Hakim Komisaris tidak
dibebani tugas bersidang.

20% pasal 47 ayat (1) mengatur perihal wewenang penyidik untuk melakukan upaya paksa.
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Penjelasan Pasal 100

Dengan mengadakan jabatan Hakim Komisaris yang
mempunyai tugas antara lain melakukan pengawasan
terhadap penetrapan Kketentuan ketentuan mengenai
penangkapan, penahanan, penggeledahan, pensitaan, daan
pemeriksaan surat surat, dimaksud untuk menjamin hak hak
asasi dari tersangka yang dikurangi, janganlah
pengurangannya itu berlebih lebihan dari keperluan yang
sebenarnya, atau jangan sampai dihapus sama sekali, karena
misalnya adanya penyelewengan dari kepastian hukum
yang ada oleh petugas yang bersangkutan, sehingga dengan
demikian tersangka sangat dirugikan.

Selain ~ pengawasan  tersebut ~ Hakim  Komisaris
berkewenangan untuk menjaga ketertiban dari jalanya kerja
sama antara petugas penyidikan, yaitu agar tidak terjadi
suatu kemacetan oleh timbulnya suatu selisih antara
penyidik dari instansi yang lainnya dengan mempunyai hak
sama untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan sedemikian itu secara tidak langsung juga
merupakan gangguan terhadap hak tersangka untuk
mendapatkan suatu putusan yang tidak berlarut larut.

Dalam hal adanya selisih antara penyidik dari dua atau
lebih instansi penyidik yang berlainan, atas permintaan
penyidik Hakim Komisaris menentukan penyidik mana
yang melakukan penyidikan.

Penjelasan Pasal 101

Yang dimaksud dengan petugas adalah selain penyidik juga
petugas petugas lainnya yang ada hubungannya dengan
tindak pidana yang sedang dalam penyidikan. Misalnya
para petugas pada jawatan Pos dan Telekomunikasi dalam
hubungannya dengan pemeriksaan surat surat.

Penjelasan Pasal 102

Berhubung Hakim Komisaris itu adalah petugas dari
Pengadilan Negeri dan melakukan tugasnya untuk
kepentingan penyelesaian perkara pidana oleh pengadilan
negeri yang berdaerah hukum dimana tindak pidana yang
bersangkutan terjadi maka terhadap keputusan yang
diberikan olehnya Ketua Pengadilan Negeri tersebut dapat
meninjau keputusan keputusan itu dengan tidak menutup
kemungkinan untuk dibatalkan olehnya. Apabila keputusan
itu dibatalkan maka Ketua Pengadilan dapat memberikan
ketentuan atau ketetapan lain setelah dipertimbangkan
masak masak sampai dimana tindakannya itu
menguntungkan  bagi  jalannya pemeriksaan  serta
penyelesaian selanjutnya dari perkara yang dimaksud.
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Penjelasan Pasal 103
Cukup jelas.

RKUHAP 1979%%

Pasal 86

(1) Tersangka atau tertuduh menurut ganti kerugian yang

betul dideritanya karena penangkapan atau penahanan

yang telah dilakukan atas dirinya, apabila :

(a) Penangkapan atau penahanan telah dilakukan tidak
menurut ketentuan Undang Undang ini ;

(b) Kemudian ternyata, bahwa penangkapan atau
penahanan berikut perpanjangannya telah digunakan
untuk  tujuan tujuan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

(c) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim tetap
menahan Tersangka atau Tertuduh walaupun ia
telah menerangkan bahwa bukannya ia orang yang
dimaksud untuk ditahan dan kemudian terbukti
kebenaran keterangannya itu secara sah menurut
hukum.

(2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Tersangka
atau Tertuduh yang menjalani penahanan ahli
warisnya kepada Pengadilan  Negeri yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang
bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah
perkaranya dihentikan tanpa penjatuhan hukuman
atau tindakan karena tindak pidana yang tidak dapat
dikenakan penahanan.

(3) Untuk memeriksa dan mengadili perkara tuntutan
ganti kerugian tersebut dalam ayat (1) Ketua
Pengadilan sebanyak mungkin menunjuk hakim
hakim yang sama yang telah memeriksa dan
menentukan perkara pidana yang bersangkutan.

(4) Tersangka atau Tertuduh atau ahli warisnya
dipanggil untuk menghadap dan didengar di muka
Sidang pengadilan dan dapat pula diwakili oleh
Pengacaranya.

205 |bid., hal 38-39.
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2. ANTARA RECHTER COMMISSARIS DAN PRA PERADILAN

Lembaga hakim yang telah aktif dalam fase pemeriksaan
pendahuluan hampir didapati pada sistem hukum acara pidana di
negara negara Eropa Kontinental meskipun dengan istilah bervariasi.
Di Belanda, lembaga hakim yang telah berperan dalam fase
pemeriksaan  pendahuluan tersebut disebut dengan Rechter
Commissaris. Rechter Commissaris ini berfungsi baik sebagai
pengawas, maupun melakukan tindakan eksekutif. Sebagai pengawas,
Rechter Commissaris mengawasi apakah upaya paksa dilakukan
dengan sah atau tidak, sedangkan dalam melakukan tindakan eksekutif
mereka berhak memanggil orang, memeriksanya serta mengadakan
penahanan. Jadi, Rechter Commissaris tidak hanya berfungsi sebagai
examinating judge, akan tetapi juga sebagai investigating judge.

Rechter Commissaris ini terdapat di Indonesia pada saat
diberlakukannya Reglement op de Strafvordering yang diatur dalam
titel kedua tentang Van de regter commissaris en van de voorlopige
information. Regter Commissaris dalam Reglement op de
Strafvordering ini meliputi fungsi investigating seperti memanggil
tersangka (pasal 47 R.sV.), memanggil para saksi (pasal 46 R.sV.),
memerintahkan untuk melakukan penahanan sementara terhadap
tersangka (pasal 62 R.sV.), bahkan apabila saksi maupun tersangka
dengan alasan sakit yang diperkuat dengan keterangan dokter tidak
dapat memenuhi panggilan Regter Commissaris, maka Regter
Commissaris dapat mendatangi rumah para saksi maupun tersangka
(pasal 56 R.sV.). Namun demikian setelah diberlakukannya Herziene
Indische Reglement dengan Staatsblad No. 44 Tahun 1941, Regter
Commissaris tidak didapati lagi di dalamnya.?*®

Apabila dibandingkan dengan pra peradilan yang terdapat
dalam KUHAP, maka pra peradilan mempunyai fungsi hanya sebagai
examinating judge karena pra peradilan ini hanya memeriksa sah atau

tidaknya penangkapan serta sah atau tidaknya penahanan. Terlepas dari

208 |bid., hal 47-48.
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wewenang hakim pra peradilan yang hanya menguji sah atau tidaknya
suatu penangkapan serta penahanan, maka pra peradilan sudah
menunjukkan adanya hakim yang telah berperan aktif di dalam fase
pemeriksaan pendahuluan. Hal ini menempatkan sistem peradilan
pidana kita pada deretan negara negara yang mempunyai sistem
peradilan pidana dimana dikenal 3 (tiga) macam hakim, yakni hakim
dalam pemeriksa pendahuluan, hakim dalam sidang pengadilan, dan
hakim sebagai pengawas serta pengamat pelaksaan keputusan hakim.
Jadi dalam hal ini dapat pula diartikan bahwa dengan adanya pra
peradilan, maka dalam sistem peradilan pidana kita dianut suatu
pengawasan secara Vertikal disamping pengawasan secara

horizontal >’

B. PENGERTIAN HAKIM KOMISARIS VERSI RKUHAP (2010)

Mengacu pada pemaparan pada bab bab terdahulu, pada prinsipnya
dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa wacana untuk menggantikan
keberadaan pra peradilan yang ada saat ini dengan Hakim Komisaris
dilatarbelakangi oleh persoalan terkait kewenangan pra peradilan yang tidak
memadai dan juga terkait persoalan hak untuk mengajukan permohonan pra
peradilan (legal standing). Dalam hal ini pra peradilan memiliki kewenangan
yang dinilai sangat terbatas dan inisiatif untuk mengajukan permohonan pra
peradilan dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan aparat penyidik atau
penuntut umum digantungkan sepenuhnya pada inisiatif para pihak yang
berkepentingan atau dengan kata lain hakim pra peradilan bersifat pasif. Ini
tentu menimbulkan persoalan tersendiri berkenaan dengan pengawasan
terhadap kewenangan yang dimiliki aparat penyidik dan penuntut umum serta
keadilan dan kepastian hukum bagi tersangka, terdakwa, keluarga, korban,
dan para pihak yang merasa dirugikan haknya akibat tindakan aparat penyidik
dan penuntut umum. Yang kini menjadi pertanyaan apakah kemudian sudah
tepat apabila karena berbagai kekurangan dalam pra peradilan tersebut kita

beralih pada Hakim Komisaris. Lebih jauh lagi timbul pertanyaan apakah

207 |bid., hal 48-49.
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bukan merupakan suatu kemunduran apabila kita kembali mengadopsi Hakim
Komisaris dalam hukum acara pidana kita mengingat Hakim Komisaris ini
sebenarnya bukan barang baru dan bahkan sempat ditolak keberadaannya.
Pada prinsipnya, lembaga Hakim Komisaris dalam RKUHAP sama
sekali bukan tiruan atau sama dengan Rechter Commissaris di Netherland
atau Juge d’instruction di Prancis atau Inschungrichter di Jerman dan
Guidice Istructtore di Italia yang sudah dihapus. Rechter Commissaris di
Netherland sama halnya dengan Juge d’instruction di Prancis bertugas
memimpin penyidikan. Di Prancis, penyidikan delik yang diancam dengan
pidana 5 (lima) tahun keatas yang disebut crime, dipimpin oleh Juge
d’instruction, sementara yang diancam dengan pidana kurang dari 5 (lima)
tahun yang disebut delit, dipimpin oleh jaksa. Sementara itu, Hakim
Komisaris versi Rancangan sama sekali tidak ada hubungannya dengan
penyidikan. Dengan demikian, jika Rechter Commissaris di Netherland atau
Juge d’instruction di Prancis disebut investigating judge dalam bahasa
Inggris (hakim penyidik), maka Hakim Komisaris versi RKUHAP tidak
mungkin diterjemahkan sebagai investigating judge. Oleh karena itu, Robert
Strang, seorang pakar hukum dari Amerika yang banyak membantu
Indonesia saat melakukan studi banding di Amerika dan Malysia memakai
istilah Commissioner Judge untuk Hakim Komisaris versi RKUHAP.
Wewenang Hakim Komisaris versi Rancangan sama dengan pra
peradilan sekarang ditambah wewenang memperpanjang penahanan dan pre
trial yang memutuskan layak atau tidaknya suatu perkara diajukan ke
pengadilan atas permintaan jaksa. Mengapa tidak dipakai istilah pra
peradilan, menurut Andi Hamzah, istilah peradilan pidana (criminal justice)
itu dari penyidikan sampai eksekusi, sehingga tidak mungkin ada hakim pra
penyidikan. Selain itu, Joan Miller, seorang pakar hukum criminal justice
system dari Amerika pada ceramahnya di Universitas Indonesia tahun 1989
menyatakan bahwa sistem peradilan pidana itu mulai dari perancangan
undang undang pidana sampai narapidana keluar dari pemasyarakatan.
Menurut Andi Hamzah, istilah lain yang dapat dipakai adalah hakim pra

sidang (pre trial). Dapat juga digunakan istilah hakim pemeriksa

Universitas Indonesia

Upaya pembaharuan..., Nefa Claudia Meliala, FH Ul, 2012



90

pendahuluan yang mirip dengan hakim yang baru dibentuk di Italia dengan
nama Guidice indagini preliminary.?®® Hakim ini dibentuk sebagai pengganti
hakim penyidik yang sebelumnya dikenal dengan istilah Guidice
Istructore.”®

Merujuk pada pemaparan tersebut diatas, pada prinsipnya dapat
ditarik sebuah kesimpulan bahwa kekhawatiran yang timbul dari pihak yang
kontra terhadap disahkannya Hakim Komisaris dengan alasan bahwa hak
pengawasan Hakim Komisaris timbul dari inisiatif kekuasaan kehakiman
(yudikatif) dan bukan bersumber dari hak seseorang untuk mengajukan
perlawanan terhadap upaya paksa atau tindakan lain yang dilakukan penyidik
atau penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan yang dianggap
tidak sah serta pendapat bahwa keberadaan Hakim Komisaris merupakan
bentuk intervensi terhadap pemeriksaan pendahuluan menjadi tidak

relevan.?®

C. KEWENANGAN HAKIM KOMISARIS

Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, berbagai
persoalan yang timbul dalam pra peradilan lah yang kemudian memunculkan
wacana untuk menghapuskan lembaga tersebut dan menggantikannya dengan
lembaga Hakim Komisaris. Untuk menggantikan lembaga praperadilan yang
selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya, ditentukan lembaga baru
dalam KUHAP ini, yakni lembaga Hakim Komisaris. Lembaga ini pada
dasarnya merupakan lembaga yang terletak antara penyidik dan penuntut
umum di satu pihak dan hakim di lain pihak. Wewenang hakim komisaris
lebih luas dan lebih lengkap daripada prapenuntutan (lembaga

praperadilan).?** Dengan dibentuknya lembaga Hakim Komisaris diharapkan

28 Andi Hamzah, “Tanggapan atas Surat No. B/211/1/2010 tertanggal 21 Januari 2010
tentang Saran Kapolri Kepada DPR Terhadap RKUHAP”,

29 Andi Hamzah, “Penjelasan Beberapa Hal Dalam Naskah Akademik Rancangan
Undang Undang Hukum Acara Pidana”, Op. Cit., hal 5.

219 | jhat Pernyataan Permasalahan, Bab I, hal. 9.

211 Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana 2010, Op. Cit., Penjelasan Umum.
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tujuan hukum acara pidana due process of law atau behoorlijk procesrecht
dalam rangka mencari kebenaran materil (objective truth) dan melindungi hak
asasi tersangka dan terdakwa dapat tercapai. Dalam hal ini jangan sampai
terjadi orang tidak bersalah dijatuhi pidana, disamping tentunya juga perhatian
kepada korban kejahatan.?2

Lembaga Hakim Komisaris memang memiliki kewenangan yang lebih
luas jika dibandingkan dengan pra peradilan. Kewenangan Hakim Komisaris
tidak hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan ataupun penghentian
penyidikan dan penuntutan melainkan juga perihal perlu tidaknya diteruskan
penahanan ataupun perpanjangan penahanan, perlu tidaknya penghentian
penyidikan atau penuntutan, perlu tidaknya pencabutan atas penghentian
penyidikan atau penuntutan, sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan,
serta wewenang memerintah penyidik atau penuntut umum untuk
membebaskan tersangka atau terdakwa jika terdapat dugaan kuat adanya
penyiksaan ataupun kekerasan pada tingkat penyidikan ataupun penuntutan
serta berbagai kewenangan lain yang diberikan undang undang. Kelebihan lain
adalah bahwa kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa
permohonan tersangka, terdakwa atau keluarga mereka.?® Berikut akan
diuraikan kompetensi Hakim Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam
RKUHAP disertai dengan pemaparan mengenai perbedaan kewenangan

tersebut jika dibandingkan dengan pra peradilan dalam KUHAP.

1. MEMUTUSKAN SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN,
PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, PENYITAAN, ATAU
PENYADAPAN
a. Penangkapan

1) Pengertian Penangkapan
Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan

tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti permulaan yang

22 Indriyanto Seno Adji, KUHAP dalam Prospektif, Cetakan Pertama, Edisi Kedua,
Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hal. 26.

213 Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana 2010, Op. Cit., Pasal 111.
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cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau
pemeriksaan di sidang pengadilan.?*
2) Kewenangan Melakukan Penangkapan
Penyidik  karena  kewajibannya mempunyai  wewenang
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,
pemeriksaan surat, dan penyadapan.?*®
Terkait kewenangan melakukan penangkapan ini, yang menjadi
catatan adalah bahwa RKUHAP tidak lagi mengenal istilah
penyidik pembantu. Selain itu, kewenangan penangkapan hanya
dimiliki oleh penyidik. Penyelidik tidak lagi berwenang
melakukan penangkapan.
3) Syarat Penangkapan
Dalam melakukan penangkapan harus dipenuhi 3 (tiga) syarat
yaitu :
a) Ada dugaan keras seseorang melakukan tindak pidana
b) Dugaan keras tersebut didasarkan pada bukti permulaan
yang cukup®*®
c) Perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana atau
kejahatan, tidak diancam dengan pidana denda, kecuali jika
tersangka telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-
turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah®*’
Jika dalam KUHAP terhadap tersangka pelaku
pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam
hal ia telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut turut
tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah,
dalam RKUHAP ini yang tidak dikenakan penangkapan

adalah tersangka tindak pidana yang diancam dengan

2% 1bid., Pasal 1 ayat 20.
1% |bid., Pasal 7 ayat 1 d.
21 |bid., Pasal 55.

27 1bid., Pasal 57 ayat 2.
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pidana denda, kecuali tersangka telah dipanggil secara sah
2 (dua) kali berturut turut tidak memenuhi panggilan tanpa
alasan yang sah.

Terkait pelaksanaan penangkapan ini, dikenal pula istilah
syarat formil dan materil penangkapan yang akan menjadi parameter
untuk menentukan apakah suatu penangkapan dilakukan secara sah
atau tidak. Dengan kata lain, untuk melakukan penangkapan harus
terpenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut?®:

a. Syarat formil penangkapan

1) Dilakukan oleh penyidik ;

2) Dilengkapi surat tugas dari yang berwenang (surat
perintah penangkapan)

3) Menyerahkan surat perintah penangkapan kepada
tersangka dan tembusannya kepada keluarga tersangka
atau walinya atau orang yang ditunjuk oleh tersangka ;

4) Kecuali dalam hal tertangkap tangan.

b. Syarat materil

1) Ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 55 RKUHAP) ;

2) Penangkapan paling lama untuk 1 (satu) hari (1 x 24 jam)
(Pasal 57 ayat 1 RKUHAP).

Berkenaan dengan syarat formil dan materil penangkapan ini,
seperti apa yang juga telah disebutkan dalam bab sebelumnya adalah
bahwa salah satu permasalahan yang timbul dalam pra peradilan
adalah bahwa pra peradilan tidak mampu menguji sah atau tidaknya
penangkapan secara materil. Ada kecenderungan bahwa hakim pra
peradilan berpandangan bahwa perihal penangkapan sudah
merupakan bagian dari kewenangan penyidik atau penuntut umum.
Oleh karena itu ketika diajukan permohonan pra peradilan terhadap
penangkapan, hakim biasanya hanya sebatas memeriksa apakah
syarat formil penangkapan berupa surat perintah penangkapan (pasal

18 ayat 1 KUHAP) sudah dipenuhi atau belum. Jika persyaratan

8 Darwan Prinst, Op. Cit., hal. 15-16.
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tersebut sudah dipenuhi, pada umumnya hakim tidak lagi menguji
atau menilai terpenuhi atau tidaknya syarat materil, karena anggapan
bahwa syarat materil tersebut merupakan penilaian subjektif dari
penyidik atau penuntut umum yang dalam hal ini merupakan domain
dari institusi tersebut.** Pertanyaan yang kemudian muncul adalah
apakah lembaga Hakim Komisaris dalam RKUHAP ini dapat
mengatasi persolan yang ditemukan dalam pra peradilan tersebut.
Karena persoalan pemeriksaan syarat materil ini juga terjadi dalam
hal penahanan, pembahasan terkait hal ini akan diuraikan pada
bagian berikutnya dalam bab ini setelah diuraikannya syarat syarat
penahanan.
4) Pelaksanaaan Penangkapan
Penangkapan pada dasarnya dapat dilakukan terhadap diri
seseorang baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan
seseorang tersebut tertangkap tangan.??°
a) Dalam keadaan biasa
Setelah memenuhi syarat syarat penangkapan sebagaimana
diatur dalam Pasal 55 RKUHAP, Penyidik yang berwenang
segera membuat surat perintah penangkapan atas diri
tersangka. Surat perintah penangkapan harus
mencantumkan®:
- identitas tersangka;
- alasan penangkapan;
- uraian singkat perkara tindak pidana yang
dipersangkakan; dan
- tempat tersangka diperiksa
Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari tehitung sejak

penangkapan, tersangka berikut barang bukti harus

29 | jhat Pernyataan Permasalahan, Bab I, hal. 8.
220 Ratna Nurul Afiah, Op. Cit., hal. 32

21 Rancangan Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana 2010, Op. Cit., Pasal 56
ayat 1 dan 2.
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diserahkan kepada penyidik dan dalam dalam waktu paling
lama 1 (satu) hari terhitung sejak penangkapan tersebut,
penyidik juga harus memberikan tembusan surat perintah
penangkapan kepada keluarga tersangka atau walinya atau
orang yang ditunjuk oleh tersangka.???
Berbeda dengan ketentuan sebelumnya dalam KUHAP
yang hanya menyatakan bahwa surat perintah
penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera
setelah  penangkapan dilakukan, dalam RKUHAP
ditegaskan bahwa tembusan surat perintah penangkapan
tersebut harus diberikan kepada keluarga tersangka atau
walinya atau orang yang ditunjuk oleh tersangka dalam
waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak
penangkapan tersebut.
Selain itu dalam RKUHAP ini ditentukan pula bahwa
tersangka berikut barang bukti harus diserahkan kepada
penyidik dalam waktu paling lama 1 (satu) hari tehitung
sejak penangkapan, dimana hal ini sebelumnya tidak diatur
secara tegas dalam KUHAP.
b) Dalam keadaan tertangkap tangan
Dalam hal tertangkap tangan, undang undang mengatur
bahwa penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah
penangkapan®?. Dalam hal tertangkap tangan, setiap orang
dapat menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau
tanpa barang bukti kepada penyidik; dan setiap orang yang
mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman,
dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna
diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik.

Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik dalam

222 |bid., Pasal 56 ayat 4 dan 5.

223 |bid., Pasal 56 ayat 3.
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waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya
penyerahan tersangka wajib melakukan pemeriksaan dan
tindakan lain dalam rangka penyidikan. Penyidik yang telah
menerima laporan tersebut datang ke tempat kejadian dalam
waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak menerima
laporan dan dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan
tempat itu selama pemeriksaan belum selesai. Setiap orang
yang melanggar ketentuan untuk tidak meninggalkan tempat
sebagaimana dimaksud dapat dipaksa tinggal di tempat
kejadian sampai pemeriksaan selesai.?*
Jika dibandingkan dengan KUHAP, RKUHAP mengatur
prosedur penangkapan dalam hal tersangka tertangkap
tangan secara lebih detail. Jika dalam KUHAP tidak
dijelaskan  siapakah yang pihak yang berhak dan
berkewajiban untuk melakukan penangkapan dalam hal
tersangka tertangkap tangan, RKUHAP secara tegas
mengatur hal tersebut.
5) Jangka Waktu Penangkapan
Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.??®
Dalam hal ini satu hari adalah dua puluh empat jam.??® Jadi dalam
waktu 1 x 24 jam, penyidik yang melakukan pemeriksaan
terhadap tersangka sudah harus dapat menentukan apakah
tersangka terlibat tindak pidana tersebut atau tidak. Bila memang
yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana tersebut dan
memenuhi persyaratan untuk dikenakan penahanan, sebelum
waktu 24 (dua puluh empat) jam habis penyidik harus membuat
surat perintah penahanan dan menyerahkannya kepada tersangka

dan keluarganya. Akan tetapi, apabila yang bersangkutan

224 |bid., Pasal 16.
225 |bid., Pasal 57 ayat 1.

228 |bid., Pasal 1 ayat 28.
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dinyatakan tidak terlibat tindak pidana, sebelum waktu dua puluh
empat jam habis penyidik harus membebaskan tersangka.
b. Penahanan
1) Pengertian Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat

tertentu oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan

berdasarkan undang undang ini.?*’
2) Kewenangan Melakukan Penahanan

RKUHAP telah menentukan pihak pihak yang berwenang untuk

melakukan penahanan yang dalam hal ini disesuaikan dengan

tingkat pemeriksaan sebagai berikut:

a) Pada tahap penyidikan yang berwenang adalah penyidik
dengan ketentuan bahwa Hakim Komisaris atas permintaan
penyidik melalui penuntut umum berwenang memberikan
persetujuan perpanjangan penahanan terhadap tersangka®*;

b) Pada tahap penyidikan, jika jaksa - yang melakukan
penahanan, persetujuan penahanan yang melebihi 2 x 24 (dua
kali dua puluh empat) jam menjadi 5 x 24 (lima kali dua
puluh empat jam) diberikan oleh??:

- kepala kejaksaan negeri dalam hal penahanan dilakukan
oleh kejaksaan negeri;

- kepala kejaksaan tinggi dalam hal penahanan dilakukan
oleh kejaksaan tinggi; atau

- Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung dalam hal
penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Ketentuan pasal ini ditentang oleh pihak kepolisian karena

dianggap sebagai sebuah dskriminasi kewenangan

penahanan. Dalam hal ini, bila jaksa melakukan penyidikan

221 |bid., Pasal 1 ayat 21.
228 |bid., Pasal 58 ayat 1 dan 3.

229 |bid., Pasal 58 ayat 2.
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dan melakukan penahanan terhadap seseorang dalam kasus
Tindak Pidana tertentu (korupsi), maka jaksa tidak perlu
meminta persetujuan dari Hakim Komisaris. Sedangkan
bila penyidik Polri melakukan penahanan terhadap
seseorang dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, maka
penahanannya harus mendapat persetujuan dari Hakim
Komisaris.?*°

c) Pada tahap penuntutan, hakim pengadilan negeri atas
permintaan penuntut umum berwenang memberikan
persetujuan penahanan terhadap terdakwa®*".

d) Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang
menangani  perkara tersebut berwenang melakukan
penahanan terhadap terdakwa®*.

Perubahan yang cukup signifikan terkait kewenangan penahanan ini
adalah bahwa RKUHAP mengatur kewenangan untuk melakukan
perpanjangan penahanan pada tahap penyidikan ada pada Hakim
Komisaris. Selain itu, untuk dilakukan perpanjangan penahanan,
tersangka harus dibawa secara fisik kepada Hakim Komisaris
tersebut.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 3 International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah
diratifikasi oleh Indonesia dan diundangkan dalam Undang Undang
No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on
Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Hak
Sipil dan Politik?®,

20 gyrat No. B/211/1/2010 tertanggal 21 Januari 2010 dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia kepada Ketua Komisi 11l DPR RI tentang Saran dan masukan Polri atas RUU tentang
HAP.

2! Rancangan Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana 2010, Op. Cit., Pasal 58
ayat 4.

82 |bid., Pasal 58 ayat 5.

28 Andi Hamzah, “Penjelasan Beberapa Hal Dalam Naskah Akademik Rancangan
Undang Undang Hukum Acara Pidana”, Op. Cit., hal 3.
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Article 9. 3ICCPR

Anyone arrested or detained on a criminal charge
shall be brought promptly before a judge or other
officer authorized by law to exercise judicial power
and shall be entitled to trial within a reasonable
time or to release. It shall not be the general rule
that persons awaiting trial shall be detained in
custody, but release may be subject to guarantees to
appear for trial, at any other stage of the judicial
proceedings, and, should occasion arise, for
execution of the judgement.?**

Pasal 9 ayat 3 UU No. 12 Tahun 2005

Setiap orang yang ditahan atau ditahan
berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera
dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat
lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk
menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak
untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar,
atau  dibebaskan. Bukan merupakan suatu
ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu
diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat
diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu
sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada
pelaksanaan putusan, apabila diputuskan
demikian.?*

Sesuai dengan Kovenan, jika penyidik melakukan
penangkapan, maka promptly harus membawa tersangka (secara
fisik) ke hakim yang akan melakukan penahanan. Pakar hukum
dari Amerika Serikat, Prof. Dr. lur. Stephen C. Thaman
menyatakan promptly itu artinya maksimum 2 x 24 jam atau a
couple of days, kecuali untuk terorisme. Hal serupa dikemukakan
Prof. D. Schaffmeister dan N. Keijzer dari Belanda®*®.

Tersangka harus dibawa (secara fisik) segera (promptly)

kepada Hakim Komisaris untuk dilakukan penahanan. Sebagai

% Indonesia, Undang Undang Pengesahan International Covenant on Civil and Political
Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Hak Sipil dan Politik, UU Nomor 12 Tahun 2005,
Lembaran Negara No. 119 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara No. 4558, Pasal 9 ayat 3.
% nternational Covenant on Civil and Political Rights, Article 9. 3.

26 Tim Rancangan Undang Undang KUHAP, Naskah Akademik Rancangan Undang
Undang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, hal. 13.
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perbandingan, di Prancis dibentuk hakim khusus yang namanya
juge des liberte et de la detention (hakim pembebasan dan
penahanan). Hakim ini duduk setiap hari kerja menunggu tahanan
dibawa kepadanya oleh polisi dan jaksa. Sebelum menandatangani
surat perintah penahanan hakim itu menanyakan beberapa hal
mengenai duduk perkara. Ruang hakim ini tidak lebih dari empat
meter persegi dengan perabotan ala kadarnya. Penasehat hukum
boleh hadir dan memohon dengan alasan agar tersangka tidak
ditahan. Sementara itu, di Belanda yang memperpanjang
penahanan tetap Rechter Commisaris yang juga tersangka dibawa
secara fisik. Perbedaan dengan Prancis, sidang penahanan di
Belanda tertutup dengan semua pintu terkunci secara elektronik,
sedangkan di Prancis terbuka untuk umum.?*’

Dengan alasan komunikasi di Indonesia sangat sulit serta
ribuan pulau pulau yang ada, ketentuan 2 x 24 jam itu sangat sulit
dipenuhi sehingga diterobos dengan mematok 5 (lima) hari
penahanan oleh penyidik.?*® Penahanan yang dilakukan penyidik
berdasarkan RKUHAP adalah 5 x 24 jam, jangka waktu paling
lama bagi negara yang menandatangani Kovenan. Sebagai
perbandingan, penahanan yang dilakukan oleh polisi Malaysia
hanya 1 x 24 jam yang selanjutnya harus dibawa ke hakim.
Sementara itu, di Thailand tidak ada hakim khusus, tetapi hakim
Pengadilan Negeri bergiliran piket 24 jam selama seminggu. Perlu
dipahami bahwa jangka waktu 5 (lima) hari penangkapan dalam
RKUHAP ini tidak termasuk perjalanan dari tempat penangkapan

ke kantor polisi (Polres).*

27 Andi Hamzah, “Penjelasan Beberapa Hal Dalam Naskah Akademik Rancangan
Undang Undang Hukum Acara Pidana”, Op. Cit., hal 3.

2% Tim Rancangan Undang Undang KUHAP, Naskah Akademik Rancangan Undang
Undang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., hal. 14.

29 Andi Hamzah, “Tanggapan atas Surat No. B/211/1/2010 tertanggal 21 Januari 2010”.
Op. Cit.
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Perlu dibentuk hakim khusus (Hakim Komisaris) untuk
melakukan perpanjangan penahanan ini karena jika wewenang
memperpanjang penahanan dilakukan oleh hakim Pengadilan
Negeri, betapa sibuknya hakim di Pengadilan Negeri menerima dan
memeriksa secara fisik tersangka, saksi, polisi, jaksa dan penasehat
hukum setiap hari. Dalam hal ini memang terjadi perubahan drastis,
karena jika perpanjangan penahanan hanya dilakukan dengan surat
saja tanpa melihat tersangka secara fisik dan tanpa tanya jawab
seperti perpanjangan penahanan sekarang yang dilakukan oleh
jaksa memang tidak perlu dibentuk hakim khusus.?*® Ketentuan
bahwa tersangka harus dihadapkan secara fisik ini dimaksudkan
untuk mencegah terjadinya penahanan sewenang wenang.>*

Timbul pendapat bahwa tidaklah harus konvensi
internasional ditaati sepenuhnya. Namun demikian jika sudah
menyangkut hak hak asasi manusia, maka sulit dilakukan
penyimpangan terlalu jauh. Jangka waktu penahanan dari 2 x 24
jam menjadi 5 x 24 jam saja sebenarnya sudah menyimpang
dibanding negara lain.*** Terkait ketaatan terhadap konvensi
internasional, dalam hal ini menarik menyimak ketentuan Pasal 1
ayat 1 KUHAP Federasi Rusia sebagai salah satu negara yang
secara politik, ekonomi dan militer cukup “powerful” jika
dibandingkan Indonesia.

Universally recognized principles and norms of
international law and international treaties to
which the Russian Federation is a party area
constituent part of the law of Russian Federation
governing criminal proceedings, if an international
treaty to which The Russian Federation is
establishes rules different from those specified by

20 Andi Hamzah, “Penjelasan Beberapa Hal Dalam Naskah Akademik Rancangan
Undang Undang Hukum Acara Pidana”, Op. Cit., hal 2-3.

21 Andi Hamzah, “Tanggapan atas Surat No. B/211/1/2010 tertanggal 21 Januari 20107,
Op. Cit..

#2 Tjm Rancangan Undang Undang KUHAP, Naskah Akademik Rancangan Undang
Undang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., hal. 14.
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this Code, the rules of international treaty shall
apply.”

Prinsip prinsip dan norma norma internasional yang
diakui secara universal dan perjanjian internasional
yang Federasi Rusia menjadi pihak menjadi bagian
konstituen dari hukum Federasi Rusia yang
mengatur secara pidana, apabila suatu perjanjian
internasional yang Federasi Rusia menjadi pihak
menciptakan suatu aturan berbeda dengan yang
ditentukan dalam Kitab ini maka perjanjian
internasional itulah yang diterapkan.

Semua terpulang kepada DPR dan Pemerintah apakah akan
mengabaikan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi dan
diundangkan sehingga tersangka yang akan ditahan tidak perlu
dibawa secara fisik kepada hakim untuk dikeluarkan surat perintah
penahanan.?*

3) Syarat Penahanan
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Prof. Moeljatno
membagi syarat penahanan menjadi 2 (dua) macam, yaitu syarat
subjektif dan syarat objektif.
a) syarat subjektif**

- tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak
pidana ;

- dugaan tersebut didasarkan pada bukti yang cukup ;

- adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran
bahwa tersangka atau terdakwa :

- melarikan diri;

- merusak dan menghilangkan alat bukti dan/atau barang
bukti;

- mempengaruhi saksi ;

- melakukan ulang tindak pidana ;

23 Andi Hamzah, “Penjelasan Beberapa Hal Dalam Naskah Akademik Rancangan
Undang Undang Hukum Acara Pidana”, Op. Cit., hal 5-6.

24 Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., Pasal 59 ayat 5.
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- untuk kepentingan keselamatan tersangka atau terdakwa
dengan persetujuannya.
Terkait syarat subjektif penahanan ini, RKUHAP
menambahkan kekhawatiran bahwa tersangka
mempengaruhi saksi dan alasan untuk kepentingan
keselamatan  tersangka atau terdakwa  (dengan
persetujuannya) yang sebelumnya tidak ditemukan dalam
KUHAP. Selain itu ditambahkan pula kata “alat bukti”
dalam kalimat “merusak dan menghilangkan alat bukti
dan/atau barang bukti ” dimana sebelumnya dalam KUHAP
kalimat ini hanya berbunyi “merusak atau menghilangkan
barang bukti”.
b) syarat objektif 2*>:

- tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5

(lima) tahun atau lebih

- tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 5

(lima) tahun yang dalam hal ini ditentukan secara

limitatif oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana

(KUHP).

e Pasal 282 ayat 3 : perbuatan penyebaran tulisan
tulisan, gambar gambar, atau barang barang lain
yang isinya melanggar kesusilaan yang mana
perbuatan itu merupakan pencarian atau kebiasaan ;

e Pasal 284 ;

e Pasal 296 : mewajibkan atau membantu perbuatan
cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan ;

e Pasal 335 ayat 1 : memaksa orang untuk
mengerjakan, tidak mengerjakan, atau membiarkan

barang sesuatu ;

% |bid., Pasal 59 ayat 1.
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Pasal 351 ayat 1 : memaksa orang untuk
mengerjakan, tidak mengerjakan, atau membiarkan
barang sesuatu ;

Pasal 353 ayat 1 : penganiayaan ;

Pasal 372 : penganiayaan yang sudah direncanakan ;
Pasal 378 : penipuan ;

Pasal 379 a : penipuan ringan ;

Pasal 453 : perbuatan nakhoda kapal yang tidak
jujur ;

Pasal 454 : perbuatan anak buah kapal yang
melarikan diri ;

Pasal 455 : perbuatan anak buah kapal yang tidak
mau meneruskan pelayarannya ;

Pasal 459 : melakukan perlawanan terhadap
pimpinan kapal ;

Pasal 480 : penadahan ;

Pasal 506 : perbuatan pekerjaan mucikari.

Terkait syarat objektif penahanan, RKUHAP menambahkan 1

(satu) pasal yaitu pasal 284 KUHAP sebagai dasar dapat

dilakukannya penahanan yang sebelumnya tidak diatur dalam

KUHAP.

Selain berbagai persyaratan penahanan tersebut, undang

undang juga mensyaratkan adanya surat perintah penahanan atau

atau penetapan hakim yang mencantumkan?*®:

a) identitas tersangka atau terdakwa;

b) alasan penahanan;

c) uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau

didakwakan; dan

d) tempat tersangka atau terdakwa ditahan.

8 1bid., Pasal 59 ayat 3.
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Selain itu, juga diharuskan dikirimkannya tembusan surat perintah
penahanan atau penetapan hakim dalam waktu paling lama 1 (satu)
hari terhitung sejak penahanan kepada®':
a) keluarga atau wali tersangka atau terdakwa;
b) lurah atau kepala desa atau nama lainnya tempat tersangka atau
terdakwa ditangkap;
c) orang yang ditunjuk oleh tersangka atau terdakwa; dan/atau
d) komandan kesatuan tersangka atau terdakwa, dalam hal
tersangka atau terdakwa yang ditahan adalah anggota Tentara
Nasional Indonesia karena melakukan tindak pidana umum.
Seperti halnya persoalan syarat materil penangkapan yang
seringkali tidak cukup mendapat perhatian dalam pra peradilan, hal
serupa juga pada prinsipnya kerap kali terjadi dalam hal penahanan
sehingga hal ini juga merupakan salah satu kelemahan pra
peradilan. Terdapat kecenderungan dimana hakim biasanya hanya
sebatas memeriksa apakah syarat formil penahanan berupa surat
perintah penahanan sudah tepenuhi atau belum tanpa kemudian
memeriksa kembali terpenuhi atau tidaknya syarat materil
penahanan yang terutama meliputi syarat subjektif sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya.?*®
Dalam hal Hakim Komisaris diberlakukan, dalam jangka
waktu 5 (lima) hari penahanan yang dilakukan penyidik, tersangka
harus dihadapkan oleh penyidik bersama sama dengan penuntut
umum pada Hakim Komisaris. Pada saat tersangka dihadapkan
inilah Hakim Komisaris wajib melakukan pemeriksaan apakah
syarat formil maupun materil penangkapan atau penahanan ini
telah terpenuhi atau belum. Pemeriksaan yang dilakukan oleh
Hakim Komisaris ini diharapkan dapat meminimalisir kelemahan

pra peradilan dimana hakim cenderung tidak memeriksa syarat

27 bid., Pasal 59 ayat 4.

8 |_ihat Pernyataan Permasalahan, Bab I, hal. 8.
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materil penahanan atau penangkapan. Jika sebelumnya dalam pra
peradilan keabsahan penangkapan atau penahanan baru diperiksa
jika ada permohonan, dalam hal Hakim Komisaris disahkan,
undang undang mewajibkan penyidik dan penuntut umum
menghadapkan tersangka kepada Hakim Komisaris sehingga
Hakim Komisaris wajib menentukan apakah tindakan penangkapan
atau penahanan tersebut sudah sah secara hukum, dalam hal ini
termasuk memeriksa syarat formil maupun materil. Dalam hal
tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka, jika terjadi
pelanggaran terhadap hak hak tersangka pada saat dilakukan
penangkapan, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan
kepada Hakim komisaris untuk memeriksa keabsahan tindakan
penangkapan tersebut.

Pada prinsipnya, perubahan ketentuan dalam RKUHAP ini
memang tidak secara serta merta mampu mengatasi persoalan yang
timbul dalam praktek pra peradilan terkait -tidak diperiksanya
syarat materil penangkapan atau penahanan. Yang Kini menjadi
persoalan utama adalah bagaimana Hakim Komisaris ini sungguh
sungguh dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk melakukan
pemeriksaan secara komprehensif terkait syarat materil
penangkapan maupun penahanan dan upaya paksa lainnya. Apa
yang kemudian harus diperhatikan dalam hal ini adalah proses
rekrutmen Hakim Komisaris sehingga hakim hakim yang bertugas
sungguh sungguh merupakan hakim yang kompeten dan
berintegritas.

4) Pelaksanaan penahanan
Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, lamanya
penangkapan adalah 1 x 24 jam. Dalam jangka waktu 24 (dua
puluh empat) jam itu, penyidik harus dapat memastikan apakah
tersangka terlibat dalam tindak pidana tersebut atau tidak. Bila
memang ternyata tidak terlibat, maka sebelum waktu 24 jam

habis tersangka harus dibebaskan. Tetapi apabila tersangka
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terlibat dan memenuhi syarat subjektif maupun objektiif
penahanan, tersangka dapat ditahan oleh pejabat yang berwenang
dengan surat perintah penahanan atau penetapan hakim sesuai
ketentuan Pasal 59 ayat 3 dan 4 RKUHAP.

Merujuk pada ketentuan Pasal 64 RKUHAP, penahanan
sebagaimana dimaksud adalah penahanan dalam Rumah Tahanan
Negara (RUTAN).

Jika dalam KUHAP dikenal istilah tahanan kota dan
tahanan rumah yang menunjukkan tempat penahanan tersangka,
terdakwa atau terpidana, maka dalam RKUHAP hanya dikenal
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai satu satunya tempat
tahanan ditempatkan.

5) Jangka waktu penahanan
a) Tahap penyidikan dan tahap penuntutan
Perintah penahanan yang diberikan penyidik hanya berlaku
untuk paling lama 5 (lima) hari. Dalam jangka waktu
penahanan tersebut, penyidik bersama sama dengan
penuntut umum menghadapkan tersangka yang dapat
didampingi  penasihat hukum kepada Hakim Komisaris
Apabila dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum
selesai, penyidik bersama sama dengan penuntut umum
menghadapkan tersangka yang dapat didampingi penasihat
hukum kepada  Hakim Komisaris. Hakim Komisaris
kemudian memberitahu tersangka mengenai :
- tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka;
- hak hak tersangka; dan
- perpanjangan penahanan.
Hakim Komisaris kemudian menentukan perpanjangan
penahanan tersebut diperlukan atau tidak. Dalam hal Hakim
Komisaris berpendapat perlu perpanjangan penahanan,
perpanjangan penahanan diberikan untuk waktu paling

lama 25 (dua puluh lima) hari. Apabila Hakim Komisaris
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melakukan perpanjangan penahanan, Hakim Komisaris
memberitahukan  hal tersebut kepada tersangka.

Dalam hal masih diperlukan waktu penahanan untuk
kepentingan  penyidikan dan atau penuntutan, hakim
pengadilan negeri berwenang melakukan penahanan atas
permintaan penuntut umum, untuk waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari. Waktu penahanan tersebut atas
permintaan  penuntut umum dapat diperpanjang paling
lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal masih diperlukan
dapat diberikan perpanjang lagi untuk waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari. Apabila jangka waktu perpanjangan
penahanan sebagaimana dimaksud terlampaui (120 hari),
penyidik dan atau penuntut umum harus mengeluarkan
tersangka dari tahanan demi hukum.?#

Perubahan cukup signifikan dalam hal penahanan ini
adalah bahwa wewenang penyidik -~ untuk melakukan
penahanan selama 20 (dua puluh) hari dihapuskan dan
yang bersangkutan hanya diberi wewenang menahan
selama 5 (lima) hari. Sementara itu wewenang jaksa untuk
melakukan penahanan lanjutan atau memperpanjang
penahanan selama 40 (empat puluh) hari dan kewenangan
untuk menahan sendiri selama 20 (dua puluh) hari
sebagaimana diatur dalam KUHAP semuanya beralih ke

Hakim Komisaris.?*°

b) Tahap pengadilan

1) Pemeriksaan pengadilan
Untuk kepentingan pada tahap  penuntutan, hakim
pengadilan negeri atas permintaan  penuntut umum

berwenang memberikan persetujuan penahanan terhadap

Op. Cit..

249 |bid., Pasal 60.

20 Andi Hamzah, “Tanggapan atas Surat No. B/211/1/2010 tertanggal 21 Januari 2010”,
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terdakwa.”®! Hakim pengadilan negeri yang mengadili
perkara tersebut berwenang mengeluarkan penetapan
penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang
belum selesai, jangka waktu penahanan itu dapat
diperpanjang oleh ketua  pengadilan negeri yang
bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Perpanjangan jangka waktu penahanan tersebut dapat
diperpanjang 1 (satu) kali lagi oleh ketua pengadilan
negeri untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila
kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, terdakwa
dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu
penahanan sebagaimana dimaksud. Apabila jangka waktu
perpanjangan penahanan tersebut terlampaui (90 hari),
walaupun perkara  belum  diputus, hakim harus
mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum.?*
2) Pemeriksaan banding

Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara guna
kepentingan pemeriksaan perkara banding berwenang
mengeluarkan penetapan penahanan untuk paling lama 30
(tiga puluh) hari. Apabila diperlukan guna kepentingan
pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu penahanan
tersebut dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi
yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Apabila  kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi,
terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum
berakhir waktu penahanan sebagaimana dimaksud
Apabila jangka waktu perpanjangan penahanan

sebagaimana tersebut terlampaui (60 hari), walaupun

#! Rancangan Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana 2010, Op. Cit., Pasal 58
ayat 4.

22 |bid., Pasal 61.

Universitas Indonesia

Upaya pembaharuan..., Nefa Claudia Meliala, FH Ul, 2012



110

perkara belum diputus, hakim harus mengeluarkan
terdakwa dari tahanan demi hukum.?**

3) Pemeriksaan kasasi

Hakim Agung yang mengadili perkara guna kepentingan
pemeriksaan perkara kasasi berwenang mengeluarkan
penetapan penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh)
hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan
yang belum selesai, jangka waktu penahanan
sebagaimana tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua
Mahkamah Agung untuk paling lama 60 (enam puluh)
hari. Apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi,
terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum
berakhir waktu penahanan sebagaimana dimaksud.
Apabila jangka waktu perpanjangan penahanan tersebut
terlampaui (90 hari), walaupun perkara belum diputus,
hakim harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi
hukum.*>*

Dengan demikian, penahanan pada tingkat penyidikan dan
penuntutan dapat dilakukan untuk paling lama 120 (seratus dua
puluh) hari, 90 (sembilan puluh) hari untuk tingkat pemeriksaan di
Pengadilan Negeri, 60 (enam puluh) hari untuk pemeriksaan banding
di Pengadilan Tinggi, dan terakhir 90 (sembilan puluh) hari untuk
pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung. Dengan demikian, total
penahanan yang diijinkan undang undang mulai dari proses
penyidikan hingga pemeriksaan kasasi adalah 360 (tiga ratus enam
puluh puluh) hari.

Jika dibandingkan dengan KUHAP, terdapat perbedaan yang
cukup signifikan dalam hal jangka waktu penahanan ini. Seperti

yang telah disebutkan dalam bab terdahulu, total jangka waktu

23 |bid., Pasal 62.

24 |bid., Pasal 63.
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penahanan yang diperkenankan KUHAP mulai dari proses
penyidikan hingga pemeriksaan di tingkat kasasi adalah 700 (tujuh
ratus) hari dengan rincian 120 (seratus dua puluh) hari pada tingkat
penyidikan, 110 (seratus sepuluh) hari untuk tingkat penuntutan,
150 (seratus lima puluh) hari untuk tingkat pemeriksaan di
Pengadilan Negeri dan banding di Pengadilan Tinggi, dan terakhir
170 (seratus tujuh puluh) hari untuk pemeriksaan kasasi di
Mahkamah Agung. RKUHAP dalam hal ini menghapuskan ketentuan
mengenai pengecualian dalam perpanjangan penahanan dalam hal
tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang
berat, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana
penjara sembilan tahun atau lebih.
c. Penggeledahan
1) Pengertian penggeledahan
RKUHAP memberikan definisi penggeledahan sebagai berikut:
a) Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk
melaksanakan pemeriksaan, penyitaan, atau penangkapan
dengan memasuki rumah tempat tinggal, tempat tertutup, atau
tempat yang lain.**®
b) Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk
melakukan pemeriksaan badan atau tubuh seseorang
termasuk rongga badan untuk mencari benda yang diduga
keras ada pada badan, tubuh, atau rongga badan, atau yang
dibawanya serta.”*®
c) Penggeledahan Pakaian adalah tindakan penyidik untuk
melakukan pemeriksaan pakaian, baik pakaian yang sedang
dipakai maupun pakaian yang dilepas, untuk mencari benda

yang diduga keras berkaitan dengan tindak pidana.®’

25 |bid., Pasal 1 ayat 16.
26 |bid., Pasal 1 ayat 17.

27 bid., Pasal 1 ayat 18.
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2) Kewenangan melakukan penggeledahan

a) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan
penggeledahan rumah, bangunan tertutup, kapal, badan,
dan/atau pakaian.?*®
Dalam KUHAP hanya dikenal istilah penggeledahan
rumah, penggeledahan badan, dan penggeledahan pakaian.
Sementara itu RKUHAP  menambahkan istilah
penggeledahan bangunan dan rumah tertutup.

b) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang yang mempunyai
wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan
keamanan umum berwenang menggeledah pakaian
termasuk benda yang dibawa serta oleh tersangka. Apabila
tersangka tersebut dibawa kepada penyidik, penyidik
berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah
badan tersangka.?*®
Sebelumnya dalam KUHAP tidak ditentukan secara tegas
siapa yang berhak melakukan penggeledahan dalam hal
tersangka tertangkap tangan. Selain itu dalam KUHAP
ditentukan pula bahwa pada waktu menangkap tersangka,
penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian
termasuk benda yang dibawanya serta apabila terdapat
dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada
tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
Ketentuan ini otomatis tidak berlaku karena dalam
RKUHAP tidak lagi dikenal terminologi penyelidik.

3) Syarat penggeledahan

a) Dalam keadaan normal®®

28 |bid., Pasal 68 ayat 1.
29 |bid., Pasal 73 ayat 1 dan 2.

%0 hid., Pasal 69 ayat 1 dan 2.
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- Dalam hal penggeledahan rumah, bangunan tertutup,
atau kapal, penyidik harus mendapat izin Hakim
Komisaris berdasarkan permohonan melalui penuntut
umum.

- Permohonan izin tersebut harus disertai uraian
mengenai:

o lokasi yang akan digeledah dan

e dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi
tersebut terdapat benda atau alat bukti yang terkait
dengan tindak pidana yang bersangkutan

dan melakukan penyitaan jika terbukti terdapat benda

atau alat bukti yang dapat disita.

Dalam KUHAP izin untuk melakukan penggeledahan

diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri atas permintaan

penyidik. Kewenangan memberikan izin ini dalam

RKUHAP beralih kepada Hakim Komisaris. Perbedaan

lainnya adalah bahwa RKUHAP mewajibkan permohonan

izin penggeledahan disertai uraian terkait beberapa hal
tertentu sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dimana
sebelumnya hal ini tidak diatur dalam KUHAP.

b) Dalam keadaan mendesak?®*

- Penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat
izin dari Hakim Komisaris.

- Dalam melakukan penggeledahan tersebut, penyidik
hanya dapat memeriksa dan/atau menyita surat, buku,
tulisan lain, dan benda yang berhubungan dengan tindak
pidana yang bersangkutan.

- Penggeledahan itu kemudian harus dilaporkan kepada
Hakim Komisaris melalui penuntut umum dalam waktu

paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal

%1 1bid., Pasal 69 ayat 3, 4, dan 5.
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dilakukan  penggeledahan, untuk  mendapatkan
persetujuan Hakim Komisaris.

Jika sebelumnya dalam KUHAP penggeledahan dalam

keadaan mendesak ini wajib dilaporkan kepada ketua

Pengadilan ~ Negeri  untuk  kemudian  mendapatkan

persetujuannya, kewenangan ini kini dalam RKUHAP beralih

kepada Hakim Komisaris.
4) Pelaksanaan penggeledahan

a) Waktu penggeledahan
Penggeledahan harus dilakukan antara pukul 06.00 sampai
dengan pukul 22.00, kecuali dalam keadaan mendesak®®?.

Dalam KUHAP tidak ditentukan kapan (waktu)

penggeledahan harus dilakukan.

b) Larangan memasuki tempat tertentu®®®

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak boleh

melakukan tindakan kepolisian pada :

- ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

- ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah
dan/atau upacara keagamaan; dan

- ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang
pengadilan.

c¢) Penggeledahan di luar daerah hukum penyidik®®*
Apabila penyidik harus melakukan penggeledahan rumah
di luar daerah hukumnya, maka penggeledahan tersebut

harus diketahui oleh Hakim Komisaris dan didampingi

%2 |bid., Pasal 68 ayat 2.
?%3 |bid., Pasal 71.

%% |bid., Pasal 72 ayat 1 dan 2.
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oleh penyidik dari daerah hukum tempat penggeledahan

tersebut yang dilakukan sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 (tata cara

penggeledahan rumabh).

d) Tata cara penggeledahan rumah®®

Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin
penggeledahan  dari Hakim Komisaris dalam
melakukan penggeledahan rumah.

Jika  penyidik melakukan penggeledahan dengan
memasuki rumah, penggeledahan harus disaksikan oleh
2 (dua) orang saksi.

Dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak
berada di tempat, jika memasuki rumah, penyidik harus
disaksikan oleh kepala desa atau nama lainnya atau
ketua lingkungan dan 2 (dua) orang saksi.

Penyidik harus membuat Berita Acara penggeledahan
rumah yang ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan
pemilik atau penghuni rumah atau kepala desa atau
nama lainnya atau ketua lingkungan.

Dalam hal pemilik atau penghuni rumah menolak atau
tidak berada di tempat, Berita Acara tersebut
ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan kepala desa
atau nama lainnya atau ketua lingkungan.

Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak
tanggal penggeledahan rumah, penyidik memberikan
tembusan Berita Acara kepada pemilik atau penghuni

rumah yang bersangkutan dan kepada hakim komisaris.

Dalam KUHAP ditentukan bahwa dalam hal yang diperlukan

atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara

Republik Indonesia dapat memasuki rumah, dimana ketentuan

ini tidak ditemukan lagi dalam RKUHAP. Perbedaan lainnya

265 |bid., Pasal 70.
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adalah bahwa dalam KUHAP tembusan Berita Acara hanya
diberikan kepada pemilik atau penghuni rumah vyang
bersangkutan, sementara dalam RKUHAP Hakim Komisaris
juga menerima tembusan Berita Acara tersebut. RKUHAP juga
menetapkan bahwa Berita Acara tersebut harus ditandatangani
oleh penyidik, saksi, dan pemilik atau penghuni rumah atau
kepala desa atau nama lainnya atau ketua lingkungan atau
penyidik, saksi, dan kepala desa atau nama lainnya atau ketua
lingkungan saja tanpa pemilik atau penghuni rumah dalam hal
pemilik atau penghuni rumah menolak atau tidak berada di
tempat. KUHAP tidak secara eksplisit menetapkan siapa saja
yang harus menandatangani Berita Acara tersebut.
d. Penyitaan
1) Pengertian penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk

mengambil alih penguasaan dan/atau penyimpanan benda

bergerak atau tidak bergerak dan benda berwujud atau tidak

berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.?®®

2) Kewenangan melakukan penyitaan
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan
penyitaan.?®’
3) Syarat penyitaan
a) Dalam keadaan normal®®
- Penyitaan harus mendapat izin Hakim Komisaris
berdasarkan permohonan melalui penuntut umum.
- Penyidik wajib menunjukkan surat perintah penyitaan

dan surat izin penyitaan dari Hakim Komisaris.

266 bid., Pasal 1 ayat 15.
%7 |bid., Pasal 74.

%68 bid., Pasal 75 ayat 1 dan 2.
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Seperti halnya penggeledahan, jika dalam KUHAP izin untuk
melakukan penyitaan diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri
atas permintaan penyidik, kewenangan memberikan izin ini
dalam RKUHAP beralih kepada Hakim Komisaris.

b) Dalam keadaan mendesak?®®®

- Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan
penyitaan tanpa surat izin dari Hakim Komisaris.

- Penyitaan tersebut harus dilaporkan kepada Hakim
Komisaris melalui penuntut umum dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal
dilakukan penyitaan, untuk mendapat persetujuan
hakim komisaris.

- Dalam hal Hakim Komisaris menolak memberikan
persetujuan, barang yang disita harus segera
dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang
menguasai semula.

Jika sebelumnya dalam KUHAP ditentukan bahwa dalam hal
tidak diperolehnya izin dari Ketua Pengadilan Negeri penyidik
hanya diperkenankan menyita benda bergerak saja, hal
tersebut tidak diatur dalam RKUHAP. Namun demikian
RKUHAP menetapkan bahwa dalam hal tidak diperolehnya
izin dari Hakim Komisaris, barang yang telah dista harus
dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang menguasi benda
tersebut.

c) Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain®"

Penyitaan surat atau tulisan lain dari pejabat atau

seseorang yang mempunyai kewajiban menurut undang

undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak

menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas

%9 bid., Pasal 75 ayat 3, 4 dan 5.

210 |bid., Pasal 79.
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Benda yang dapat disita
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persetujuan pejabat atau seseorang tersebut atau atas izin
khusus Hakim  Komisaris setempat, kecuali undang

undang menentukan lain.

271

benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang
seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak
pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk
melakukan tindak pidana atau untuk
mempersiapkannya;

benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi
penyidikan tindak pidana;

benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan
melakukan tindak pidana;

benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/atau
benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan
tindak pidana yang dilakukan

benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata
atau karena pailit sepanjang memenuhi ketentuan Pasal
76 ayat 1

RKUHAP menambahkaan bahwa benda yang tercipta dari

suatu tindak pidana dan benda yang berada dalam sitaan

karena perkara perdata atau karena pailit dapat pula
disita. Hal ini sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP.

paket, surat, atau benda yang pengangkutannya atau
pengirimannya dilakukan  melalui  kantor  pos,
perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan
pengangkutan, sepanjang paket, surat, atau benda
tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal
darinya dengan memberi tanda terima penyitaan paket,

surat, atau benda tersebut kepada tersangka atau pejabat

2" |bid., Pasal 76.
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kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan

pengangkutan yang bersangkutan.?’?

Sebelumnya dalam KUHAP penyitaan ini hanya dapat

dilakukan dalam hal tersangka tertangkap tangan.

4) Pelaksanaan penyitaan

a) Tata cara penyitaan®’®

Penyitaan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda
yang disita tidak berada di tempat, penyitaan harus
disaksikan oleh kepala desa/lurah atau nama lainnya
atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.
Penyidik harus membuat Berita Acara Penyitaan yang
ditandatangani oleh penyidik, saksi, pemilik atau pihak
yang menguasai benda yang disita.

Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda
yang disita tidak berada di tempat, Berita Acara
ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan kepala desa
atau dengan nama lainnya atau ketua lingkungan.

Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari tehitung sejak
penyitaan, penyidik memberikan turunan (salinan)
Berita Acara tersebut kepada pemilik atau pihak yang

menguasai benda dan kepada hakim komisaris.

Ketentuan mengenai tata cara penyitaan ini merupakan

ketentuan baru karena sebelumnya tidak diatur secara rinci
dalam KUHAP.

b) Tata cara pemeriksaan surat

274

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita

surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan

22 |bid., Pasal 77.

23 |bid., Pasal 75 ayat 6-10.

274 |bid., Pasal 85-87.
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telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, jika
surat tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat
mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang
sedang diperiksa.

- Untuk kepentingan  penyidikan,  penyidik dapat
meminta kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan
telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan
untuk menyerahkan surat yang dimaksud. dan harus
memberikan tanda terima.

- Ketentuan tersebut dapat dilakukan pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan.

- Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa
surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang
sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada
berkas perkara.

- Dalam hal surat tersebut tidak ada hubungannya dengan
perkara, surat tersebut ditutup kembali dan paling
lambat 2 (dua) hari terhitung sejak pemeriksaan selesai,
harus diserahkan kembali kepada kantor pos,
perusahaan telekomunikasi, atau - perusahaan
pengangkutan, setelah dibubuhi cap yang berbunyi
“telah dibuka oleh penyidik” dengan dibubuhi tanggal,
tanda tangan, dan identitas penyidik.

Jika sebelumnya dalam KUHAP hanya disebutkan bahwa

surat yang tidak ada hubungannya dengan perkara harus

segera diserahkan kembali, dalam RKUHAP ditentukan
secara tegas jangka waktu penyerahan kembali paling
lambat 2 (dua) hari.

- Penyidik dan pejabat pada semua tingkat pemeriksaan
dalam proses peradilan wajib merahasiakan isi surat

yang dikembalikan.
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Penyidik membuat Berita Acara tentang tindakan yang
dilakukan.

Penyidik harus memberikan tembusan Berita Acara
kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan
telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan
yang bersangkutan, dan kepada hakim komisaris.

k275
Penyidik berwenang memerintahkan orang yang
menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan
benda tersebut kepadanya untuk  kepentingan
pemeriksaan.

Penyidik harus membuat Berita Acara Penyerahan
benda sitaan yang ditandatangani oleh penyidik, saksi,
atau pihak yang menguasai benda yang disita.

Penyidik harus memberi tanda terima dan tembusan
Berita Acara penyerahan benda tersebut kepada orang
yang menyerahkan benda tersebut.

Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk
diserahkan kepada penyidik, jika surat atau tulisan

tersebut berkaitan dengan tindak pidana.

d) Penyimpanan, penjualan dan pengamanan  serta

pengembalian benda sitaan

Penyimpanan benda sitaan®"®

e Pejabat yang berwenang melakukan penyitaan wajib
bertanggung jawab atas benda sitaan.

e Pejabat tersebut menyampaikan atau menyerahkan
benda sitaan kepada Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara yang daerah hukumnya meliputi

tempat benda sitaan tersebut.

275 |bid., Pasal 78.

278 |bid., Pasal 80.

Universitas Indonesia

Upaya pembaharuan..., Nefa Claudia Meliala, FH Ul, 2012



122

Dalam hal benda sitaan disimpan di Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kepala Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara wajib
bertanggung jawab atas benda sitaan tersebut.
Dalam hal pada suatu daerah belum terdapat Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara, benda sitaan
disimpan di kantor pejabat yang melakukan
penyitaan.

Benda sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh
siapa pun dan untuk tujuan apapun, kecuali untuk

kepentingan pemeriksaan perkara.

Terkait ketentuan mengenai penyimpanan barang
sitaan, dalam RKUHAP ditambahkan ketentuan bahwa

apabila suatu daerah belum terdapat Rumah

Penyimpanan Benda Sitaan Negara, benda sitaan

disimpan di kantor pejabat yang melakukan penyitaan.

Penjualan dan pengamanan benda sitaan>’’

217 |bid., Pasal 81.

Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang
dapat lekas rusak atau yang membahayakan,
sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai
putusan pengadilan terhadap perkara yang
bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap
atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan
menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan
persetujuan tersangka atau terdakwa atau kuasanya
dapat diambil tindakan sebagai berikut :
» apabila perkara masih berada di tangan
penyidik atau penuntut umum, benda tersebut
dapat diamankan atau dijual lelang oleh

penyidik atau penuntut umum atas izin hakim
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komisaris, dengan disaksikan oleh tersangka
atau kuasanya,

> apabila perkara sudah berada di tangan
pengadilan, maka benda tersebut dapat
diamankan atau dijual lelang oleh penuntut
umum atas izin hakim yang menyidangkan
perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau
kuasanya.

Hasil pelelangan benda sitaan tersebut yang berupa

uang menjadi barang bukti.

Untuk kepentingan pembuktian, benda sitaan

terlebih dahulu didokumentasikan dan sedapat

mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sitaan

itu atas izin hakim komisaris.

Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang

untuk diedarkan dan tidak termasuk ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas

untuk kepentingan negara atau dimusnahkan.

- Pengembalian benda sitaan®"®

Benda yang disita dikembalikan kepada orang yang

berhak apabila :

kepentingan  penyidikan dan  penuntutan tidak
memerlukan lagi;

perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak
cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak
pidana;

perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan
umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum,

kecuali apabila benda tersebut tercipta dari tindak

278 |bid., Pasal 82.
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pidana atau benda berbahaya yang tidak dapat
dikuasai oleh umum.

e Apabila perkara sudah diputus maka benda yang
disita dikembalikan kepada orang yang berhak,
kecuali jika menurut putusan hakim benda tersebut
dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau jika
benda tersebut masih diperlukan sebagai barang
bukti dalam perkara lain.

e. Penyadapan
1) Pengertian penyadapan®’
Penyadapan yang dimaksud adalah penyadapan pembicaraan
melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain.
2) Kewenangan melakukan penyadapan?®°

Penyadapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah

tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat surat izin

dari Hakim Komisaris.
3) Syarat penyadapan®!

a) Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat
telekomunikasi yang lain yang dilakukan terhadap
pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau
diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut,
yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan.

b) Tindak pidana serius meliputi tindak pidana terhadap
Keamanan negara (Bab |, Buku Il KUHP), perampasan
kemerdekaan/penculikan (Pasal 333 KUHP*), pencurian
dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP*), pemerasan (Pasal
368 KUHP*), pengancaman (Pasal 369 KUHP*?%%),

219 bid., Pasal 83 ayat 1.
80 bid., Pasal 83 ayat 3.
81 |bid., Pasal 83 ayat 1 dan 2.

282 % Disesuaikan dengan RUU KUHP sesudah disahkan DPR.
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perdagangan orang, penyelundupan, korupsi, pencucian

uang, pemalsuan uang, keimigrasian, mengenai bahan

peledak dan senjata api, terorisme, pelanggaran berat HAM,
psikotropika dan narkotika dan pemerkosaan.

c) Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan
penyadapan tanpa surat izin dari Hakim Komisaris, dengan
ketentuan wajib memberitahukan penyadapan tersebut
kepada  Hakim Komisaris melalui penuntut umum.
Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud meliputi®®;

- bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius yang
mendesak;

- permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
terhadap keamanan negara; dan/atau

- permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak
pidana terorganisasi.

4) Pelaksanaan penyadapan

a) Dalam keadaan normal®®*

- Penuntut umum menghadap kepada Hakim Komisaris
bersama dengan penyidik dan  menyampaikan
permohonan tertulis untuk melakukan penyadapan
kepada =~ Hakim Komisaris, dengan melampirkan
pernyataan tertulis dari  penyidik tentang alasan
dilakukan penyadapan tersebut.

- Hakim Komisaris mengeluarkan penetapan izin untuk
melakukan penyadapan setelah memeriksa permohonan
tertulis tersebut.

- lzin diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari.

28 Rancangan Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana 2010, Op. Cit., Pasal 84
ayat 1 dan 2.

8% bid., Pasal 83 ayat 4-8.
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- Dalam hal Hakim Komisaris memberikan atau menolak
memberikan izin penyadapan, Hakim Komisaris harus
mencantumkan alasan pemberian atau penolakan izin
tersebut.

- Pelaksanaan penyadapan harus dilaporkan kepada
atasan penyidik dan Hakim Komisaris.

b) Dalam keadaan mendesak?®®®
- Penyadapan harus dilaporkan kepada Hakim Komisaris
paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal
penyadapan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan.
- Dalam hal Hakim Komisaris tidak memberikan
persetujuan penyadapan maka penyadapan dihentikan.

Sebelumnya, KUHAP tidak mengatur mengenai penyadapan.

Merujuk pada berbagai kewenangan yang dimiliki Hakim Komisaris
sebagaimana telah dijelaskan diatas, terlihat bahwa Hakim Komisaris memang
memiliki- kewenangan yang jauh lebih luas jika dibandingkan dengan pra
peradilan. Seperti apa yang telah dikemukakan pada bab pertama penulisan
ini, salah satu kelemahan pra peradilan adalah bahwa tidak semua upaya paksa
dapat dimohonkan pra peradilan. Sejauh ini hanya sah atau tidaknya
penangkapan atau penahanan saja yang dapat dimohonkan pra peradilan,
sementara tidak demikian halnya dengan penyitaan maupun penggeledahan.?®
Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa apabila Hakim Komisaris

disahkan, kelemahan tersebut dapat diatasi.

2. MENETAPKAN ATAU MEMUTUSKAN PEMBATALAN ATAU
PENANGGUHAN PENAHANAN
a. Kewenangan dan syarat melakukan pembatalan atau penangguhan

penahanan

%85 |bid., Pasal 84 ayat 3 dan 4.

28 | _jhat Pernyataan Permasalahan, Bab I, hal. 8.
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Atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan
kewenangannya, Hakim Komisaris, atau hakim pengadilan negeri
dapat menangguhkan penahanan dengan jaminan uang dan/atau
orang.?®’

Perbedaan prinsipil antara KUHAP dan RKUHAP dalam hal

pengaturan pembatalan atau penangguhan penahanan ini adalah

bahwa dalam KUHAP kewenangan membatalkan atau menangguhkan
penahanan ini ada pada penyidik, penuntut umum dan hakim sesuai
tingkat pemeriksaan, sementara dalam RKUHAP kewenangan ini
diberikan hanya kepada Hakim Komisaris dan hakim pengadilan
negeri. Selain itu jika dalam KUHAP penangguhan penahanan dapat
dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, dalam

RKUHAP hal tersebut menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi pihak

yang mengajukan permohonan.

b. Pelaksanaan pembatalan atau penangguhan penahanan?®®

1) Hakim Komisaris atau hakim sewaktu waktu atas permintaan
penuntut umum, dapat mencabut penangguhan penahanan dalam
hal tersangka atau terdakwa melanggar sSyarat penangguhan
penahanan yang ditentukan.

2) Terhadap penangguhan penahanan oleh hakim pengadilan negeri
pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum
dapat mengajukan keberatan perlawanan kepada Ketua pengadilan
negeri yang bersangkutan. Dalam hal penuntut umum mengajukan
keberatan perlawanan tersebut terdakwa tetap dalam tahanan
sampai dengan diterimanya penetapan Ketua pengadilan negeri.
Apabila Ketua pengadilan negeri menerima perlawanan penuntut
umum, maka dalam waktu 1 (satu) hari terhitung sesudah
penetapan Ketua pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri

wajib mengeluarkan surat perintah penahanan kembali.

87 bid., Pasal 67 ayat 1.

%88 |bid., Pasal 67 ayat 2-9.
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3) Masa antara penangguhan penahanan dan penahanan kembali tidak
dihitung sebagai masa penahanan. Apabila pada masa penahanan
tersangka atau terdakwa karena sakit dirawat oleh penyidik,
penuntut umum, atau hakim, masa penahanannya tetap dihitung.
Apabila pada masa penahanan tersangka atau terdakwa karena
sakit dirawat sendiri oleh keluarganya, masa penahanannya tidak
dihitung.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan pengawasan
penangguhan penahanan dan pembantaran tersangka atau terdakwa
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jika dibandingkan dengan KUHAP, RKUHAP mengatur secara

lebih rinci prosedur penangguhan penahanan.

3. MENETAPKAN ATAU MEMUTUSKAN BAHWA KETERANGAN
YANG DIBUAT OLEH TERSANGKA ATAU TERDAKWA DENGAN
MELANGGAR HAK UNTUK TIDAK MEMBERATKAN DIRI
SENDIRI

Hak untuk tidak memberatkan diri sendiri ini dikenal dengan
prinsip non self incrimination yang merupakan bagian dari salah satu asas
fundamental dalam hukum acara pidana, asas praduga tidak bersalah
(presumption of innocence). Hak untuk tidak memberatkan diri sendiri ini
juga terkait dengan hak untuk tidak memberikan jawaban baik dalam
proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (the right to remain
silent).?®® Prinsip non self incrimination dapat ditemukan antara lain dalam
pasal pasal dalam RKUHAP sebagai berikut :

Pasal 90

(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan
pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau
terdakwa berhak untuk memberikan atau menolak untuk
memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan
atau dakwaan yang dikenakan kepadanya.

%9 Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP), Briefing Paper RUU
KUHAP Seri 1l Bagian |1l Hak Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam RUU Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jakarta : Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana
(KuHAP), Cetakan Kesatu, 2009, hal. 21.
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(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa menggunakan
haknya untuk tidak memberikan keterangan, sikap tidak
memberikan keterangan tersebut tidak dapat digunakan
sebagai alasan untuk memberatkan tersangka atau
terdakwa.

(3) Dalam hal tersangka atau terdakwa setuju untuk
memberikan keterangan, tersangka atau terdakwa
diingatkan bahwa keterangannya menjadi alat bukti,
walaupun kemudian tersangka atau terdakwa mencabut
kembali keterangan tersebut. %°

Sebelumnya KUHAP tidak mengakomodir hak untuk diam
atau hak untuk tidak menjawab pertanyaan ini secara

tegas.

4. MENETAPKAN ATAU MEMUTUSKAN ALAT BUKTI ATAU
PERNYATAAN YANG DIPEROLEH SECARA TIDAK SAH TIDAK
DAPAT DIJADIKAN ALAT BUKTI.

Dalam RKUHAP, ketentuan mengenai alat bukti yang sah dalam
ditemui dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 175

(1) Alat bukti yang sah mencakup:

barang bukti ;

surat surat;

bukti elektronik;

keterangan seorang ahli;

keterangan seorang saksi;

keterangan terdakwa; dan.
g. pengamatan hakim.

(2) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diperoleh secara tidak melawan hukum.

(3) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu
dibuktikan.?**

+® 00 o

Sebelumnya KUHAP tidak memasukkan barang bukti, bukti elektronik dan
pengamatan hakim sebagai bagian dari alat bukti. Selain itu alat bukti

petunjuk yang sebelumya dikenal dalam KUHAP kini dihapuskan.

20 Rancangan Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana 2010, Op. Cit., Pasal 90.

21 |bid., Pasal 175.
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Dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya hal hal diluar ketentuan
pasal 175 tersebut di atas tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang
sah sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian. Sementara itu,
pernyataan yang tidak diperoleh secara sah juga tidak dapat dijadikan alat
bukti. Dalam hal ini, alat bukti atau sebuah pernyataan dianggap tidak
diperoleh secara sah dalam hal alat bukti atau pernyataan tersebut
didapatkan dengan cara yang melanggar apa yang ditentukan dalam
ketentuan undang undang yang dalam hal ini mengatur tata cara
memperoleh alat bukti atau keterangan tersebut.

MENETAPKAN ATAU MEMUTUSKAN GANTI KERUGIAN

DAN/ATAU REHABILITASI  UNTUK SESEORANG YANG

DITANGKAP ATAU DITAHAN SECARA TIDAK SAH ATAU GANTI

KERUGIAN UNTUK SETIAP HAK MILIK YANG DISITA SECARA

TIDAK SAH

a.Ganti kerugian
Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan sejumlah
uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diputus tanpa alasan
yang sah berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.?*
Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa pada
prinsipnya segala tindakan yang dilakukan dengan tidak berdasarkan
undang undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau
hukum yang diterapkan dapat dijadikan dasar alasan untuk menuntut
ganti kerugian.
b. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan hak
haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya
yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau
pemeriksaan di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan,

dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang

292 |bid., Pasal 1 ayat 22.
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undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang
diterapkan.”®® Jika merujuk pada ketentuan pasal tersebut, maka
rehabilitasi pada dasarnya dapat diberikan dalam hal seseorang
ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang
berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan. Dalam hal terdapat kesalahan
penerapan hukum, setiap orang wajib diberikan rehabilitasi apabila
oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan
hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Rehabilitasi sebagaimana dimaksud diberikan dan dicantumkan

sekaligus dalam putusan pengadilan.?®

6. MENETAPKAN ATAU MEMUTUSKAN TERSANGKA ATAU
TERDAKWA BERHAK UNTUK ATAU DIHARUSKAN UNTUK
DIDAMPINGI OLEH PENGACARA

Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak
mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum, selama
waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang
ditentukan dalam undang undang ini. Pejabat yang berwenang pada setiap
tingkat pemeriksaan wajib menunjuk seseorang sebagai penasihat hukum
untuk memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang tidak
mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan
tidak ‘'mempunyai penasihat hukum sendiri. Penasihat hukum wajib
memberikan bantuan hukum secara cuma cuma. Ketentuan tersebut tidak
berlaku jika tersangka atau terdakwa menyatakan menolak didampingi
penasihat hukum yang dibuktikan dengan berita acara yang dibuat oleh
penyidik atau penuntut umum dan ditandatangani oleh penyidik atau

penuntut umum, tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa yang

2% |bid., Pasal 1 ayat 23.

29 bid., Pasal 131 ayat 1 dan 2.
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ditahan juga berhak menghubungi penasihat hukum sesuai dengan
ketentuan dalam undang undang ini.**

Sedikit berbeda dengan RKUHAP ini, KUHAP menetapkan
kewajiban pejabat pada semua tingkat pemeriksaan menunjuk penasehat
hukum untuk tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau
pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih yang kini tidak ditemukan lagi
dalam KUHAP. Selain itu RKUHAP juga tidak mengatur mengenai
tersangka atau terdakwa yang menolak untuk didampingi penasehat

hukum.

MENETAPKAN ATAU MEMUTUSKAN BAHWA PENYIDIKAN
ATAU PENUNTUTAN TELAH DILAKUKAN UNTUK TUJUAN
YANG TIDAK SAH
a. Penyidikan
1) Pengertian Penyidikan
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk
mencari kebenaran materil dengan cara mengumpulkan bukti
bukti yang dengan bukti tersebut menjadikan terang tindak
pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya*®
2) Kewenangan Penyidikan
Pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah®":

a) pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b) pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara Kkhusus
menurut undang undang tertentu yang diberi wewenang
untuk melakukan penyidikan;

Yang dimaksud “’pejabat pegawai negeri yang ditunjuk
secara khusus menurut undang-undang tertentu yang

diberi wewenang untuk melakukan penyidikan”, ialah

2% |bid., Pasal 92-94.
2% |bid., Pasal 1 ayat 1.

297 |bid., Pasal 6.
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yang ditunjuk oleh perundang undangan administrasiyang
bersanksi pidana, misalnya pejabat Bea Cukai, Imigrasi,
Tera, Perikanan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan
lain-lain.?®
C) pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menu
menurut undang undang tertentu yang diberi wewenang
untuk melakukan penyidikan.
Yang dimaksud dengan “pejabat suatu lembaga yang
ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu
yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan®,
ialah®®:
- Kejaksaan yang berwenang menyidik pelanggaran
berat Hak Asasi Manusia, korupsi dan lain-lain;
- Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang
menyidik tindak pidana korupsi; dan
- Perwira Angkatan Laut yang berwenang menyelidiki
pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif.
Penyidikan diperluas tidak hanya pejabat kepolisian, melainkan
antara lain 2 (dua) pejabat tertentu yakni pejabat imigrasi dan
pejabat bea cukai, yang ditetapkan oleh KUHAP yang diberikan
kewenangan menyidik dan menyerahkan berkas penyidikannya
langsung kepada jaksa penuntut umum. Dengan demikian, di luar
pejabat tersebut, undang-undang lain tidak dapat menentukan
selain pejabat kepolisian negara dan pejabat penyidik tersebut. Hal
ini dimaksudkan untuk kepastian hukum dan menghindari tumpang
tindih kewenangan penyidikan di kemudian hari oleh suatu undang
undang yang mengaturnya. Keberadaan pegawai negeri sipil
penyidik (PNSP) yang dulu dikenal dengan PPNS, tetap diberikan

kewenangan sesuai dengan undang undang yang mengaturnya,

298

299

Ibid., Penjelasan Pasal 6 b.

Ibid., Penjelasan Pasal 6 c.
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tetapi dibatasi dengan memperhatikan kekhususan tugas dan fungsi
yang secara teknis memerlukan keahlian tertentu atau spesifik.
Untuk peningkatan profesionalitas penyidikan, dalam KUHAP ini
penyidik pembantu ditiadakan sehingga diharapkan seluruh
penyidik di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat
disejajarkan dengan penegak hukum lainnya.’*® Wacana
ditiadakannya penyidik pembantu ini juga mengalami penolakan
dari pihak Kepolisian.***
3) Syarat dimulainya penyidikan
Terdapat beberapa kemungkinan bagi penyelidik atau penyidik
untuk mulai melakukan tindakan penyelidikan atau penyidikan
yaitu sebagai berikut :
a) Tertangkap tangan (pasal 1 ayat 19 RKUHAP)
b) Laporan (Pasal 1 ayat 24 RKUHAP)
¢) Pengaduan (Pasal 1 ayat 25 KUHAP)
d) Mengetahui sendiri atau dengan cara-lain, misalnya dari
surat kabar, radio, atau cerita orang yang memberitakan
adanya suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana ada

di daerah hukumnya.

a) Tertangkap tangan
Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada
saat :
- Sedang melakukan tindak pidana
- Segera sesudah melakukan tindak pidana
- Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai

sebagai orang yang melakukan tindak pidana

%90 bid., Penjelasan Umum.

%% syrat No. B/211/1/2010 tertanggal 21 Januari 2010 dari Kepolisian Negara Republik

Indonesia kepada Ketua Komisi 11l DPR RI tentang Saran dan masukan Polri atas RUU tentang
HAP.
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Sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang

diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan

tindak pidana atau hasil tindak pidana.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh

seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang telah

atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana

yang diberikan hak atau kewajiban berdasarkan undang-

undang.®*? Pada prinsipnya pihak yang dapat mengajukan

laporan adalah :

Pihak yang berhak, setiap orang yang mengalami,

melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa

yang merupakan tindak pidana®®*;

Pihak yang berkewajiban, yaitu :

Setiap orang yang mengetahui permufakatan
jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap
ketentraman dan keamanan umum atau terhadap
jiwa atau terhadap hak milik®*;

Setiap  pegawai negeri,  dalam rangka
melaksanakan tugasnya Yyang mengetahui
tentang terjadinya peristiwa yang merupakan
tindak pidana dalam waktu 2 (dua) hari terhitung
sejak ~ mengetahui  terjadinya  persitiwa

tersebut®®.

¢) Pengaduan

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan

oleh pihak yeng berkepentingan kepada pejabat yang

%2 Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana 2010, Op. Cit., Pasal 1 ayat 24.

%93 bid., Pasal 12 ayat 1.
%% bid., Pasal 12 ayat 2.

%% |bid., Pasal 12 ayat 3.

Universitas Indonesia

Upaya pembaharuan..., Nefa Claudia Meliala, FH Ul, 2012



136

berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang
yang telah melakukan tindak pidana aduan yang
merugikannya.**
Orang yang berhak mengajukan aduan adalah setiap
orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau
menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak
pidana. Ini sama halnya dengan pihak yang berhak
mengajukan laporan.®®’ Laporan atau pengaduan ini
dapat diajukan kepada penyidik baik secara lisan
maupun tertulis.>*®

Dalam hal penyidik tidak menanggapi laporan
atau pengaduan dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari, maka pelapor atau pengadu dapat mengajukan
laporan atau pengaduan itu kepada penuntut umum
setempat. Penuntut umum wajib mempelajari laporan
atau pengaduan dan jika cukup -alasan dan bukti
permulaan adanya tindak pidana, dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari wajib meminta kepada penyidik untuk
melakukan penyidikan dan menunjukkan tindak pidana
apa yang dapat disangkakan dan pasal tertentu dalam
undang-undang. Jika penuntut umum berpendapat tidak
ada alasan atau perbuatan yang dilaporkan atau diadukan
bukan tindak pidana, maka penuntut umum dapat
memberi saran kepada pelapor atau pengadu untuk
menempuh jalur hukum lain. Jika penyidik dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima
permintaan untuk mulai melakukan penyidikan dari

penuntut umum tidak melakukan penyidikan, maka

%% |bid., Pasal 1 ayat 25.
%7 ihat kembali Pasal 12 ayat 1 RKUHAP.

%8 Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana 2010, Op. Cit., Pasal 12 ayat 1.
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pelapor atau pengadu dapat memohon kepada penuntut
umum untuk melakukan pemeriksaan dan penuntutan.
Turunan hasil pemeriksaan tersebut, penuntut umum
wajib menyampaikan kepada penyidik.**

Sebelumnya dalam KUHAP ketentuan mengenai
pelapor atau pengadu yang dapat memohon kepada
penuntut umum untuk melakukan penuntutan dalam hal
laporan atau aduan tidak ditindaklanjuti ini tidak diatur.

4) Pelaksanaan penyidikan
Penyidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan
tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan
tindak pidana dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung
sejak mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tersebut
wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.®'
Dalam melakukan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan
penuntut umum.®*
RKUHAP secara tegas menyatakan bahwa dalam jangka waktu
1 (satu) hari pasca diterimanya laporan atau aduan harus
dilakukan penyidikan. Sebelumnya dalam KUHAP digunakan
istilah “segera”.
Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu
peristiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana, penyidik
memberitahukan tentang dimulainya penyidikan tersebut
kepada penuntut umum dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari
terhitung sejak dimulainya penyidikan. Dalam melaksanakan
penyidikan, penyidik berkoordinasi, berkonsultasi, dan
meminta petunjuk kepada penuntut umum agar kelengkapan

berkas perkara dapat segera dipenuhi baik formil maupun

%99 bid., Pasal 12 ayat 8-12.
310 |bid., Pasal 11 ayat 1.

31 1bid., Pasal 8 ayat 1.
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eril.3*? Setelah tindakan tindakan tersebut dilakukan

apat 2 (dua) kemungkinan :

Meneruskan penyidikan

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan,

hasil penyidikan oleh penyidik dikonsultasikan kepada

penuntut umum kemudian dilakukan pemberkasan perkara.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut

umum, penyidik menyerahkan berkas perkara hasil

penyidikan rangkap 2 (dua) beserta tanggung jawab atas

tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penyidik atas permintaan penuntut umum melaksanakan

tindakan hukum tertentu untuk memperlancar pelaksanaan

sidang di pengadilan atau melaksanakan penetapan

hakim.*3

Menghentikan penyidikan

Dalam hal penyidik menemukan bahwa :

- perkara yang ditangani tidak terdapat cukup bukti atau

- peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak
pidana atau

- penyidikan dihentikan demi hukum,

Penyidik dengan persetujuan penuntut umum menghentikan

penyidikan  dengan  memberitahukan  penghentian

penyidikan tersebut dalam waktu paling lama 2 (dua) hari

terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan kepada

penuntut umum, tersangka, pelapor, korban, atau

keluarganya.®**

%12 1bid., Pasal 13
313 |bid., Pasal 15

314 |bid., Pasal 14.

ayat 1 dan 2.

ayat 1-3.
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Dalam praktek sekarang ini terjadi berkas bolak-balik
antara penyidik dan penuntut umum yang sebagian (dalam jumlah
besar) tidak lagi muncul ke pengadilan. Ada P 19 vyaitu
pengembalian berkas ke penyidik untuk dilengkapi (yang sebagian
tercecer tidak tahu rimbanya), ada P 21 yang menyatakan bahwa
berkas perkara sudah lengkap, yang membebaskan penyidik dari
urusan berkas itu selanjutnya.

Demikian, sehingga dalam Rancangan, pada saat
penyidikan dimulai dan diberitahukan kepada penuntut umum,
penuntut umum sudah memberi petunjuk, bukan ketika berkas
sudah selesai disusun oleh penyidik. Petunjuk pun tidak perlu
tertulis, boleh secara lisan, SMS, telepon, e-mail. Oleh karena itu
dalam PP pelaksanaan KUHAP akan ditunjuk jaksa zona yang
akan memberi petunjuk perkara yang terjadi di zonanya, sama
dengan di Belanda. Jadi, lebih  memudahkan penyidik
menghubungi. Jaksa zona yang wilayahnya (bukan kantornya) per
kecamatan (POLSEK). Untuk perkara kecil tidak perlu diberitahu
jaksa tentang dimulainya penyidikan dan jaksa memberi petunjuk,
hanya untuk perkara serius atau sulit pembuktiannya secara
yuridis.*"

Apa yang saat ini menjadi persoalan adalah bahwa pihak
Kepolisian tidak setuju dengan terminologi ‘konsultasi” dan
“kordinasi” pada tahap penyidikan yang digunakan dalam
RKUHAP ini. Timbul kekhawatiran bahwa dengan digunakannya
istilah tersebut pada prakteknya di lapangan nanti penuntut umum
melakukan intervensi terlalu jauh terhadap terhadap kewenangan
penyidik. Penolakan juga terjadi terhadap wacana jaksa zona (jaksa
distrik/jaksa wilayah). Jika melihat filosofi dibalik wacana
koordinasi pada tahap penyidikan dan jaksa zona ini, hal ini
seharusnya diapresiasi dan diberikan dukungan karena fenomena

bolak balik berkas perkara yang membuat penyidikan berlarut larut

315 |bid., Pasal 14.
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tanpa kepastian kerapkali terjadi pada praktek dan hal ini akan
sangat merugikan pencari keadilan dan bertentangan dengan asas
peradilan yang cepat (speedy trial).**°
b. Penuntutan
1) Pengertian penuntutan
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk menentukan
suatu perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan atau
tidak, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara
pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaaan
supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang
pengadilan.**’  Penuntut umum berwenang melakukan
penuntutan terhadap terdakwa dalam daerah hukumnya dan
melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang
mengadili.®®
2) Kewenangan penuntutan
Undang undang memberikan kewenangan kepada penuntut
umum yang dalam hal ini adalah jaksa yang diberi wewenang
oleh undang undang untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim.**
3) Pelaksanaan penuntutan
Apabila berkas perkara hasil penyidikan dinilai telah lengkap,
penuntut umum mengeluarkan surat keterangan bahwa berkas
perkara telah lengkap. Berkas perkara yang dinyatakan telah
lengkap beserta tersangka dan barang bukti diserahkan oleh
penyidik kepada penuntut umum. Apabila penuntut umum
masih menemukan kekurangan dalam berkas perkara, penuntut

umum dapat meminta penyidik untuk melakukan penyidikan

%18 Hasil wawancara dengan Nelson Sembiring, S.H., M.H., Jaksa pada Kejaksaan Tinggi
Jawa Barat pada tanggal 7 Juni 2012.

7 Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana 2010, Op Cit. Pasal 1 ayat 2.
%1% |bid., Pasal 45.

319 |bid., Pasal 1 ayat 4.
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tambahan dengan memberikan petunjuk langsung atau

melakukan penyidikan tambahan. Dalam pemeriksaan perkara

selanjutnya, apabila diperlukan tindakan hukum tertentu untuk

memperlancar pelaksanaan sidang di pengadilan atau

melaksanakan penetapan  hakim, penuntut umum dapat

melakukan tindakan hukum sendiri atau meminta penyidik

untuk melaksanakannya.?

RKUHAP dalam hal ini memberikan tambahan kewenangan

kepada penuntut umum untuk melakukan penyidikan tambahan

dan hal tersebut ditentang oleh pihak Kepolisian.***

Dengan demikian ada 2 (dua) kemungkinan sikap penuntut

umum terhadap berkas perkara yang telah disidik, yakni :

a) Melakukan penuntutan

Setelah penuntut umum menerima berkas perkara hasil
penyidikan yang lengkap dari penyidik, dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal
menerima berkas perkara hasil penyidikan, penuntut
umum menentukan berkas perkara tersebut sudah
memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan atau
tidak dilimpahkan ke pengadilan.®> Dalam hal penuntut
umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat
dilakukan  penuntutan, dalam waktu paling lama 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima
berkas hasil penyidikan, penuntut umum membuat surat

dakwaan.3?

%29 |bid., Pasal 46.

%21 syrat No. B/211/1/2010 tertanggal 21 Januari 2010 dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia kepada Ketua Komisi 11l DPR RI tentang Saran dan masukan Polri atas RUU tentang
HAP.

%22 Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana 2010, Op. Cit., Pasal 47.

%23 Ipid.
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b) Menghentikan penuntutan
Penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan
apabila®*:
1) Tidak terdapat cukup bukti ;
2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak
pidana;
3) Perkara ditutup demi hukum
Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk
menghentikan  penuntutan karena tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan
merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi
hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut
dalam surat Kketetapan. Isi  surat ketetapan
diberitahukan kepada tersangka dan apabila
tersangka ditahan, tersangka harus dibebaskan
dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung
sejak pemberitahuan. Turunan atau salinan surat
ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada
tersangka atau keluarga atau penasihat hukum,
pejabat rumah tahanan negara, penyidik, hakim,
dan pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal
penghentian ~ penuntutan karena tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan
merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi
hukum di kemudian hari ternyata terdapat alasan
baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan
kembali terhadap tersangka.?*
Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum

dan/atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan

2% |bid., Pasal 48 ayat 2.

%25 |bid., Pasal 48 ayat 2-5.
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baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Kewenangan
penuntut umum tersebut dapat dilaksanakan jika:
1) tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
2) tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat tahun);
3) tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan
pidana denda;
4) umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di
atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau
5) kerugian sudah diganti.
Khusus untuk penghentian penuntutan dalam hal umur
tersangka pada waktu melakukan tindak pidana diatas 70
tahun atau dalam hal kerugian sudah diganti, hal tersebut
hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Kemudian dalam
hal penuntut umum menghentikan penuntutan penuntut
umum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
kepada kepala kejaksaan tinggi setempat melalui kepala
kejaksaan negeri setiap bulan.*?® Sementara itu dalam hal
penuntut  umum  memutuskan untuk  menghentikan
penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau
perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan
hal tersebut dalam surat ketetapan.®*’
Pada prinsipnya terdapat perbedaan ketentuan penghentian
penuntutan dalam KUHAP dan RKUHAP. Dalam KUHAP,
penghentian penuntutan dilakukan penuntut umum dalam hal
tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan

merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum

%26 |bid., Pasal 42 ayat 2-5.

%27 |bid., Pasal 48 ayat 2.
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(ne bis in idem, kadaluarsa atau terdakwa meninggal dunia).
Sementara dalam RKUHAP, penghentian penuntutan selain
terkait hal hal tersebut juga dikaitkan dengan kewenangan
penuntut umum untuk menghentikan penuntutan dalam hal
persyaratan yang telah ditentukan secara limitatif oleh

undang undang sebagaimana telah disebutkan terpenuhi.
Dalam hal ini apabila ternyata penyidikan atau penuntutan
dilakukan untuk tujuan yang tidak sah, Hakim Komisaris dapat mengambil
tindakan menghentikan penyidikan atau penuntutan tersebut. Secara
sederhana, jika merujuk pada definisi penyidikan atau penuntutan
sebagaimana diatur dalam RKUHAP, penyidikan atau penuntutan ini dapat
dianggap telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah apabila penyidikan
atau penuntutan tersebut dilakukan dengan tujuan diluar apa yang

didefinisikan dalam rumusan pasal pasal tersebut.

MENETAPKAN ATAU MEMUTUSKAN PENGHENTIAN
PENYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN  PENUNTUTAN YANG
TIDAK BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS

Penghentian penyidikan dan penuntutan yang telah dipaparkan tersebut
diatas merupakan konsep penghentian penyidikan dan penuntutan dalam
kaitannya dengan diskresi yang dimiliki oleh penyidik dan penuntut
umum. Terkait kewenangan Hakim Komisaris untuk menghentikan
penyidikan atau penuntutan yang tidak berdasarkan oportunitas ini, penulis
berpendapat bahwa kewenangan ini dapat dilakukan Hakim Komisaris
tanpa adanya permohonan pemeriksaan keabsahan penyidikan atau
penuntutan. Atau dengan kata lain, Hakim Komisaris dapat memutuskan
hal ini berdasarkan inisiatifnya sendiri setelah dilakukan pemeriksaan
terhadap perkara yang bersangkutan. Apa yang dimaksud undang undang
dengan menghentikan penyidikan atau penuntutan yang tidak berdasarkan
oportunitas ini adalah bahwa putusan Hakim Komisaris untuk
menghentikan penyidikan atau penuntutan ini merupakan putusan yang

didasarkan pada kewenangannya sebagai hakim, bukan penghentian
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penyidikan atau penuntutan yang didasarkan pada asas oportunitas atau
diskresi penyidik atau penuntut umum. Menurut Andi Hamzah,
kewenangan Hakim Komisaris ini dapat dijalankan dalam hal misalnya
berdasarkan bukti bukti yang ada telah terjadi rekayasa perkara atau terjadi
telah terjadi konspirasi terkait penyidikan atau penuntutan suatu perkara.

MENETAPKAN ATAU MEMUTUSKAN LAYAK ATAU TIDAKNYA
SUATU PERKARA UNTUK DILAKUKAN PENUNTUTAN KE
PENGADILAN

Penuntut umum dapat mengajukan suatu perkara kepada Hakim
Komisaris untuk diputus layak atau tidak layak untuk dilakukan
penuntutan ke pengadilan. Sebelum memberi putusan tentang layak atau
tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan, Hakim
Komisaris dapat memeriksa tersangka dan saksi serta mendengar konklusi
penuntut umum. Putusan Hakim Komisaris tentang layak atau tidak layak
suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan adalah putusan pertama
dan terakhir. Apabila Hakim Komisaris memutus suatu perkara tidak
layak dilakukan penuntutan ke pengadilan, maka penuntut umum
mengeluarkan surat perintah penghentian  penuntutan. Sementara itu
apabila penuntut umum menemukan bukti baru atas perkara tersebut,
penuntut umum meminta kepada Hakim Komisaris agar diputuskan
penuntutan dapat dilanjutkan.3?

Perubahan cukup signifikan dalam RKUHAP terlihat dari
ketentuan pasal ini dimana kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan
persetujuan penghentian penuntutan suatu perkara kini beralih kepada

Hakim Komisaris.

MENETAPKAN ATAU MEMUTUSKAN PELANGGARAN
TERHADAP HAK TERSANGKA APAPUN YANG LAIN YANG
TERJADI SELAMA TAHAP PENYIDIKAN.

328 |bid., Pasal 44.
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RKUHAP mengatur hak hak tersangka dan terdakwa dalam Bab V
tentang Hak Tersangka dan Terdakwa dalam ketentuan Pasal 88 sampai
dengan 102. Pelanggaran terhadap hak hak ini dapat dibawa kepada Hakim
Komisaris. Hak hak tersebut meliputi :

a. Tersangka yang ditangkap atau ditahan berhak mendapat pemeriksaan
oleh penyidik dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak
ditangkap atau ditahan. Berkas perkara tersangka tersebut harus
diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai. Dalam hal tersangka
tidak ditahan, berkas perkara tersangka harus diserahkan kepada
penuntut umum dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak penyidikan dimulai. Apabila terjadi suatu hal yang
sangat memaksa sehingga dalam jangka waktu tersebut penyidikan
belum dapat diselesaikan, penyidik dapat meminta perpanjangan
waktu penyidikan kepada Hakim Komisaris melalui penuntut umum
untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyidikan
dimulai dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh)
hari.

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak
menerima penyerahan perkara dari penyidik, penuntut umum wajib
membuat surat dakwaan kemudian membacakannya kepada terdakwa.
Apabila terjadi suatu hal yang sangat memaksa sehingga dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pembuatan surat dakwaan belum dapat
diselesaikan, penuntut umum dapat meminta perpanjangan waktu
penuntutan kepada Hakim Komisaris untuk waktu paling lama 14
(empat belas) hari. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung
sejak surat dakwaan dibacakan, berkas perkara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilimpahkan ke pengadilan negeri, dan dalam
waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak ditahan,

terdakwa harus sudah diperiksa di pengadilan negeri. 3%

329 |bid., Pasal 88.
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KUHAP hanya menyatakan bahwa tersangka berhak segera mendapat
pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada
penuntut umum agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh
penuntut umum dan segera diadili oleh pengadilan tanpa mengatur
secara jelas ketentuan mengenai jangka waktu.

b. Dalam rangka pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan
di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak :

1) menunjuk penasihat hukumnya dan memberikan identitas
mengenai dirinya;

2) diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya
tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya; dan

3) diberitahu tentang haknya.

Pemberitahuan tentang hak tersangka atau terdakwa sebagaimana

dimaksud dituangkan dalam Berita Acara.**°

KUHAP tidak secara eksplisit mengatur mengenai penunjukan

penasehat hukum, pemberitahuan hak tersangka atau terdakwa serta

kewajiban pembuatan Berita Acara.

c. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di
sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan
atau menolak untuk memberikan  Kketerangan berkaitan dengan
sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya. Dalam hal
tersangka atau terdakwa menggunakan haknya untuk tidak
memberikan keterangan, sikap tidak memberikan keterangan tersebut
tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memberatkan tersangka
atau terdakwa. Dalam hal tersangka atau terdakwa setuju untuk
memberikan keterangan, tersangka atau terdakwa diingatkan bahwa
keterangannya menjadi alat bukti, walaupun kemudian tersangka atau

terdakwa mencabut kembali keterangan tersebut.®**

330 |bid., Pasal 89.

31 |bid., Pasal 90.
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KUHAP hanya sebatas menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa
berhak memberikan keterangan secara bebas.

d. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di
sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu
mendapat bantuan juru bahasa (Pasal 169 RKUHAP). Dalam hal
tersangka atau terdakwa buta, bisu, atau tuli diberikan bantuan (Pasal
170 RKUHAP). %

e. Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak
mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum,
selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara
yang ditentukan dalam undang undang ini.**

f. Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan wajib
menunjuk seseorang sebagai penasihat hukum untuk memberi bantuan
hukum kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak
mempunyai penasihat hukum sendiri. Penasihat hukum wajib
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Ketentuan tersebut
tidak berlaku jika tersangka atau terdakwa menyatakan menolak
didampingi penasihat hukum yang dibuktikan dengan berita acara yang
dibuat oleh penyidik atau penuntut umum dan ditandatangani oleh
penyidik atau penuntut umum, tersangka atau terdakwa.***

g. Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak menghubungi penasihat
hukum sesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini.>*

h. Tersangka atau terdakwa yang berkewarganegaraan asing yang ditahan
berhak menghubungi perwakilan negaranya selama perkaranya
diproses. Hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud harus

diberitahu kepada yang bersangkutan segera setelah ditahan. Dalam hal

332 |bid., Pasal 91.
333 |bid., Pasal 92.
34 Ibid., Pasal 93.

335 |bid., Pasal 94.
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negara dari tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud tidak
mempunyai perwakilan di Indonesia, tersangka atau terdakwa berhak
menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi.®*®

i. Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak  mempunyai
kewarganegaraan, tersangka atau terdakwa berhak menunjuk
perwakilan suatu negara untuk dihubungi.®*’

KUHAP tidak mengatur secara rinci perihal bantuan hukum untuk
tersangka berkewarganegaraan asing dan tersangka yang tidak
berkewarganegaraan.

J. Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak menghubungi dan
menerima kunjungan dokter atau rohaniwan untuk kepentingan
pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani atas dirinya.**®

k. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima
kunjungan pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau hubungan
lain dengan tersangka atau terdakwa guna mendapat jaminan
penangguhan penahanan atau bantuan hukum.**°

. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan
perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima
kunjungan sanak keluarga tersangka atau terdakwa untuk kepentingan
pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga yang tidak ada
hubungannya dengan perkara.>*

m. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim dan menerima surat dari
dan kepada penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali
diperlukan olehnya. Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa
dengan penasihat hukumnya atau dengan sanak keluarganya tidak

boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat

%% |bid., Pasal 95.
%7 Ibid., Pasal 96.
%% |bid., Pasal 97.
%% Ibid., Pasal 98.

340 |bid., Pasal 99.
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Rumah Tahanan Negara, kecuali jika terdapat cukup alasan diduga
bahwa surat menyurat tersebut disalahgunakan. Dalam hal surat untuk
tersangka atau terdakwa diperiksa oleh penyidik, penuntut umum,
hakim, atau pejabat Rumah Tahanan Negara, maka pemeriksaan
tersebut diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat
tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap
yang berbunyi “telah diperiksa”.341

n. Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi
dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus yang jumlah orangnya
ditentukan oleh hakim guna memberikan keterangan yang
menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.*?

0. Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian

dan rehabilitasi.>**

D. PIHAK PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN

KEPADA HAKIM KOMISARIS

Terkait pengajuan permohonan pemeriksaan yang dilakukan oleh

Hakim Komisaris, RKUHAP mengatur sebagai berikut®**:

1. Permohonan diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh
penuntut umum, kecuali ketentuan mengenai layak atau tidaknya suatu
perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan hanya dapat diajukan
oleh penuntut umum.

2. Hakim Komisaris dapat memutuskan atas inisiatifnya sendiri, kecuali
ketentuan mengenai layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan
penuntutan ke pengadilan.

Apabila dalam KUHAP diatur bahwa penyidik dan penuntut umum

menjadi para pihak yang dapat mengajukan permohonan pra peradilan

341 1bid., Pasal 100.
%42 |bid., Pasal 101.
383 |bid., Pasal 102.

4 bid., Pasal 111 ayat 2 dan 3.
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dalam kaitannya dalam menguji keabsahan penghentian penyidikan atau
penuntutan®*, dalam RKUHAP hal ini tidak lagi diakomodir. Hal ini
dilatarbelakangi oleh semangat untuk lebih ‘“mengakrabkan” hubungan
penyidik dan penuntut umum dalam kerangka koordinasi sehingga
seharusnya tidak lagi terdapat perbedaan pendapat terhadap harus
dihentikannya perkara pada tingkat penyidikan atau penuntutan.®*® Sementara
itu untuk pihak ketiga berkepentingan yang terkait dengan penghentian
perkara pada tingkat penyidikan atau penuntutan (saksi korban, pelapor,
atau pengadu) tidak secara tegas dinyatakan dalam RKUHAP sebagai pihak
pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada Hakim
Komisaris. Namun demikian, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 113 ayat
4 RKUHAP yang menegaskan adanya kewenangan Hakim Komisaris untuk
memutus sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan,
menurut hemat penulis, seharusnya hak untuk mengajukan permohonan
terkait hal ini juga diberikan kepada pihak ketiga berkepentingan.*’

Terkait insiatif Hakim Komisaris dalam memutus, Andi Hamzah,
selaku Ketua Tim Nasional RKUHAP menjelaskan inisitaif yang dimaksud
disini dengan menggunakan istilah “proaktif’ terutama dalam hal
pengawasan upaya paksa. Jika dilihat memang rancangan mengatur adanya
kewajiban untuk menghadapkan tersangka yang ditahan kepada Hakim
Komisaris. Sementara itu terkait pelaksanaan penyitaan, penggeledahan
maupun penyadapan, penyidik maupun penuntut umum harus mendapatkan
izin atau persetujuan dari Hakim Komisaris.**® Berdasarkan prosedur tersebut

terlihat bahwa pada prinsipnya rancangan mengatur bahwa pelaksanaan

35 Lihat Bab 11 hal. 68.

#5Tim Rancangan Undang Undang KUHAP, Naskah Akademik Rancangan Undang

Undang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., hal. 12.

7 pasal 113 ayat 4 RKUHAP menyatakan :

Dalam hal hakim komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut umum harus segera melanjutkan
penyidikan atau penuntutan.

#8 Andi Hamzah, “Penjelasan Beberapa Hal Dalam Naskah Akademik Rancangan

Undang Undang Hukum Acara Pidana”, Op. Cit., hal 6.

Universitas Indonesia

Upaya pembaharuan..., Nefa Claudia Meliala, FH Ul, 2012



152

kewenangan yang dimiliki Hakim Komisaris ini sebagian diajukan melalui
prosedur permohonan layaknya pra peradilan namun putusan atas
permohonan tersebut dijatunkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari
(pra peradilan 7 (tujuh) hari, sementara sebagian lainnya dilakukan secara
proaktif oleh Hakim Komisaris dengan memeriksa berkas berkas terkait yang
relevan termasuk memanggil pihak pihak terkait dalam rangka
mempertimbangkan untuk memberikan izin atau memeriksa permohonan.

Dengan demikian persoalan dalam pra peradilan dimana jika tidak ada
permintaan pra peradilan, sekalipun tindakan penangkapan, penahanan,
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan secara nyata nyata telah
menyimpang dari ketentuan yang berlaku, sidang pra peradilan tidak dapat
dilaksanakan karena inisiatif permohonan pra peradilan ini terletak pada
tersangka, terdakwa, maupun pihak yang merasa dirugikan dapat teratasi,
paling tidak untuk upaya paksa.**°

Sementara itu, persoalan lain dalam pra peradilan terkait posisi yang
tidak seimbang antara penegak hukum dan tersangka atau terdakwa yang
mengalami upaya paksa, sehingga dalam hal terjadi intimidasi atau
penyiksaan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum selama masa
penyidikan dan penuntutan, tersangka, terdakwa maupun keluarganya tidak
memiliki keberanian untuk mengajukan permohonan pra peradilan memang
tidak secara serta merta dapat teratasi dengan keberadaan Hakim Komisaris.
Hal ini dikarenakan selalu terdapat kemungkinan bahwa tersangka atau
terdakwa yang mengalami penyiksaan atau intimidasi pada tahap
pemeriksaan pendahuluan berada dalama posisi tertekan dan tidak memiliki
cukup keberanian untuk mengajukan permohonan pemeriksaan. Sekalipun
tidak secara serta merta dapat teratasi, persoalan ini diharapkan dapat paling
tidak diminimalisir melalui keberadaan Hakim Komisaris yang menjalankan
perannya secara maksimal. Terkait hal ini, menurut hemat penulis, selain
diperlukan hakim yang kompeten dan berintegritas, diperlukan pula sebuah
mekanisme khusus yang mampu menjamin keleluasaan tersangka, terdakwa

untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Hakim Komisaris

9 |ihat Pernyataan Permasalahan, Bab I, hal. 8.
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sehingga akses terhadap keadilan dalam hal ini dapat lebih terfasilitasi

dengan baik.

E. ACARA PEMERIKSAAN OLEH HAKIM KOMISARIS
1. TATA CARA PEMERIKSAAN OLEH HAKIM KOMISARIS

RKUHAP mengatur tata cara pemeriksaan oleh Hakim Komisaris
sebagai berikut®®:

a. Hakim Komisaris memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2
(dua) hari terhitung sejak menerima permohonan.

b. Hakim Komisaris memberikan putusan berdasarkan hasil penelitian
salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penyitaan, atau
catatan lainnya yang relevan.

c. Hakim Komisaris dapat mendengar keterangan dari tersangka atau
penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum.

d. Apabila diperlukan, Hakim Komisaris dapat meminta keterangan
dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang
relevan.

e. Permohonan sebagaimana dimaksud tidak menunda proses
penyidikan.

Jika dibandingkan dengan KUHAP, terlihat bahwa RKUHAP ini belum

mengatur secara jelas mengenai detail prosedur atau mekanisme

pemeriksaan perkara yang diajukan kepada Hakim Komisaris untuk
diperiksa.

Sebagaimana telah disebutkan pada bab pertama, salah satu
kelemahan pra peradilan adalah bahwa dalam hal suatu perkara sudah
mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan terhadap
permohonan pra peradilan belum selesai, pemohonan pra peradilan
tersebut akan gugur secara otomatis.*' Dalam RKUHAP ini tidak diatur

ketentuan mengenai gugurnya permohonan yang diajukan kepada Hakim

%0 Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana 2010, Op. Cit., Pasal 112.

%! ihat Pernyataan Permasalahan, Bab I, hal. 8.

Universitas Indonesia

Upaya pembaharuan..., Nefa Claudia Meliala, FH Ul, 2012



154

Komisaris. Dengan demikian, menurut hemat penulis, dalam hal suatu
perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan
pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan kepada Hakim
Komisaris belum diputus, pemeriksaan perkara yang bersangkutan pada
sidang pengadilan harus menunggu putusan Hakim Komisaris.

Seperti apa yang telah disebutkan pada bab pertama penulisan ini,
salah satu hal yang ditentang oleh pihak yang kontra terhadap disahkannya
Hakim Komisaris adalah bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim
Komisaris terhadap penyidik, penuntut umum, tersangka maupun terdakwa
dan saksi saksi pada dasamya bersifat tertutup sehingga tidak terdapat
transparansi dan akuntabilitas publik.*** Namun demikian, seperti apa
yang telah ditegaskan pada bagian awal bab ini, Hakim Komisaris versi
RKUHAP sama sekali bukan tiruan Rechter Commisaris di Belanda
dimana pemeriksaanya bersifat tertutup. Andi Hamzah selaku Ketua Tim
RKUHAP menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan Hakim
Komisaris ini akan bersifat terbuka. Sebagai ilustrasi, Andi Hamzah
menyatakan bahwa mekanisme pemeriksaan yang dilakukan dapat meniru
hakim yang khusus dibentuk di Prancis, juge des liberte et de la detention
(hakim pembebasan dan penahanan). Hakim ini duduk setiap hari kerja
menunggu tahanan dibawa kepadanya oleh polisi dan jaksa. Sebelum
menandatangani surat perintah penahanan hakim itu menanyakan beberapa
hal mengenai duduk perkara. Ruang hakim ini tidak lebih dari empat meter
persegi dengan perabotan ala kadarnya. Penasehat hukum boleh hadir dan
memohon dengan alasan agar tersangka tidak ditahan. Hakim ini

melakukan pemeriksaan yang terbuka untuk umum.**®

PUTUSAN DAN PENETAPAN HAKIM KOMISARIS

Putusan dan penetapan Hakim Komisaris harus memuat dengan jelas

dasar hukum dan alasannya sebagai berikut®** :

%2 | ihat Pernyataan Permasalahan, Bab I, hal. 9.
%3 Lihat kembali Bab 111, hal. 100-101.

%% Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana 2010, Op. Cit., Pasal 113.
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a. Dalam hal Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan
penahanan tidak sah, penyidik atau penuntut umum pada tingkat
pemeriksaan masing-masing harus mengeluarkan tersangka dari
tahanan.

b. Dalam hal Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan penyitaan
tidak sah, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan
atau diputuskan, benda yang disita harus dikembalikan kepada yang
paling berhak kecuali terhadap benda yang terlarang.

c. Dalam hal Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa
penghentian  penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah,
penyidik atau penuntut umum harus segera melanjutkan penyidikan
atau penuntutan.

d. Dalam hal Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa
penahanan tidak sah, Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian
ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah pemberian ganti kerugian
dan/atau rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

f. Penetapan atau putusan Hakim Komisaris tidak dapat diajukan upaya
hukum banding atau kasasi.**®

Jika dibandingkan dengan KUHAP, terkait kewenangan yang diberikan
undang undang kepada Hakim Komisaris, RKUHAP ini memang belum
mengatur secara jelas bunyi berbagai amar putusan yang dapat
dijatunkan Hakim Komisaris atas perkara yang diperiksanya. Selain itu,
berbeda dengan KUHAP yang masih membuka peluang untuk
dilakukannya upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan yang
menentukan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan,
hal tersebut tidak lagi diakomodir dalam RKUHAP.

PEMERIKSAAN ATAS PERMOHONAN GANTI KERUGIAN ATAU
REHABILITASI

%5 Ibid., Pasal 122.
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Hakim Komisaris melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti
356.

kerugian atau rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut™":

a.

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima
permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;

sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon,
penyidik, atau penuntut umum;

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus
sudah memberikan putusan.

Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh  pengadilan negeri,
permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak dapat diajukan

kepada Hakim Komisaris.

F. SYARAT, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
HAKIM KOMISARIS
1. PERSYARATAN UNTUK MENJADI HAKIM KOMISARIS

RKUHAP mengatur syarat syarat untuk menjadi Hakim Komisaris
357.

sebagai berikut™":

a.

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Komisaris, seorang hakim harus
memenuhi syarat memiliki kapabilitas dan integritas moral yang
tinggi;

bertugas sebagai hakim di pengadilan negeri sekurang kurangnya 10
(sepuluh) tahun;

berusia serendah rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi
tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun; dan

berpangkat serendah-rendahnya golongan Ill/c.

2. PENGANGKATAN DAN CARA KERJA HAKIM KOMISARIS

RKUHAP mengatur pengangkatan dan tata cara kerja Hakim Komisaris

358.

sebagai berikut®":

%8 |bid., Pasal 114.

%7 Ibid., Pasal 115.

8 |bid., Pasal 116, 119-121.
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a. Hakim Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul
ketua pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi pengadilan
negeri setempat.

b. Hakim Komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun
dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

c. Selama menjabat sebagai Hakim Komisaris, hakim pengadilan negeri
dibebaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain
yang berhubungan dengan tugas pengadilan negeri.

d. Setelah selesai masa jabatannya, Hakim Komisaris dikembalikan
tugasnya ke pengadilan negeri semula, selama belum mencapai batas
usia pensiun

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan
pemberhentian hakim komisaris diatur dengan Peraturan Pemerintah.

f. Hakim Komisaris berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara.

g. Hakim Komisaris merupakan hakim tunggal, memeriksa, menetapkan,
atau memutus karena jabatannya seorang diri.

h. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Komisaris dibantu oleh seorang

panitera dan beberapa orang staf sekretariat.

3. PEMBERHENTIAN HAKIM KOMISARIS
a. Pemberhentian dengan hormat

Hakim Komisaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya,
karena®®:
1) telah habis masa jabatannya;
2) atas permintaan sendiri;
3) sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
4) tidak cakap dalam menjalankan tugasnya; atau
5) meninggal dunia
Penilaian mengenai ketidakcakapan Hakim Komisaris dalam
menjalankan tugasnya tersebut dilakukan oleh Tim Pengawas

sebagaimana mekanisme pengawasan di pengadilan tinggi.

9 |bid., Pasal 117.
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b. Pemberhentian dengan tidak hormat

Hakim Komisaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya,

karena®®:

1) Hakim Komisaris diberhentikan dengan tidak hormat dari
jabatannya karena:

2) dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;

3) melakukan perbuatan tercela,

4) terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas
dan wewenangnya;

5) melanggar sumpah jabatan; atau

6) merangkap jabatan sebagaimana dilarang dalam peraturan
perundang undangan.

KUHAP tidak secara eksplisit mengatur kentuan mengenai syarat, tata
cara pemberhentian dan pengangkatan hakim pra peradilan, namun
RKUHAP mengatur hal tersebut. Namun demikian, merujuk pada
ketentuan pasal 120 RKUHAP tersebut disebutkan bahwa ketentuan lebih
lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian

hakim komisaris diatur dengan Peraturan Pemerintah.

%0 |bid., Pasal 118.
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BAB IV

UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA NASIONAL
MELALUI HAKIM KOMISARIS

Pada bab bab terdahulu telah dijelaskan bagaimanakah sebenarnya
KUHAP mengatur mengenai pra peradilan dan bagaimana pula RKUHAP
mengatur mengenai Hakim Komisaris. Seperti apa yang telah dikemukakan pada
bab pertama penulisan ini, pada prinsipnya terdapat beberapa persoalan pokok
yang menjadi fokus utama dalam menyikapi keberadaan pra peradilan dalam
KUHAP. Berbagai persoalan yang timbul tersebutlah yang kemudian
menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya penyempurnaan terhadap pra
peradilan. Hal ini tentunya dikarenakan pra peradilan memiliki banyak kelemahan
sehingga tidak mampu lagi mengimbangi perkembangan yang terjadi dalam
masyarakat. Berbagai kelemahan tersebut juga berimplikasi terhadap
ketidakmampuan pra peradilan dalam mengakomodir pemenuhan keadilan dan
kepastian hukum yang dalam hal ini akan sangat merugikan para pencari keadilan.

Beberapa persoalan yang timbul yang kemudian menjadi fokus utama
dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua upaya paksa dapat dimohonkan pra peradilan. Sejauh ini
hanya sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan saja yang dapat
dimohonkan pra peradilan, sementara tidak demikian halnya dengan
penyitaan maupun penggeledahan.

2. Dalam prakteknya, seringkali lembaga pra peradilan tidak mampu menguiji
sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan secara materil.

3. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri,
sedangkan pemeriksaan terhadap permohonan pra peradilan belum selesai,
pemohonan pra peradilan tersebut akan gugur secara otomatis.

4. Apabila tidak ada permohonan pra peradilan, sekalipun tindakan
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan secara nyata nyata telah menyimpang dari ketentuan yang

berlaku, sidang pra peradilan tidak dapat dilaksanakan karena inisiatif
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permohonan pra peradilan ini terletak pada tersangka, terdakwa, maupun

pihak yang merasa dirugikan.

5. Posisi yang tidak seimbang antara penegak hukum dan tersangka atau
terdakwa yang mengalami upaya paksa, sehingga dalam hal terjadi
intimidasi atau penyiksaan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum
selama masa penyidikan dan penuntutan, tersangka, terdakwa maupun
keluarganya tidak memiliki keberanian untuk mengajukan permohonan pra
peradilan.

Berbagai persoalan tersebut diataslah yang kemudian memunculkan ide
untuk mengganti pra peradilan dalam KUHAP dengan Hakim Komisaris melalui
RKUHAP. Ide ini timbul tentunya dengan harapan bahwa Hakim Komisaris
mampu ~mengatasi berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pra
peradilan. Namun demikian sekalipun mengusung wacana upaya pembaharuan
hukum acara pidana, ide untuk menghapus pra peradilan dan menggantikannya
dengan Hakim Komisaris masih terus mengundang perdebatan dengan alasan
lembaga ini juga ternyata masih memiliki banyak kelemahan, antara lain®":

1. Dalam lembaga Hakim Komisaris seperti yang pernah diberlakukan di
Belanda, hak pengawasan timbul dari inisiatif kekuasaan kehakiman
(yudikatif), bukan bersumber dari hak seseorang untuk mengajukan
perlawanan terhadap upaya paksa atau penghentian penyidikan dan
penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum
yang dianggap tidak sah.

2. Jika melihat mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim
Komisaris di Belanda, dalam hal lembaga Hakim Komisaris diberlakukan
dalam hukum acara pidana nasional, pemeriksaan yang dilakukan oleh
Hakim Komisaris terhadap penyidik, penuntut umum, tersangka maupun
terdakwa dan saksi saksi pada dasarnya bersifat tertutup sehingga tidak
terdapat transparansi dan akuntabilitas publik.

3. Sebagian kalangan berpendapat bahwa keberadaan Hakim Komisaris

merupakan bentuk intervensi terhadap pemeriksaan pendahuluan yang

%1 |_ihat Pernyataan Permasalahan, Bab | hal. 8.
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dalam hal ini merupakan kewenangan penuh masing masing instansi

terkait (penyidik dan penuntut umum) sehingga konsep ini harus ditolak.

Berdasarkan paparan diatas, apa yang kemudian akan dijelaskan pada bab
ini adalah apakah ide untuk mengganti pra peradilan dalam KUHAP dengan
Hakim Komisaris melalui RKUHAP merupakan langkah tepat menuju
pembaharuan hukum acara pidana nasional. Dalam hal ini, satu hal yang patut
menjadi perhatian adalah bahwa polemik terkait wacana pengesahan Hakim
Komisaris muncul dikarenakan adanya semacam kekhawatiran bahwa lembaga
baru ini justru merupakan sebuah kemunduran, bukan kemajuan, mengingat
lembaga serupa pernah ditolak pada saat diintrodusir dalam RKUHAP 1974
dengan alasan terlampau luasnya kewenangan lembaga ini dalam melakukan
intervensi terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum pada tahap
pemeriksaan pendahuluan.®®

Sebelumnya dalam pembahasan pada bab ketiga telah dijelaskan bahwa
Hakim Komisaris versi RKUHAP berbeda dan sama sekali bukan tiruan Rechter
Commisaris yang selama ini dikenal di Belanda. Hakim Komisaris versi
RKUHAP tidak menjalankan fungsinya sebagai hakim penyidik sehingga hanya
merupakan examinating judge dan bukan investigating judge seperti Rechter
Commisaris. Jika kemudian terminologi yang digunakan adalah Hakim
Komisaris, ini dikarenakan penggunaan terminologi pra peradilan dianggap
kurang tepat karena menurut Andi Hamzah, istilah peradilan pidana (criminal
justice) itu dari penyidikan sampai eksekusi, sehingga tidak mungkin ada hakim
pra penyidikan. Selain itu, Joan Miller, seorang pakar hukum criminal justice
system dari Amerika pada ceramahnya di Universitas Indonesia tahun 1989
menyatakan bahwa sistem peradilan pidana itu mulai dari perancangan undang
undang pidana sampai narapidana keluar dari pemasyarakatan. Robert Strang,
seorang pakar hukum dari Amerika lah yang kemudian menggunakan istilah
Hakim Komisaris sebagai terjemahan dari Commisioner Judge.®** Fenomena yang

kemudian terjadi atas penggunaan istilah Hakim Komisaris ini adalah bahwa

%2 jhat Bab 111 hal. 82.

363 Lihat Bab 111 hal. 90-91.
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sebagian besar orang kemudian mengalami semacam “alergi” karena Hakim
Komisaris ini dianggap identik dengan Rechter Commisaris di Belanda. Apabila
Indonesia kemudian mengadopsi lembaga yang bahkan telah ditolak pada saat
diintrodusir dalam RKUHAP 1974, tentulah hal ini merupakan sebuah
kemunduran yang harus ditolak.

Menyikapi persoalan tersebut, apa yang kemudian harus dipahami secara
lebih mendalam adalah bahwa hal yang menjadi jauh lebih penting untuk
diperhatikan adalah kewenangan dari lembaga baru ini merupakan sesuatu yang
jauh lebih substansial daripada persoalan seputar pemilihan istilah yang tepat. Jika
kemudian anti -menggunakan istilah Hakim Komisaris, Andi Hamzah
memberikan alternatif istilah hakim pra sidang atau hakim pemeriksa pendahuluan
yang dapat digunakan tanpa kemudian merubah esensi dari keberadaan lembaga
ini sebagai mekanisme kontrol horizontal terhadap kewenangan yang dimiliki
aparat penyidik dan penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan.*®*

Pada bab pertama penulisan ini juga telah disebutkan secara spesifik hal
hal yang akan diteliti dalam penulisan ini. Hal hal tersebutlah yang pada akhirnya
akan digunakan sebagai indikator untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan
apakah pada prinsipnya akan terjadi pembaharuan hukum acara pidana nasional
melalui Hakim Komisaris sebagai pengganti pra peradilan. Hal hal yang secara
spesifik diteliti dalam penulisan ini dan akan dipaparkan pada bab ini adalah
persoalan mengenai®®®:

1. Keberadaan Hakim Komisaris dan pra peradilan sebagai lembaga
pengawasan kewenangan penyidik dan penuntut umum pada tahap
pemeriksaan pendahuluan.

2. Prospek Hakim Komisaris dalam mewujudkan Sistem Peradilan Pidana
terpadu (integrated criminal justice system) jika dibandingkan dengan pra
peradilan.

3. Prospek Hakim Komisaris dalam mewujudkan keadilan dan kepastian

hukum baik bagi tersangka maupun pihak lain yang merasa dirugikan

34 Lihat Bab 111 hal. 90-91.

%5 |_ihat Pertanyaan Penelitian, Bab I hal. 9.
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kepentingannya pada tahap pemeriksaan pendahuluan jika dibandingkan

dengan pra peradilan.

Dengan demikian, secara garis besar, bab ini akan berisi pembahasan
mengenai perbandingan antara pra peradilan dan Hakim Komisaris dengan
meletakkan fokus atau menyoroti keberadaan kedua lembaga tersebut dalam
konteks lembaga pengawasan, Sistem Peradilan Pidana terpadu (integrated
criminal justice system), serta keadilan dan kepastian hukum. Dengan kata lain,
bab ini akan mencoba menjelaskan konsep ideal lembaga pengawasan
kewenangan penyidik dan penuntut umum (mekanisme kontrol horizontal) dalam
kaitannya dengan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice
system) demi pemenuhan rasa keadilan serta terciptanya kepastian hukum
terutama bagi tersangka maupun pihak lain yang merasa dirugikan
kepentingannya pada tahap pemeriksaan pendahuluan®®

Terkait pembahasan mengenai perbandingan antara pra peradilan dan
Hakim Komisaris dalam konteks lembaga pengawasan, Sistem Peradilan Pidana
terpadu (integrated criminal justice system), serta keadilan dan kepastian hukum
tersebut, penulisan ini akan menggunakan 3 (tiga) hal sebagai indikator yang
dalam hal ini telah dijelaskan pada bab kedua dan ketiga penulisan ini, yaitu :

1. Kewenangan pra peradilan dan Hakim Komisaris ;

2. Para pihak yang berhak mengajukan permohonan pra peradilan dan

permohonan kepada Hakim Komisaris ;

3. Hukum acara pemeriksaan permohonan pra peradilan dan permohonan

kepada Hakim Komisaris.

Ketiga hal tersebut tentu menjadi amat penting mengingat hal hal
tersebutlah yang pada akhirnya akan menunjukkan bagaimanakah sebenarnya
kedua lembaga tersebut menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan
kewenangan penyidik dan penuntut umum (mekanisme kontrol horizontal) dalam
kaitannya dengan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice
system) demi pemenuhan rasa keadilan serta terciptanya kepastian hukum
terutama bagi tersangka maupun pihak lain yang merasa dirugikan

kepentingannya pada tahap pemeriksaan pendahuluan.

%6 | _jhat Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Bab | hal. 10.

Universitas Indonesia

Upaya pembaharuan..., Nefa Claudia Meliala, FH Ul, 2012



164

Berikut ini akan kembali dipaparkan secara singkat mengenai kewenangan

pra peradilan dan Hakim Komisaris, para pihak yang berhak mengajukan

permohonan pra peradilan dan permohonan kepada Hakim Komisaris, serta

hukum acara pemeriksaan permohonan pra peradilan dan permohonan kepada

Hakim Komisaris yang sebelumnya telah dijelaskan pada bab kedua dan ketiga.

Pemaparan ulang ini dimaksudkan agar pemahaman komprehensif terkait

keberadaan kedua lembaga tersebut dapat diperoleh sehingga pertanyaan

pertanyaan penelitian yang menjadi fokus dalam penulisan ini juga pada akhirnya

dapat terjawab.

Indikator

Pra Peradilan

Hakim Komisaris

1. Kewenangan

2. Pasal
pasal

Memeriksa

1 ayat 10 jo
77 KUHAP :
dan

memutus :

a.

3. Pasal

Sah
tidaknya
penangkapan
Sah atau
tidaknya
penahanan
Sah
tidaknya
penghentian
penyidikan
Sah
tidaknya
penghentian
penuntutan
Pemberian
ganti  Kkerugian
dan atau
rehabilitasi atas
perkara  yang
tidak diajukan
ke pengadilan
(dihentikan
pada  tingkat
penyidikan atau
penuntutan)

atau

atau

atau

82 ayat 1

Pasal

111 ayat 1

RKUHAP :

Menetapkan

atau

memutuskan :

a.

sah atau tidaknya
penangkapan,
penahanan,
penggeledahan,
penyitaan, atau
penyadapan;
pembatalan atau
penangguhan
penahanan;
bahwa
keterangan yang
dibuat oleh
tersangka  atau
terdakwa dengan
melanggar  hak
untuk tidak
memberatkan
diri sendiri;

alat bukti atau
pernyataan yang
diperoleh secara
tidak sah tidak
dapat dijadikan
alat bukti

ganti  Kkerugian
dan/atau
rehabilitasi untuk
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huruf b KUHAP :

4. Pasal

a. Pemberian ganti
kerugian dan
atau rehabilitasi
akibat tidak
sahnya
penangkapan

b. Pemberian ganti
kerugian dan
atau rehabilitasi
akibat tidak
sahnya
penahanan

c. Pemberian ganti
kerugian dan
atau rehabilitasi
akibat  sahnya
penghentian
penyidikan

d. Pemberian ganti
kerugian dan
atau rehabilitasi
akibat  sahnya
penghentian
penuntutan

e. Memeriksa dan
memutus sah
atau  tidaknya
penyitaan

OS5 a2

KUHAP :

Memeriksa dan

memutus  tuntutan

ganti kerugian dalam

hal

a.

Penuntutan atau
pengadilan
yang tidak sah
Tindakan lain
tanpa  alasan
yang
berdasarkan
undang undang
atau karena
kekeliruan
mengenai
orangnya atau

seseorang yang
ditangkap  atau
ditahan  secara
tidak sah atau
ganti  kerugian
untuk setiap hak
milik yang disita
secara tidak sah;
tersangka  atau
terdakwa berhak
untuk atau
diharuskan untuk
didampingi oleh
pengacara;
bahwa
penyidikan atau
penuntutan telah
dilakukan untuk
tujuan yang tidak
sah;
penghentian
penyidikan atau
penghentian
penuntutan yang
tidak
berdasarkan asas
oportunitas;
layak atau
tidaknya  suatu
perkara  untuk
dilakukan
penuntutan ke
pengadilan.
pelanggaran
terhadap hak
tersangka apapun
yang lain yang

terjadi  selama
tahap
penyidikan.
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hukum
diterapkan

yang

5. Pasal 97 ayat 3
KUHAP :
Permintaan
rehabilitasi atas :

a. Penangkapan
tanpa alasan yang

berdasarkan
undang  undang
atau karena
kekeliruan
mengenai
orangnya atau
hukum yang
diterapkan

b. Penahanan tanpa
alasan yang
berdasarkan
undang  undang
atau karena
kekeliruan
mengenai
orangnya atau
hukum yang
diterapkan

Cc. Penuntutan atau

pengadilan  yang
tidak berdasarkan

undang  undang
atau karena
kekeliruan
mengenai
orangnya atau
hukum yang
diterapkan.

2. Pihak

pihak
yang berhak
mengajukan
permohonan
pemeriksaan

Pasal 77 jo 1 ayat 10,
Pasal 82 ayat 1 huruf b,
Pasal 95 ayat 1, Pasal 97
ayat 3 KUHAP :

1. Tersangka atau
keluarganya atau
pihak lain atas
kuasa tersangka

2. Tersangka  atau
ahli warisnya

Pasal 111 ayat 2 dan 3
RKUHAP :

1. Tersangka atau
penasihat
hukumnya atau
penuntut umum.

2. Penuntut umum

khusus layak
atau tidaknya
suatu perkara
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3. Penyidik, untuk dilakukan
penuntut  umum penuntutan ke
atau pihak ketiga pengadilan.
yang 3. Hakim
berkepentingan Komisaris  atas
(saksi korban, inisiatifnya
pelapor atau sendiri.
pengadu).

3. Hukum  acara
pemeriksaan
a. Tata cara | Pasal 82 ayat 1 KUHAP | Pasal 112 RKUHAP :
pemeriksaan | : a. Hakim Komisaris
a. Dalam waktu tiga memberikan

hari setelah keputusan dalam

diterimanya waktu paling

permintaan,  hakim lambat 2 (dua) hari
yang ditunjuk terhitung sejak
menetapkan hari menerima

sidang permohonan

b. Dalam  memeriksa sebagaimana
dan memutus tentang dimaksud  dalam

sah atau tidaknya Pasal 111 ayat (2).

penangkapan  atau | b. Hakim Komisaris

penahanan, sah atau memberikan
tidaknya penghentian keputusan atas
penyidikan atau permohonan
penuntutan; berdasarkan hasil
permintaan ganti penelitian salinan
kerugian dan atau dari surat perintah
rehabilitasi akibat penangkapan,
tidak sahnya penahanan,
penangkapan  atau penyitaan, atau
penahanan,  akibat catatan lainnya
sahnya penghentian yang relevan.
penyidikan atau | c. Hakim Komisaris
penuntutan dan ada dapat mendengar
benda yang disita keterangan  dari
yang tidak termasuk tersangka atau
alat pembuktian, penasihat

hakim mendengar hukumnya,

keterangan baik dan penyidik, atau

tersangka atau penuntut umum.
pemohon maupun | d. Apabila

dan pejabat yang diperlukan,

berwenang Hakim Komisaris

c. Perneriksaan tersebut dapat meminta
dilakukan cara cepat keterangan
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b. Putusan

dan selambat-
lambatnya tujuh hari
hakim harus sudah
menjatuhkan

putusannya

Dalam hal suatu
perkara sudah mulai

diperiksa oleh
pengadilan negeri
sedangkan

pemeriksaan

mengenai permintaan
kepada praperadilan
belum selesai, maka
permintaan tersebut

gugur
Putusan praperadilan
pada tingkat
penyidikan tidak
menutup
kemungkinan untuk
mengadakan
pemeriksaan
praperadilan lagi
pada tingkat

pemeriksaan oleh
penuntut umum, jika
untuk itu diajukan
permintaan baru.

dibawah  sumpah
dari saksi yang
relevan dan alat
bukti surat yang
relevan.

e. Permohonan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 111 ayat (2)
tidak menunda
proses
penyidikan.

Pasal 114 ayat 1 dan 2

RKUHAP :

(1) Hakim  Komisaris
melakukan
pemeriksaan  atas
permohonan ganti
kerugian atau
rehabilitasi dengan
ketentuan  sebagai
berikut :

a. dalam  jangka
waktu  paling
lama 5 (lima)
hari kerja
setelah
menerima
permohonan,
harus mulai
menyidangkan
permohonan;

b. sebelum
memeriksa dan
memutus, wajib
mendengar
pemohon,
penyidik, atau
penuntut
umum;

c. dalam  jangka
waktu 7 (tujuh)
hari kerja
setelah
menyidangkan,
harus sudah
memberikan
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Pasal 82 ayat 2 dan 3
KUHAP :

(2) Putusan hakim
dalam acara
pemeriksaan
praperadilan
mengenai hal
sebagaimana
dimaksud dalam

Pasal 79, Pasal 80
dan Pasal 81, harus
memuat dengan
jelas dasar dan
alasannya.

(3) Isi  putusan  selain
memuat  ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam ayat
(2) juga memuat hal
sebagai berikut :

a. dalam hal putusan
menetapkan
bahwa  sesuatu
penangkapan atau
penahanan tidak

sah; maka
penyidik atau
jaksa  penuntut
umum pada
tingkat

pemeriksaan
masing-masing
harus segera
membebaskan
tersangka;

b. dalam hal putusan
menetapkan
bahwa  sesuatu
penghentian
penyidikan atau
penuntutan tidak
sah, penyidikan
atau penuntutan
terhadap

putusan.
(2) Dalam hal perkara
sudah diperiksa oleh

pengadilan  negeri,
permohonan  ganti
kerugian atau
rehabilitasi tidak
dapat diajukan
kepada hakim
komisaris.

Pasal 113 RKUHAP :
Putusan dan penetapan
Hakim Komisaris harus

memuat dengan jelas

dasar hukum  dan

alasannya.

(1) Dalam hal Hakim
Komisaris
menetapkan atau
memutuskan

penahanan tidak sah,
penyidik atau
penuntut umum pada
tingkat pemeriksaan
masing-masing

harus mengeluarkan

tersangka dari
tahanan.

(2) Dalam hal Hakim
Komisaris
menetapkan atau
memutuskan

penyitaan tidak sah,
dalam waktu paling
lambat 1 (satu) hari
setelah  ditetapkan
atau diputuskan,
benda yang disita
harus dikembalikan
kepada yang paling
berhak kecuali
terhadap benda yang

terlarang.

(3) Dalam hal Hakim
Komisaris
menetapkan atau

memutuskan bahwa
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C.

Upaya
terhadap
putusan

hukum

tersangka  wajib
dilanjutkan;

c. dalam hal putusan
menetapkan
bahwa suatu
penangkapan atau
penahanan tidak
sah, maka dalam
putusan
dicantumkan
jumlah besarnya
ganti  kerugian
dan rehabilitasi
yang diberikan,
sedangkan dalam
hal suatu
penghentian
penyidikan atau
penuntutan
adalah sah dan
tersangkanya
tidak ditahan,
maka dalam
putusan
dicantumkan
rehabilitasinya

d. dalam hal
putusan
menetapkan
bahwa benda
yang disita ada
yang tidak
termasuk alat
pembuktian,
maka dalam
putusan
dicantumkan
bahwa benda
tersebut harus
segera
dikembalikan
kepada tersangka
atau dan siapa

benda itu disita.

Pasal 83 KUHAP :
(1) Terhadap putusan
praperadilan  dalam

penghentian

penyidikan atau
penghentian
penuntutan tidak
sah, penyidik atau
penuntut umum
harus segera
melanjutkan
penyidikan atau
penuntutan.

(4) Dalam hal Hakim
Komisaris
menetapkan atau

memutuskan bahwa
penahanan tidak sah,

hakim komisaris
menetapkan jumlah
pemberian ganti
kerugian  dan/atau
rehabilitasi.

(5) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
jumlah  pemberian
ganti kerugian
dan/atau rehabilitasi
diatur dengan
Peraturan
Pemerintah.

Pasal 122 RKUHAP :
Penetapan atau putusan
Hakim Komisaris tidak
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hal sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 79, Pasal 80,
dan Pasal 81 tidal
dapat dimintakan
banding.

(2) Dikecualikan dan

ketentuan ayat (1)
adalah putusan
praperadilan  yang
menetapkan tidak
sahnya penghentian

penyidikan atau
penuntutan yang
untuk  itu  dapat
dimintakan putusan

akhir ke pengadilan
tinggi dalam daerah
hukum yang
bersangkutan.

Catatan : Mahkamah
Konstitusi ~ melalui
Putusan No.
65/PUU-1X/2012
tertanggal 1 Mei
2012 menyatakan
pasal 83 ayat 2
KUHAP
bertentangan dengan
UUD 1945 sehingga
tidak mempunyai
kekuatan hukum
mengikat.

dapat diajukan upaya
hukum banding atau
kasasi

penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan.

Berdasarkan paparan dalam tabel tersebut diatas, berikut penulis akan
mencoba menjawab pertanyaan pertanyaan penelitian dalam penulisan ini satu per
satu. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan terkait pengaturan pra peradilan dan

Hakim Komisaris sebagai lembaga pengawasan kewenangan penyidik dan
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A PRA PERADILAN DAN HAKIM KOMISARIS SEBAGAI LEMBAGA
PENGAWASAN KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT
UMUM PADA TAHAP PEMERIKSAAN PENDAHULUAN.

Berbicara dalam konteks pengawasan yang dilakukan baik oleh pra
peradilan maupun Hakim Komisaris terhadap kewenangan penyidik dan
penunutut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan, diantara asas asas
yang penting dalam negara hukum, asas perlindungan terhadap hak asasi
manusia dan asas peradilan yang bebas dan merdeka merupakan asas yang
paling tepat digunakan dalam pembahasan mengenai hal ini. Kedua asas
ini diharapkan mampu untuk melakukan kontrol terhadap perilaku
kekuasaan negara (dalam hal ini penyidik dan penuntut umum). Asas
negara hukum ini dianut dan dikembangkan untuk pada suatu sisi
melindungi hak hak asasi manusia (dalam hal ini hak hak tersangka dan
terdakwa) dari kemungkinan ancaman atau pelanggaran oleh penguasa,
dan di sisi yang lain untuk mencegah atau melakukan kontrol terhadap
pemegang kekuasaan negara supaya tidak melanggar hak hak asasi
manusia tersebut.

Spesifik berbicara mengenai asas peradilan yang bebas dan
merdeka, dalam upaya untuk melindungi hak hak asasi manusia dari
kemungkinan ancaman pelanggaran oleh penguasa, Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB menekankan tentang pentingnya
kelembagaan peradilan yang adil dan tidak memihak. Lembaga peradilan
tersebut diharapkan mampu melakukan pemeriksaan dan penilaian yang
objektif atas kasus kasus sengketa hak yang dihadapkan kepadanya.
Peradilan yang tidak memihak berkaitan erat dengan hukum materil
substansif maupun hukum acara. Itu sebabnya, pelanggaran yang
menyebabkan peradilan menjadi memihak, bukan hanya dikualifikasi
sebagai pelanggaran prosedural, tetapi merupakan tindakan yang bersifat

melawan hukum.*®*’ Dalam hal ini KUHAP memang dinilai sebagai karya

%7 Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP), Briefing Paper RUU
KUHAP Seri 1l Bagian |1l Hak Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam RUU Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), Op. Cit., hal. 3.
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agung bangsa Indonesia dan diakui mengandung asas asas yang inovatif
karena pengaturannya paralel dengan instrumen hukum internasional. Hal
ini bisa kita temui dalam prinsip prinsip KUHAP seperti asas legalitas,
asas keseimbangan, asas praduga tidak bersalah, prinsip pembatasan
penahanan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dengan
tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip
saling koordinasi, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan
prinsip peradilan terbuka untuk umum.*®® Secara khusus sistem “due
process of law” telah dijadikan model dalam KUHAP yang membawa
konsekuensi pada hubungan pihak pihak dalam proses peradilan pidana.
Tersangka atau Terdakwa diakui dan dijamin hak hak nya dalam KUHAP
dan ini merupakan hal yang fundamental.**® Namun demikian, dalam
kenyataannya KUHAP saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan
jaman. Oleh karenanya diperlukan peninjauan ulang atas nilai nilai dan
standar standar fair trial yang ada di dalamnya. Hal ini tidak terlepas dari
tuntutan global yang menuntut proses penegakan hukum yang cepat
(speedy trial), penegakan atas imparsialitas sesuai dengan prinsip
presumption of innocence dan melemparkan jauh jauh sikap dan citra
penegakan hukum yang bercorak prejudice, penerapan adversarial system
sesuai asas beyond reasonable doubt, dan menjadikan nilai nilai hak asasi
manusia sebagai ideologi universal dalam penegakan hukum. Secara
internal nilai nilai KUHAP telah sejalan dengan nilai nilai HAM, namun
pada tataran implementasi hal tersebut tidak berhasil diwujudkan karena
lemahnya struktur aparat penegak hukum dalam memahaminya sehingga

dibutuhkan perumusan yang lebih tegas dan jelas.®”

%8 M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan

dan Penuntutan, Op. Cit., hal. 35.

%9 Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP), Briefing Paper RUU

KUHAP Seri 1l Bagian |1l Hak Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam RUU Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), Op. Cit., hal. 4.

39 M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan

dan Penuntutan, Op. Cit., hal. 13.
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Ada banyak asa untuk menyempurnakan KUHAP dan
menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat dan semakin
majunya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Setelah 10
(sepuluh) tahun transisi demokrasi dari otoritarian menuju pemerintahan
yang demokratis, berbagai perubahan dalam sistem politik yang lebih
terbuka juga diikuti oleh semakin majunya perkembangan hukum yang
lebih responsif dan menjamin hak hak asasi manusia. Hal ini ditunjukkan
dari banyaknya konvensi dan kovenan yang telah diratifikasi pemerintah.
Salah satu yang signifikan dan terakit dengan KUHAP adalah ratifikasi
Konvensi- Anti Penyiksaan (Convention Against Torture (CAT)) tahun
1998 dan Kovenan Hak Hak Sipil dan Politik (International Covenant On
Civil and Political Rights (ICCPR)) tahun 2005 yang mengharuskan
adanya inkorporasi berbagai elemen dalam kovenan tersebut ke dalam
KUHAP. Selain itu, keanggotaan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak
Asasi Manusia PBB juga menuntut pemerintah Indonesia untuk lebih
progresif dalam mempromosikan dan menjamin perlindungan hak asasi
manusia di dalam negeri.

Dalam  konteks pembaharuan KUHAP, kondisi kekinian
masyarakat juga menuntut perubahan perubahan yang signifikan dalam
KUHAP. Perkembangan teknologi informasi menuntut pembaruan dalam
hal ketentuan ketentuan pembuktian. Sementara itu, tuntutan untuk
semakin dijaminnya hak hak tersangka, saksi dan korban dalam proses
pemeriksaan tindak pidana, termasuk bebas dari penyiksaan dan
memperpendek jangka waktu penahanan semakin kuat. Lebih jauh lagi
terdapat tuntutan untuk memperluas akuntabilitas pengadilan termasuk
pengawasan, hakim komisaris, dan keterbukaan informasi dan tuntutan
untuk semakin dijaminnya akses terhadap keadilan dan bantuan hukum
yang lebih memadai terus disuarakan oleh kelompok kelompok

masyarakat sipil.>"*

31 Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP), Briefing Paper RUU
KUHAP Seri | Bagian dan 11, Politik Hukum dan Prinsip Prinsip Umum RUU KUHAP, Jakarta :
Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP), Cetakan Kesatu, 2009, hal. 6.
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Sub bab ini akan membahas mengenai keberadaan pra peradilan
dan Hakim Komisaris dalam fungsinya sebagai lembaga pengawas yang
menjalankan fungsi pengawasan. Dalam hal ini, pengadilan baik melalui
pra peradilan maupun Hakim Komisaris melakukan pengawasan terhadap
penyidik dan penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan.
Fungsi pengawasan yang dijalankan kedua lembaga ini pada prinsipnya
merupakan mekanisme kontrol horizontal karena pengawasan dilakukan
dengan melibatkan pengadilan sebagai aparat penegak hukum di luar
penyidik dan penuntut umum melalu sistem pengawasan antara penegak
hukum yang sebagian perannya diserahkan kepada kedua lembaga
tersebut. Dalam pembahasan mengenai hal ini, sesuai dengan apa yang
telah dipaparkan sebelumnya, penulis akan menggunakan konsep due
procces of law yang akan berbicara mengenai jaminan perlindungan dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia serta peradilan yang bebas
(independent judiciary) dan merdeka (tidak memihak) (impartial) yang

juga dikenal dengan istilah fair trial sebagai pisau analisis.

1. DUE PROCESS OF LAW (PROSES HUKUM YANG ADIL)

Marc Weber Tobias cs mengatakan bahwa “due process of
law” is the frame work upon which the system of ordered justice is
build. Artinya, “due process of law” itu adalah kerangka kerja untuk
memastikan bahwa keadilan akan tercapai dalam suatu sistem
peradilan pidana. Sejalan dengan pilihan bentuk pemerintahan
demokrasi dan prinsip the rule of law, pengaruh konsep dan prinsip
due procces of law terhadap hukum, terutama sistem peradilan pidana
tidak bisa dihindarkan.>”

Hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur

bagaimana negara melalui organ organnya menegakkan haknya untuk

372 Marc Weber Tobias R. David Peterson, Pre-Trial Criminal Procedure, A Survey of

Constitutional Rights, Charles ¢ Thomas, publisher, Springfield Illionis, dikutip dari Luhut M P
Pangaribuan, Lay Judges & Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan
Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta : Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas
Indonesia dengan Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2009, hal. 55.
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menghukum dan menetapkan pidana. Dengan demikian harus diatur
secara jelas proses mempergunakan hak tersebut. Pengaturan itu
bermaksud untuk membatasi kewenangan negara agar tidak sewenang
wenang mempergunakan haknya. Proses ini harus mengatur
penyelidikan, penyidikan, pendakwaan, pemeriksaan dan peradilan
sedemikian rupa agar terdakwa yang bersalah mendapat hukumannya,
tetapi juga harus diupayakan semaksimal mungkin bahwa pendakwaan
dan peradilan seorang yang tidak bersalah harus dicegah. Kedua tujuan
ini merupakan dua sisi dari suatu mata uang dan sama nilainya. Dalam
pengertian hukum, ini dinamakan proses hukum yang adil (due process
of law).*”® Dalam hukum selalu dikatakan dimana ada hak, maka selalu
harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperolehnya apabila
dilanggar (ubi jus ibi remedium). Kelanjutan logis dari asas ini adalah
penafsiran, bahwa hanya apabila ada proses hukum untuk
menuntutnya, dapat dikatakan adanya hak bersangkutan (ubi remedium
ibi jus).®™

Konsep due process of law ini secara historis muncul pertama kali
dalam piagam Magna Charta (1215). Dalam piagam itu dirumuskan :

No freeman shall be taken or (and) imprisoned or
diseased or exiled or in any way destroyed.... except by
the legal judgment of his peers or (and) by the law of
the land.>”®
Prinsip ini kemudian menjadi sangat berkembang khususnya melalui
putusan putusan Mahkamah Agung Amerika. Kini prinsip hukum ini

sudah hampir menjadi bagian sistem hukum negara negara di seluruh

373 Mardjono Reksodiputro, “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Op. Cit.,
hal. 2.

% Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,
Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Cetakan Ketiga, Edisi Pertama, Jakarta : Pusat Pelayanan
Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), 2007, hal.
57.

%% Luhut M P Pangaribuan, Lay Judges & Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis
Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta : Fakultas Hukum Pasca
Sarjana Universitas Indonesia dengan Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2009, hal. 56-57.

Piagam ini dikenal sebagai dokumen HAM tertulis pertama dan yang ada di Inggris pada
tanggal 15 Juni 1215. Ditulis dalam bahasa pedantic latin pada masa raja John Runnymeade.
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dunia dimana klausula “the legal judgment of his peers” dan “(and) by
laws of the land” diterima secara substansial menjadi sinonim dari due
process of law. Dengan kata lain, substansi due process of law ini
meliputi, mengutip istilah Hart, primary law (hukum materil) dan
secondary law (hukum formil atau hukum acara). Dalam hal ini,
kekuasaan tunduk pada hukum, apalagi bila berhubungan dengan suatu
HAM. Klausula jaminan perlindungan HAM ini kemudian diambil
dan telah menjadi bagian dari isi konstitusi Amerika yang berbunyi :
No person shall .... be deprived of life, liberty, or
property, without due process of law.>"
Pada saat yang sama, dalam UDHR disebutkan bahwa :

Everyone has the right to life, liberty and security of person.®”’

Kemudian, ketentuan ini dalam ICCPR lebih dijabarkan lagi dengan
ketentuan ketentuan antara lain :

Everyone has the right to liberty and security of person.

No one shall be subjected to arbitrary arrest or

detention. No one shall be deprived of his liberty except

on such grounds and in accordance with such

procedure as are established by law. *'®

Tobias dan Petersen mengatakan bahwa due procces of law
(yang berasal dari Inggris, dokumen Magna Charta, 1215) merupakan
“constitutional guarantee .... that no person will be deprived of life,
liberty or property for reasons that are arbitrary .... protects the
citizen against arbitrary actions of the government.” Oleh karena itu,
menurut mereka, unsur unsur minimal dari due process itu adalah :

“hearing, counsel, defense, evidence, and a fair and impartial court”

%7 1bid., hal. 57.
Fifth Amandment Konstitusi Amerika yang diratifikasi pada tahun 1791.

377 Universal Declaration of Human Rights, Article 3.

378 International Covenant on Civil and Political Rights, Article 9.
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(mendengar tersangka dan terdakwa, penasihat hukum, pembelaan,
pembuktian dan pengadilan yang adil dan tidak memihak).*"

Dalam pelaksanaanya, Mardjono Reksodiputro menguraikan
lebih jauh bahwa unsur unsur minimal dari kerangka due process law
untuk mencapai keadilan dalam sistem peradilan pidana ialah®*®:

1. Adanya pemberitahuan dalam proses peradilan pidana (notice);

2. Adanya pendengaran pihak pihak (hearing);

3. Adanya pendampingan oleh advokat (counsel ;

4. Diberikannya kesempatan untuk pembelaan diri (defense);

5. Kesempatan untuk memberikan dan atau mendapatkan pembuktian
(evidence);

6. Tersedianya pengadilan yang jujur dan tidak memihak (a fair and
impartial court).

Aparat penegak hukum diberikan hak istimewa atau hak
privilise. Namun dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa
tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip the right of due process.
Setiap tersangka berhak atas jaminan perlindungan hak sesuai dengan
hukum acara, tidak boleh undue process. Hak due process dalam
melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita cita
negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum (the law is
supreme) yang menegaskan kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh
orang (government of law and not of men). Konsep due procces
dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam
menangani tindak pidana dimana tidak seorangpun berada dan
menempatkan diri di atas hukum (no one is above the law), dan hukum
harus diterapkan kepada siapapun berdasar prinsip perlakuan dan
dengan cara yang jujur (fair manner). Esensi due process adalah

bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai

379 Marc Weber Tobias R. David Peterson, Pre-Trial Criminal Procedure, A Survey of
Constitutional Rights, Charles ¢ Thomas, publisher, Springfield Illionis, dikutip dari Mardjono
Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku
Ketiga, Op. Cit., hal. 27.

%% Ipid.

Universitas Indonesia

Upaya pembaharuan..., Nefa Claudia Meliala, FH Ul, 2012



179

dengan persyaratan konstitusional serta harus menaati hukum. Oleh
karena itu, due process tidak memperbolehkan pelanggaran terhadap
suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian
hukum yang lain.*®*

Suatu istilah yang sangat populer dipergunakan merangkum
cita cita hukum acara pidana dan sering dipergunakan dengan
pengertian yang keliru adalah istilah due procces of law yang dalam
bahasa Indonesia kiranya dapat diterjemahkan dengan istilah proses
hukum yang adil. Lawannya adalah arbitraty process atau proses yang
sewenang wenang (berdasarkan kuasa aparat penegak hukum).3®
Secara keliru peradilan yang adil (due process of law) ini hanya
dikaitkan dengan penerapan aturan aturan hukum acara pidana dalam
proses terhadap tersangka dan terdakwa. Arti dari peradilan yang adil
adalah jauh lebih dari sekedar penerapan hukum atau peraturan
perundang undangan secara formal. Dalam pengertian peradilan yang
adil ini terkandung penghargaan kita akan hak kemerdekaan warga
negara. Meskipun seorang warga masyarakat (dapat warga negara kita
maupun warga negara asaing) telah melakukan suatu perbuatan yang
tercela (dalam hal ini tindak pidana), hak hak nya sebagai warga
negara tidaklah hapus atau hilang. Apalagi bilamana kita ingat bahwa
yang dihadapi ini barulah seorang tersangka. Kita pun harus ingat
bahwa untuk diri Kita, Kita dapat mendisiplinkan diri untuk tidak
melakukan pelanggaran hukum, tetapi bukankah kita tidak pernah
dapat bebas dari resiko menjadi seorang tersangka atau kemudian pula
terdakwa? Disinilah letak pentingnya kita memperjuangkan tegaknya
hak hak tersangka/terdakwa untuk didengar, didampingi penasihat

hukum, diberi hak mengajukan pembelaan, dibuktikan kesalahannya

%1 M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan
dan Penuntutan, Op. Cit., hal. 95.

%2 Mardjono Reksodiputro, “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Op. Cit.,
hal. 2.
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oleh penuntut umum dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan
tidak berpihak.®®

KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Kemandirian Kekuasaan kehakiman atau yang sering
diterjemahkan dengan independence of the judiciary akan sangat
berhubungan dengan bentuk negara itu sendiri, apakah berdasarkan
hukum atau tidak (rule of law).** Mengenai hal ini Padmo Wahyono
berpendapat bahwa persyaratan teoritis mengenai suatu negara yang
berdasar atas hukum ialah®®;

1) Ada suatu pula untuk melindungi hak hak kemanusiaan ;

2) Ada suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis ;
3) Ada suatu sistem tertib hukum ;

4) Ada kekuasaan kehakiman yang bebas.

Menurut Oemar Seno Adji, pengadilan yang bebas merupakan
suatu syarat yang “indispensable”” dalam suatu negara dibawah “Rule
of Law”. Meskipun demikian dilanjutkan bahwa tidak berarti bahwa
hakim boleh bertindak sewenang wenang.**® Pendapat ini dipertegas
lagi oleh Jimly Asshidigie dengan merujuk pada pemikiran
Montesgieu yang adalah seorang hakim (Perancis), bahwa prinsip the
independence of judiciary telah menjadi salah satu ciri terpenting dari
setiap negara hukum yang demokratis. Sebab, tidak ada negara yang

dapat disebut negara demokrasi tanpa praktek kekuasaan kehakiman

%3 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,
Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Op. Cit., hal. 27-28.

%% Luhut M P Pangaribuan, Op. Cit., hal. 185.

%5 padmo Wahyono, Indonesia lalah Negara yang Berdasar Atas Hukum, Pidato
Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diucapkan pada
tanggal 17 November 1979, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1979, hal. 6, dikutip
dari Luhut M P Pangaribuan, Op. Cit, hal. 185.

%6 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta : Erlangga, 1980, hal. 20.
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yang independen. Kemudian, Jimly Asshidigie mengatakan bahwa
lembaga pengadilan itu sangat penting karena 3 (tiga) alasan yaitu®®:

1) Pengadilan merupakan pengawal konstitusi ;

2) Pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi ;

3) Pengadilan merupakan akar negara hukum.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan

universal. Hal ini juga menjadi ciri suatu negara hukum. The Universal
Declaration of Human Rights menyatakan :

Everyone is entitled in full equality to a fair and
public hearing by an independent and impartial
tribunal, in the determination of his rights and
opli%sagtions and of any criminal charge against
him.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara
Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Kemudian dilanjutkan
bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi. Lebih lanjut dalam Penjelasan UU No. 48 Tahun 2009
disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung
arti bahwa kekuasaan kehakiman itu bebas dari segala campur tangan
pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal hal sebagaimana
disebutkan dalam UUD 45.%* Namun kebebasan itu tidak mutlak
karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila. Konkritnya, kebebasan hakim itu tidak dapat

diintervensi dalam keadaan dan oleh siapapun tetapi kebebasan itu

%7 Jimly Asshiddigie, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Jakarta : BIP,
Kelompok Gramedia, 2007, hal. 521.

%88 Universal Declaration of Human Rights, Article 10.

%9 |_uhut M P Pangaribuan, Op. Cit., hal. 185-186.
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secara substansial dibatasi oleh hukum dasar dan keadilan itu sendiri.
Karena hakim dalam memberikan keadilan harus berdasarkan
Pancasila yang merupakan hukum dasar negara dalam UUD 1945.

Dalam disertasinya mantan hakim agung J. Djohansyah
menguraikan bahwa independensi kekuasaan dapat dilihat secara
sempit dan secara luas. Dalam arti sempit, independensi kekuasaan
kehakiman berarti “independensi institusional” atau dalam istilah lain
disebut juga “independensi struktural” atau “independensi eksternal”
atau “independensi kolektif”. Dalam arti yang luas independensi
kekuasaan kehakiman meliputi juga “independensi individual” atau
“independensi internal” atau “independensi fungsional” atau
“independensi normatif’. Pengertian independensi personal dapat
dilihat juga setidak tidaknya dari 2 (dua) sudut, yaitu®®;

1) Independensi personal, yaitu independensi seorang hakim
terhadap pengaruh sesama hakim atau koleganya ;

2) Independensi substantif, yaitu independensi hakim terhadap
pengaruh manapun, baik ketika memutuskan suatu perkara
maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukannya sebagai
hakim.

Kemandirian kekuasaan kehakiman (pengadilan) sebagai substansi
konstitusi bukanlah tanpa suatu tujuan. Ada 2 (dua) tujuan dari
kemandirian pengadilan menurut Aharon Barak yaitu:

1) To guarantee procedural fairness in the individual judicial
process

2) To guarantee protection of democracy and its values.

Keduanya tidak dipisahkan dan menjadi satu kesatuan di negara yang
menganut asas demokrasi. Ditambahkan lagi bahwa, only together do

the two guarantee the independence of the judiciary. Keduanya adalah

%0 3. Djohansjah, “Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan
Kehakiman”, Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Universitas
Padjajaran Bandung, tidak diterbitkan, 2007, hal. 164-165 dikutip dari Luhut M P Pangaribuan,
Op. Cit, hal. 189.
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sebagai fondasi untuk dapat terlaksananya the independence of the
individu al judge and the independence of the judicial branch.3*
Aharon Barak juga mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman
tidak absolut. Oleh karena itu, hakim tetap harus “acts within the
framework of the limitations (of substance and procedure) placed on
Jjudicial discretion”. Bila tidak akan menimbulkan masalah legitimasi
pada fungsi pengadilan seperti pertanyaan “who guard the guardians”.
Martin Mayer mengatakan bahwa hakim “are accountable only to the
law itself.”*% Bahwa hakim hanya bertanggungjawab pada hukum
sendiri adalah yang dimaksudkannya sebagai “an independent
Judiciary”.** Kemandirian kekuasaan kehakiman ini tentunya akan
menciptakan peradilan yang bebas dan merdeka (fair trial).
Berdasarkan  landasan  konseptual sebagaimana telah
dipaparkan di atas, berikut penulis akan menjawab pertanyaan terkait
seberapa idealkah keberadaan pra peradilan dalam KUHAP dan Hakim
Komisaris dalam memainkan perannya sebagai lembaga pengawasan
kewenangan yang dimiliki penyidik dan penuntut umum pada tahap

pemeriksaan pendahuluan.

PENGAWASAN KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT
UMUM PADA TAHAP PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
MELALUI PRA PERADILAN

Berbicara mengenai pra peradilan dalam konteks lembaga
pengawasan kewenangan penyidik dan penuntut umum pada tahap

pemeriksaan pendahuluan tentu tidak dapat dilepaskan dari hal hal

%1 Aharon Barak, The Judges In a Democracy, Princenton University Press, 2006, hal.
80, dikutip dari Luhut M P Pangaribuan, Op. Cit., hal.193.

%92 Marc A Loth, Court in Quest for Legitimacy, A Comparative Approach, a paper has
been presented at the University of Brno (Czeech Republic), October 2005, page 4, dikutip dari
Luhut M P Pangaribuan, Op. Cit., hal.191.

398 Martin Mayer, The Judges, Penetrating Exploration of American Courts And of The
New Decisions — Hard Decisions — They Must Make For A New Millenium, Truman Talley Books,
New York, St. Martin’s Press, 2007, page 8, dikutip dari Luhut M P Pangaribuan, Op. Cit.,
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yang telah dipaparkan pada tabel di bagian awal bab ini. Dari tabel
tersebut diatas terlihat bahwa memang terdapat berbagai kelemahan
dalam pra peradilan sebagaimana juga telah disebutkan pada bagian
pernyataan permasalahan dalam bab pertama penulisan ini. Kelemahan
kelemahan ini tentu berimplikasi pada keberadaan pra peradilan dalam
menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan kewenangan
penyidik dan penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan.
Pada prinsipnya kelemahan dalam pra peradilan ini berkenaan dengan
3 (tiga) persoalan pokok yaitu :

a. Kewenangan pra peradilan ;

b. Pihak pihak yang berhak mengajukan permohonan pra

peradilan ; dan
c. Acara pemeriksaan pra peradilan.

a. Kewenangan pra peradilan

Merujuk pada ketentuan pasal 77 jo 1 ayat 10 KUHAP,
tidak semua upaya paksa dapat dimohonkan pra peradilan.
Hanya sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan saja
yang dapat dimohonkan pra peradilan, sementara tidak
demikian halnya dengan penyitaan maupun penggeledahan.
Namun demikian, jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 82
ayat 1 huruf b, hakim seharusnya dapat menyatakan bahwa
memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penyitaan pada
prinsipnya juga merupakan bagian dari kompetensi pra
peradilan  untuk memeriksanya. Sementara itu terkait
penggeledahan, memang tidak terdapat pasal dalam KUHAP
yang secara eksplisit menyatakan bahwa memeriksa dan
memutus sah atau tidaknya penggeledahan menjadi bagian dari
kewenangan pra peradilan. Namun demikian, jika membaca
rumusan pasal 95 ayat 1 huruf b, dapat ditafsirkan bahwa
penggeledahan tanpa alasan yang berdasarkan undang undang

atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang
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diterapkan dapat diajukan ke pra peradilan untuk dituntut ganti
kerugian. Tuntutan ganti kerugian terkait penggeledahan yang
tidak sah yang diajukan ke pra peradilan ini tentunya juga akan
memeriksa keabsahan pelaksanaan upaya paksa tersebut.
Namun demikian, karena pada prinsipnya undang undang
memang belum mengatur secara tegas mengenai hal tersebut,
pemberlakuan ketentuan pasal ini seringkali dianggap sebagai
bentuk peluasan objek pra peradilan sehingga masih terus
menimbulkan perdebatan.  Selain itu, spesifik berbicara
mengenai kewenangan pra peradilan untuk memeriksa dan
memutus sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan,
terdapat pula persoalan terkait hakim pra peradilan yang dalam
prakteknya sering kali hanya melakukan pemeriksaan terhadap
syarat formil penangkapan atau penahanan dan tidak
melakukan pemeriksaan terhadap syarat syarat materil dengan
alasan hal tersebut merupakan domain penyidik dan penuntut
umum.
b. Pihak pihak yang berhak mengajukan permohonan pra
peradilan

Berdasarkan Pasal 79, 80, 81, dan 95 ayat 2 KUHAP,
pihak pihak yang berhak mengajukan permohonan pra
peradilan adalah tersangka, keluarga, ahli waris atau kuasanya,
penyidik, penuntut umum, serta pihak ketiga berkepentingan.
Berdasarkan pengaturan dalam pasal pasal tersebut terlihat
bahwa hakim pra peradilan bersifat pasif. Dalam hal ini
pemeriksaan terkait keabsahan pelaksanaan upaya paksa,
penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, tuntutan
ganti kerugian atau rehabilitasi digantungkan sepenuhnya pada
pihak pihak yang memang diberikan hak oleh undang undang
untuk mengajukan permohonan pra peradilan. Dengan
demikian sekalipun nyata nyata telah terjadi pelanggaran dalam

pelaksanaan upaya paksa atau kewenangan lain yang dimiliki
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penyidik atau penuntut umum pada tahap pemeriksaan
pendahuluan, jika tidak terdapat permohonan pemeriksaan,
pelanggaran tersebut tidak akan diperiksa karena inisiatif
permohonan pemeriksaan diletakkan sepenuhnya pada pihak
pihak yang merasa dirugikan kepentingannya atau dilanggar
haknya akibat tindakan yang dilakukan aparat penyidik dan
penuntut umum. Kondisi ini kemudian diperparah dengan
posisi yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dan
tersangka atau terdakwa sehingga dalam hal terjadi penyiksaan
atau  intimidasi selama proses penyidikan atau penuntutan
berlangsung terdapat kecenderungan bahwa pihak pihak yang
dilanggar hak hak nya pada tahap pemeriksaan pendahuluan ini
lebih memilih untuk tidak membawa pelanggaran tersebut ke
pra peradilan.
c. Acara pemeriksaan pra peradilan

Mengacu pada ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf d
KUHAP, dikatakan bahwa permohonan pra peradilan yang
belum sempat diperiksa akan secara otomatis gugur apabila
berkas perkara yang bersangkutan telah dilimpahkan ke
pengadilan untuk disidangkan. Pada prakteknya, ketentuan ini
seringkali menjadi celah yang dimanfaaatkan oleh penegak
hukum dengan cara segera melimpahkan berkas perkara ke
pengadilan. Konsekuensi logis dari tindaakan tersebut adalah
permohonan  pra  peradilan tidak dapat dilanjutkan
pemeriksaannya. Hal ini tentunya akan sangat merugikan para

pencari keadilan.

4. PENGAWASAN KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT
UMUM PADA TAHAP PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
MELALUI HAKIM KOMISARIS

Untuk dapat menyimpulkan apakah Hakim Komisaris akan

mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan terhadap
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kewenangan yang dimiliki penyidik dan penuntut umum pada tahap
pemeriksaan pendahuluan dengan lebih baik, tentu harus diperhatikan
apakah Hakim Komisaris mampu untuk mengatasi berbagai persoalan
yang timbul sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

a. Kewenangan Hakim Komisaris

Jika dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki
oleh pra peradilan, Hakim Komisaris memang memiliki
wewenang yang jauh lebih luas. Jika sebelumnya KUHAP
mengatur bahwa upaya paksa yang dapat di pra peradilan kan
hanya terbatas pada penangkapan, penahanan dan penyitaan,
Pasal 111 RKUHAP secara tegas menyatakan Hakim
Komisaris berwenang memeriksa keabsahan upaya paksa mulai
dari penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan,
hingga penyadapan, sebagai kewenangan baru yang diberikan
undang undang kepada penyidik dan penuntut umum. Selain
itu, berbicara dalam konteks pemeriksaan syarat materil
penangkapan atau penahanan yang menjadi salah satu
persoalan dalam pra peradilan, ketentuan baru dalam RKUHAP
yang mewajibkan penyidik menghadapkan tersangka yang
ditahan kepada Hakim Komisaris dalam jangka waktu 5 (lima)
hari penahanan diharapkan dapat mengatasi persoalan terkait
tidak diperiksanya syarat materil penangkapan dan penahanan.
Dalam hal ini undang undang mengatur bahwa Hakim
Komisaris dilengkapi dengan kewenangan untuk memeriksa
salinan surat penangkapan dan penahanan serta memanggil
pihak pihak terkait mulai dari tersangka, kuasa hukum,
penyidik maupun penuntut umum untuk dimintai keterangan.
Berkas dan keterangan inilah yang kemudian akan dijadikan
dasar bagi Hakim Komisaris untuk menjatuhkan putusan terkait
keabsahan pelaksanaan penangkapan dan penahanan tersebut.

Pemeriksaaan ini pada dasarnya merupakan pemeriksaan syarat
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formil maupun materil penangkapan atau penahanan yang
dalam hal ini juga dilakukan oleh hakim pra peradilan yang
dalam prakteknya tidak berjalan maksimal karena seringkali
pemeriksaan hanya dilakukan terhadap syarat formil saja.
Dengan demikian perubahan ketentuan dalam RKUHAP ini
memang tidak secara serta merta mampu mengatasi persoalan
yang timbul dalam praktek pra peradilan terkait tidak
diperiksanya syarat materil penangkapan atau penahanan. Yang
kini menjadi persoalan utama adalah bagaimana Hakim
Komisaris ini sungguh sungguh dapat menjalankan tanggung
jawabnya untuk melakukan pemeriksaan secara komprehensif
terkait syarat materil penangkapan maupun penahanan dan
upaya paksa lainnya. Apa yang kemudian harus diperhatikan
dalam hal ini adalah proses rekrutmen Hakim Komisaris
sehingga hakim hakim yang bertugas sungguh sungguh
merupakan hakim yang kompeten dan berintegritas.

b. Pihak pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada
Hakim Komisaris.

Jika ditelusuri, pada prinsipnya RKUHAP mengatur
bahwa pemeriksaan yang dilakukan Hakim Komisaris ini dapat
didasarkan pada adanya permohonan atau tanpa adanya
permohonan. Permohonan dapat diajukan oleh tersangka, kuasa
hukumnya, atau penuntut umum (Pasal 111 ayat 2), sementara
pemeriksaan tanpa permohonan dapat dilakukan dengan
inisiatif Hakim Komisaris (Pasal 112 ayat 3). Perlu terlebih
dahulu dipahami bahwa kewenangan Hakim Komisaris melekat
selama perkara belum dilimpahkan ke pengadilan untuk
diperiksa dalam persidangan. Dalam hal dilakukan penahanan
terhadap tersangka, undang undang mewajibkan bahwa dalam
jangka waktu 5 (lima) hari penahanan yang dilakukan penyidik,
penyidik bersama sama penuntut umum menghadapkan

tersangka kepada Hakim Komisaris. Pada saat tahanan
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dihadapkan tersebutlah Hakim Komisaris dapat memeriksa
apakah terjadi pelanggaran terhadap hak hak tersangka selama
proses penahanan berlangsung. Ini berarti bahwa undang
undang memberikan ruang gerak yang cukup luas kepada
Hakim Komisaris untuk berinisiatif melakukan pemeriksaan
secara komprehensif untuk menentukan ada tidaknya
pelanggaran yang dilakukan penyidik selama penahanan
berlangsung. Keuntungan dari mekanisme pemeriksaan seperti
ini adalah bahwa undang undang memang mewajibkan tahanan
dihadapkan kepada Hakim Komisaris sehingga pada saat
dihadapkan kepadanya, Hakim Komisaris dapat langsung
memeriksa ada tidaknya pelanggaran yang terjadi tanpa
menunggu adanya permohonan untuk itu. Setelah dilakukan
pemeriksaan, Hakim Komisaris dapat langsung memutuskan
ada tidaknya pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) hari, dan terhadap putusan ini tidak dapat diajukan upaya
hukum apapun lagi. Namun demikian inisiatif Hakim
Komisaris untuk melakukan pemeriksaan ini melekat padanya
pada saat tahanan dihadapkan secara fisik. Jika pelanggaran
terjadi selama proses 5 (lima) hari penahanan berlangsung,
Hakim Komisaris dapat langsung menyatakan telah terjadi
pelanggaran. Namun jika pelanggaran terjadi justru setelah
tahanan dihadapkan secara fisik kepadanya, pemeriksaaan
terhadap pelanggaran tersebut baru dapat dilakukan jika
terdapat permohonan untuk itu dari tersangka atau kuasa
hukumnya. Sementara itu, Kkhusus untuk permohonan
pemeriksaan atas perlu atau tidaknya dilakukan penuntutan
terhadap suatu perkara, hak tersebut khusus diberikan pada
penuntut umum. Spesifik berbicara mengenai upaya paksa,
Hakim Komisaris melaksanakan fungsi pengawasannya secara
proaktif. Khusus untuk tersangka yang tidak ditahan namun

merasa dilanggar haknya pada saat ditangkap, Yyang
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bersangkutan dapat mengajukan permohonan pemeriksaaan
kepada Hakim Komisaris. Sementara untuk pelaksanaan upaya
paksa lainnya seperti penyitaan, penggeledahan atau
penyadapan, undang undang mewajibkan penyidik atau
penuntut umum meminta izin terlebih dahulu kepada Hakim
Komisaris. Atau apabila dalam kondisi sangat mendesak
prosedur ini tidak bisa dijalankan, paling lama 1 (satu) hari
pasca dilakukannya upaya paksa tersebut, penyidik atau
penuntut umum wajib melaporkan upaya paksa yang telah
dilakukan dan meminta persetujuan Hakim Komisaris. Dalam
hal ini Hakim Komisaris secara proaktif melakukan
pemeriksaan apakah upaya paksa telah berjalan sesuai prosedur
atau terjadi pelanggaran. Jika dibandingkan dengan pra
peradilan, dapat terlihat bahwa dalam hal Hakim Komisaris
diberlakukan, persoalan mengenai inisiatif yang hanya
digantungkan sepenuhnya pada pihak pihak yang dirugikan
kepentingannya dapat teratasi. Apa yang menjadi persoalan
yang lebih penting untuk diperhatikan adalah bagaimana agar
pihak pihak yang merasa dirugikan kepentingannya dapat
dengan leluasa mengajukan permohonan pemeriksaan atas
pelanggaran hak hak nya tanpa kemudian mendapatkan
intimidasi atau bagaimana menyeimbangkan posisi aparat
penegak hukum dan tersangka sehingga tidak terjadi lagi
tindakan berupa penyiksaan pada tahap pemeriksaan
pendahuluan yang mengakibatkan tersangka semakin takut
memperjuangkan haknya.
c. Acara pemeriksaan Hakim Komisaris

RKUHAP tidak mengatur bahwa permohonan yang
diajukan kepada Hakim Komisaris akan secara otomatis gugur
dalam hal berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan
untuk disidangkan. Dengan demikian, menurut hemat penulis,

dalam hal berkas perkara telah diimpahkan namun pemeriksaan
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permohonan kepada Hakim Komisaris sedang berjalan,
persidangan harus menunggu putusan Hakim Komisaris
sehingga dapat terlihat ada tidaknya pelanggaran sebelum
proses pemeriksaan atas perkara tersebut berlanjut ke
pengadilan. Dengan demikian persoalan yang timbul dalam pra
peradilan seputar hal ini dapat teratasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas terlihat bahwa jika
berbicara dalam konteks pengawasan, konsep due process of law (proses
hukum yang adil) menjadi satu hal yang sangat relevan untuk dijadikan
semacam acuan untuk menjawab pertanyaan seputar konsep ideal lembaga
pengawasan. Menarik untuk kembali disimak apa yang disampaikan oleh
Marc Weber Tobias yang mengatakan bahwa “due process of law” is the
frame work upon which the system of ordered justice is build. Artinya
adalah bahwa “due process of law” pada prinsipnya merupakan suatu
kerangka kerja untuk memastikan bahwa keadilan akan tercapai dalam
suatu sistem peradilan pidana. Hal ini tentu dikarenakan due process of
law meliputi aspek pemberian kewenangan kepada kekuasaan negara
(dalam hal ini penyidik dan penuntut umum) untuk menegakkan hukum,
jaminan perlindungan terhadap hak asasi tersangka, sekaligus pengadilan
yang bebas dan merdeka sebagai kontrol terhadap kekuasaan negara dalam
melaksanakan berbagai kewenangan yang dimilikinya agar tidak
melanggar hak asasi tersebut sekaligus lembaga yang memberikan jaminan
perlindungan hak hak tersangka dan terdakwa.

Jika ditelusuri, terlinat bahwa Hakim Komisaris merupakan
lembaga pengawasan yang lebih baik jika dibandingkan dengan pra
peradilan. Hal ini dikarenakan kewenangan yang dimiliki lembaga ini jauh
lebih luas dan lebih memberikan jaminan perlindungan terhadap hak hak
tersangka. Selain itu, jika berbicara mengenai mekanisme
pemeriksaannya, terlihat bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan
lembaga ini lebih baik karena selain digantungkan pada permohonan yang
diajukan oleh pihak pihak yang dilanggar haknya pada tahap pemeriksaan

pendahuluan, Hakim Komisaris juga dapat bertindak proaktif dan
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memutus berdasarkan inisiatifnya sendiri dengan atau tanpa adanya
permohonan. Selain itu, jangka waktu pemeriksaan juga lebih cepat jika
dibandingkan dengan pra peradilan. Sebagaimana yang telah dipaparkan
sebelumnya, persoalan yang Kini patut menjadi perhatian adalah
bagaimana kemudian proses rekrutmen harus dilakukan agar Hakim
Komisaris yang menjalankan tugasnya sungguh sungguh merupakan
hakim yang kompeten dan berintegritas. Hakim yang kompeten dan
berintegritas dalam hal ini terkait erat dengan konsep kemandirian
kekuasaan kehakiman, lebih spesifik lagi terkait independensi seorang
hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sehingga keadilan

substansial sungguh mampu tercapai.

PROSPEK HAKIM KOMISARIS DALAM MEWUJUDKAN SISTEM
PERADILAN PIDANA TERPADU (INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE
SYSTEM) DIBANDINGKAN DENGAN PRA PERADILAN.

Sub bab ini akan secara spesifik menyoroti keberadaan kekuasaan
kehakiman baik melalui pra peradilan maupun Hakim Komisaris dalam
konteks mewujudkan sebuah keterpaduan dalam sistem peradilan pidana
untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua. Pembahasan dalam sub bab
ini akan menggunakan konsep sistem peradilan pidana (criminal justice

system) sebagai pisau analisis.

1. CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (SISTEM PERADILAN PIDANA)
Terminologi - “integrated” dalam konsep integrated criminal
justice system sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah
“system”” dimana seharusnya sistem sudah merupakan sebuah keterpaduan
(integration and coordination), disamping karakteristik yang lain seperti
adanya tujuan tujuan yang jelas dalam sistem melalui urutan proses : input
— throughput — output and feedback, sistem kontrol yang efektif, dan
sebagainya. Namun demikian, Muladi setuju apabila penyebutan istilah
tersebut diarahkan untuk lebih memberikan tekanan agar integrasi dan

koordinasi lebih diperhatikan, sebab fragmentasi dalam sistem peradilan
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pidana nampaknya merupakan disturbing issue di pelbagai negara.
Demikian pula istilah “sinkronisasi” yang mengandung makna
keserempakan dan keselarasan. Sinkronisasi dalam hal ini, sesuai dengan
makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat :

a. fisik dalam arti sinkronisasi struktural (structural synchronization),

b. substansial (substansial synchronization), dan

c. kultural (cultural synchronization).
Dalam hal sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut
dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (the administration of
justice) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam
hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan ini mengandung makna
baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif
yang berlaku, sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk
selalu serempak dalam menghayati perundang undangan, sikap dan
falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan
pidana. Pemahaman terhadap tiga kerangka sinkronisasi tersebut sangat
penting mengingat apa yang dinamakan sistem peradilan pidana pada
hakekatnya merupakan open system, mengingat besarnya pengaruh
lingkungan masyarakat dan bidang bidang kehidupan manusia terhadap
keberhasilan pencapaian tujuannya, yaitu tujuan jangka pendek untuk
melakukan resosialisasi, jangka menengah untuk melakukan pencegahan
kejahatan dan jangka panjang untuk menciptakan kesejahteraan sosial.***

Menyambung apa yang telah dikemukakan Muladi tersebut, pada

prinsipnya pengertian sistem dalam uraian konsep sistem peradilan pidana
(SPP) mengacu pada adanya perangkat unsur yang secara teratur saling
berkaitan yang membentuk suatu totalitas pengertian dari sudut pandangan
teori, asas, dan ketentuan hukum.*** Lebih konkrit, konsep yang digunakan

Lawrence M. Friedman untuk menguraikan sistem hukum adalah dengan

9% Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Pertama, Semarang : Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. 1-2.

¥ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi
Kedua, Jakarta : Balai Pustaka, 1996 hal. 950.
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melihat dari aspek aspek (sudut pandang) substansi, struktur, dan budaya
hukum. Artinya, hukum dilihat tidak saja yang diatur secara eksplisit
dalam buku tetapi juga bagaimana konteks dan dalam prakteknya.>*

a. Struktur hukum yaitu kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap
bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan
terhadap keseluruhan dari hukum itu. Sebagai contoh, jumlah dan
kelas pengadilan negeri, kelas | atau kelas II, kewenangan
(kompetensi) hakim dan susunannya hakim (karir) dan hakim ad
hoc, bagaimana procedural design dari peradilan pidana serta
bagaimana hukum acara untuk naik banding dari pengadilan negeri
ke pengadilan tinggi (purna ajudikasi). Dengan kata lain, struktur
adalah semacam sayatan sistem hukum.

b. Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata
manusia yang berada dalam sistem itu. Misalnya bagaimanakah
tempat living law dalam sistem hukum yang dianut dan bagaimana
pula dalam putusan putusan pengadilan. Substansi hukum juga
berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam
sistem hukum itu, seperti keputusan yang dikeluarkan, aturan baru
yang disusun atau BAP penyidik dalam pemeriksaan
pendahuluan.®’

c. Budaya hukum ialah sikap manusia terhadap hukum dan sistem
hukum seperti kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya
terhadap hukum. Sebagai contoh, bila orang mengatakan bahwa
orang Amerika suka memperkarakan di pengadilan (litigious),
yaitu orang cepat cepat ke pengadilan bila ada masalah, maka yang
dibicarakan adalah tentang budaya hukum. Dengan kata lain,
budaya hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan

bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

%% | awrence M. Friedman, American Law an Introduction, Second Edition, Hukum
Amerika Sebuah Pengantar, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Jakarta : PT Tatanusa, 2001, hal.
9.

397 |bid., hal. 7 dan 8.
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Secara singkat, untuk menggambarkan ketiga unsur hukum itu adalah
dengan mengilustrasikan struktur hukum adalah suatu mesin. Dengan
struktur adalah mesin maka substansi hukum hukum adalah apa yang
dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa
saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan
mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu
digunakan.®*

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa Sistem Peradilan
Pidana (SPP) dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang
bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat
untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas batas
toleransi yang dapat diterima. Dengan pengertian demikian maka
diuraikan cakupan SPP sebagai berikut :

a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ;
b. menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas
bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta
c. berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak
mengulangi lagi perbuatannya.
Komponen komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah
kepolisian-kejaksaan-pengadilan-dan ~ pemasyarakatan.  Ditambahkan,
bahwa SPP telah berhasil apabila si pelanggar hukum telah kembali
terintegrasi dengan masyarakat dan hidup sebagai warga yang taat pada
hukum.*

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengertian SPP
merujuk pada suatu cakupan substansi yang lebih luas bila dibandingkan
dengan pengertian hukum acara pidana. Oleh karena itu dapat dikatakan
bahwa pengertian SPP adalah sebagai hukum acara pidana dalam arti yang

luas. Sementara itu, istilah hukum acara pidana saja adalah SPP dalam arti

%% Ipid., hal. 8.

¥9 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan
karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia,
Jakarta, 1994, hal. 140.
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sempit, karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika
berbicara mengenai SPP, kita berbicara dalam konteks substansi, struktur,
dan budaya hukum. Terkait prospek Hakim Komisaris dalam mewujudkan
SPP terpadu jika dibandingkan dengan pra peradilan, penulisan ini akan
secara spesifik meletakkan fokusnya pada pengertian SPP sebagai struktur.

Lebih spesifik lagi, kedudukan hakim pada tahap pra adjudikasi.

2. KEDUDUKAN HAKIM PADA TAHAP PRA ADJUDIKASI

DALAM KUHAP

SPP sebagai suatu konsep telah tertata dalam perangkat unsur
unsur yang tertuang dalam bentuk ketentuan ketentuan KUHAP.
Dilinat dari kerangka dasar kelembagaan dan proseduralnya
(procedural design), KUHAP membaginya dalam tiga fase yaitu*":
1) Fase pra adjudikasi
2) Fase adjudikasi
3) Fase purna adjudikasi

Desain prosedur (procedural design) sistem peradilan pidana
yang ditata melalui KUHAP dibagi dalam 3 (tiga) tahap sebagaimana
disebutkan di atas. Dipandang dari sudut tersangka dan terdakwa
adalah penting untuk mengetahui bagaimana pembuat undang undang
telah mendesain seluruh proses peradilan pidana ini. Urutan di atas
adalah jelas, tetapi yang sering tidak terlihat jelas (tidak transparan)
adalah tahap mana dari ketiga tahap tersebut yang dominan. Sebagai
contoh, suatu desain prosedur yang memberikan dominasi kepada
tahap pra adjudikasi tidak menguntungkan perlindungan terhadap hak
hak tersangka dan terdakwa. Mengapa? Karena apabila sidang
pembuktian (tahap ajudikasi) mendasarkan diri terutama pada data dan
bukti yang dikumpulkan dalam tahap penyidikan (tahap pra
adjudikasi), maka pengadilan akan sangat tergantung pada apa yang

disampaikan polisi dan jaksa tentang perkara pidana tersebut.

%0 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,
Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Op. Cit., hal. 33.
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Terdakwa dan pembelanya akan berada dalam posisi yang tidak
menguntungkan. Bukti bukti baru, kesaksian a de charge dan setiap
pendapat terdakwa terhadap setiap peristiwa atau fakta dalam
perkaranya, selalu akan dinilai oleh  hakim  dengan
memperbandingkannya terhadap pandangan jaksa/penuntut umum
(berdasarkan pemeriksaan oleh kepolisian). Jelas kiranya, bahwa
kesempatan pembelaan dalam sidang pengadilan akan sangat
berkurang, apalagi apabila pengadilan ingin melaksanakan peradilan
yang cepat dan sederhana. Kedudukan yang lemah dari terdakwa ini
akan lebih terlihat lagi apabila ia tidak dibantu oleh penasehat hukum
dalam sidang pengadilan.

Masalah yang dikemukakan di atas tidak mudah dipecahkan
dengan membaca KUHAP kita. Akan tetapi apabila kita menyadari
masalah ini, suatu penafsiran melalui pasal 191 dan pasal 197 KUHAP
dapat dilakukan. Dari ayat (1) masing masing pasal tersebut haruslah
ditafsirkan bahwa tahap adjudikasi (sidang pengadilan) yang harus
dominan dalam seluruh proses, karena baik dalam hal putusan bebas
maupun putusan bersalah, hal ini harus didasarkan pada fakta dan
keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di
sidang.””* Permasalahan yang diajukan di atas, juga berkaitan dengan
perdebatan yang ada tentang sistem inkuisitor ataukah sistem akusator
yang dianut dalam KUHAP. Lepas dari apa yang sekarang nyata
berlaku, keinginan untuk melepaskan diri dari sistem HIR yang

bersifat “menindas” telah tercermin dalam Penjelasan KUHAP. Yang

1 Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit.,

Pasal 191 ayat 1 menyatakan :
Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa
dakwa diputus bebas.

Pasal 197 ayat 1 d menyatakan :
pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian

yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
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penting untuk disadari adalah bahwa sifat dari suatu sistem yang secara
penuh dapat melindungi hak warga negara yang merupakan terdakwa,
paling jelas terungkapkan dalam tahap ajudikasi (sidang pengadilan).
Hanya dalam tahap inilah terdakwa dan pembelanya dapat berdiri
tegak sebagai pihak yang bersamaan derajatnya berhadapan dengan
jaksa/penuntut umum. Pengadilan wajib menjamin sepenuhnya hak
hak kedua belah pihak. Hak penuntut umum adalah mendakwa dan hak
terdakwa adalah membela dirinya terhadap dakwaan. Jaminan yang
penuh ini hanya dapat berlangsung apabila kita selalu dapat meyakini
netralnya dan bebasnya hakim. Suatu proses hukum yang adil dengan
pengadilan yang bebas adalah sangat penting bagi rasa aman
masyarakat, tidak kalah penting dari usaha menanggulangi kejahatan.
Seperti dikatakan sebelumnya oleh Mardjono Reksodiputro bahwa
kita dapat mencegah diri kita untuk melakukan tindak pidana, tetapi
kita tidak pernah dapat melepaskan diri Kita dari resiko diajukan
sebagai tersangka atau terdakwa. Kesadaran kita membedakan secara
jelas antara tahap tahap di atas adalah penting karena sering desain
prosedural suatu hukum acara pidana terlalu memberikan penekanan
kepada hak hak pejabat negara untuk menyelesaikan perkara atau
menemukan kebenaran ketimbang memperhatikan hak hak seorang
warga negara untuk membela dirinya terhadap kemungkinan
persangkaan atau pendakwaan yang kurang atau tidak benar ataupun
palsu.*®

Menurut Mardjono Reksodiputro, ketiga urutan ini memang
menunjukan desain prosedur. Akan tetapi yang belum jelas adalah
tahap mana dari ketiga tahap tersebut yang dominan. Tidak jelasnya
desain (bangun rancang) sistem peradilan Kita terlihat dari tidak
bersedianya kita mengikuti sistem peradilan yang berlaku di negara
negara demokrasi, dimana tahap adjudikasi (tahap sidang pengadilan

yang terbuka untuk umum dengan hakim hakim yang independen)

%2 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,
Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Op. Cit., hal. 33-35.
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adalah tahap yang dominan dalam hal mengawasi tahap pra adjudikasi
(dimana penyidikan pada dasarnya tertutup) dan tahap pasca
adjudikasi. Ketertutupan dalam tahap pasca adjudikasi, terlihat dalam
terjadinya penolakan terhadap keberadaan Hakim Wasmat oleh pihak
Pemasyarakatan. Di Indonesia, kekuasaan penyidikan dan pendakwaan
juga merasa dirinya tidak perlu diawasi oleh kekuasaan kehakiman.*%®

Dari segi struktur, ketentuan dalam KUHAP yang mengatur
mengenai pemeriksaaan pendahuluan (pra ajudikasi) membagi fungsi
masing masing organ penegak hukum sebagai organ yang bersifat
independen satu dengan yang lain. Dalam proses penyidikan dan
penuntutan, kedua instansi tersebut terpisah dan hanya dihubungkan
suatu jembatan kordinatif, yaitu pra penuntutan. Konsep ini disebut
diferensiasi fungsional. Dengan konsep ini pula lah hakim di satu sisi
tidak berwenang atas pemeriksaaan perkara sampai perkara
dilimpahkan oleh penyidik melalui jaksa. Tetapi disisi lain hakim akan
mengawasi  bagaimana  pelaksanaan  hukuman  di  lembaga
pemasyarakatan setelah perkara diputus hakim. Dengan demikian,
hakim tidak mempunyai wewenang kebelakang terkait bagaimanakah
penyidikan dilakukan, seperti penetapan bukti permulaan yang cukup
dan bukti yang cukup. Namun karena hakim tidak berhenti sampai
dengan menjatuhkan putusan di pengadilan, maka konsep ini disebut
dengan peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).
Dengan demikian, konsep dasar struktur KUHAP ialah diferensiasi
fungsional dan integrated criminal justice system.*"*

Peranan hakim hanya berlaku ketika perkara telah dilimpahkan
dan setelah putusan, yakni ke depan saja dan tidak berperan
kebelakang yakni penyidikan dalam fase pra ajudikasi. Padahal secara
konseptual kekuasaan hakim selalu sentral dalam proses peradilan

pidana sejak awal sampai akhir proses perkara pidana itu. Dalam

%93 Mardjono Reksodiputro, “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Op. Cit.,
hal. 5.

4% |_uhut M P Pangaribuan, Op. Cit., hal. 107.
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hubungan ini Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kekuasaan
hakim secara konseptual mulai dari proses penyidikan sampai dengan
putusan pidana dijatuhkan dan dilaksanakan, yang lengkapnya sebagai
berikut*®:

Dalam hal pertama, dapat diusulkan agar undang undang
menegaskan bahwa Mahkamah Agung lah yang ditetapkan
sebagai pejabat pengendali. Alasannya, menurut sistem
UUD 45 (Pasal 24 ayat 1), Mahkamah Agung lah yang
melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Pengertian
kekuasaan kehakiman seyogyanya tidak hanya diartikan
sebagai kekuasaan mengadili, tetapi lebih luas lagi, yaitu
sebagai kekuasaan untuk menegakkan hukum/undang
undang. Apabila kekuasaan kehakiman diartikan secara luas
demikian, maka Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi
mengawasi  penegakan hukum oleh badan badan
pengadilan, tetapi juga mengawasi seluruh proses
penegakan hukum yang dilakukan mulai dari penyidikan,
penuntutan, sampai pada putusan pengadilan dijatuhkan dan
dilaksanakan/dieksekusi.

Komisi Hukum Nasional dalam penelitiannya yang bersifat
evaluatif atas pelaksanaan KUHAP menyimpulkan bahwa KUHAP
perlu direvisi terutama yang berkaitan dengan mekanisme saling
mengawasi antara penegak hukum dan lembaga dalam subsistem
peradilan.”®® Hal ini dikarenakan selama ini dalam KUHAP, kata
“terpadu” dalam konsep SPP hanya untuk merujuk pada lembaga
pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana karena hakim
melalui Hakim Wasmat memang masih terus menjalankan tugasnya
setelah putusan dijatuhkan. Tetapi terpadu itu tidak termasuk pada
bagaimana proses penyidikan dijalankan.*®” Dalam RKUHAP oleh
karena itu hal yang dinilai perlu dalam perubahan pra ajudikasi adalah

termasuk peranan hakim. Dalam proses pidana, hakim sejak awal harus

%5 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
Hukum Pidana, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 33.

498 Komisi Hukum Nasional, “Menguak Misi Komisi Hukum Nasional dan Kinerjanya”,
Kilas Balik 6 Tahun Komisi Hukum nasional Republik Indonesia, Jakarta, Komisi Hukum
Nasional, 2006, hal. 37.

7 |_uhut M P Pangaribuan, Op. Cit., hal. 179.
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sudah berperan. Oleh karena itu dalam RKUHAP dimasukkan lembaga
Hakim Komisaris.*®
Selain itu, menarik untuk disimak apa yang dikemukakan oleh

Mardjono Reksodiputro bahwa kekuasaan kehakiman berasal dari
terjemahan istilah (konsep) Belanda rechterlijke macht (rechter :
hakim, rechterlijke : kehakiman). Dalam konsep kekuasaan kehakiman
ini tercakup pengertian judicial power oleh the judiciary (jajaran hakim
pengadilan) dan juga officers of the court (pejabat pengadilan lainnya)
yang mencakup antara lain the judicial police (polisi kehakiman atau
reserse, sebagai pendamping magistrat berdiri/penuntut umum), dan
Jaksa/Penuntut Umum sebagai magistrat berdiri (dalam kedudukan
dan kewenangan penuntut umum sebagai officer of the court, dia dapat
memerintah kegiatan (direct the activities) dari judicial police), para
advokat ketika mereka memakai toganya (melaksanakan kewenangan
membela perkara pidana) dan panitera/panitera pengganti. Pemikiran
tersebut, berimplikasi pada hal hal sebagai berikut :

1. Sekalipun instansi Kepolisian masuk dalam Bab tentang
Pertahanan dan Keamanan Negara) dalam konstitusi (yaitu
kekuasaan eksekutif) dan bukan merupakan bagian dari Bab
Kekuasaan Kehakiman, kewenangan kepolisian
kehakiman/kewenangan reserse sebagai judicial police ada di
dalam kekuasaan kehakiman. Karena itu pula, Kepala Reserse pada
Kepolisian berada secara administratif di bawah Kapolri, tetapi
secara fungsional di bawah officer of the court, yaitu Penuntut
Umum (Jaksa Agung) dan Majelis Hakim (Pengadilan) yang
sedang bersidang memeriksa perkara yang bersangkutan.

2. Instansi Kejaksaan (Agung) adalah bagian dari pemerintahan
(kekuasaan eksekutif), seperti juga instansi Kepolisian. Akan tetapi
kewenangan pendakwaan (prosecutorial —powers)/penuntutan
(vervolging) adalah sebagai officer of the court dan karena itu

masuk dalam kekuasaan kehakiman, dan merupakan wakil publik

“%8 |bid., hal. 107.
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bersama dengan polisi reserse yang mewakili kekuasaan negara
(publik) untuk membuktikan terjadinya tindak pidana, adanya
kesalahan terdakwa dan menuntut hukuman (tetapi juga, bila tidak
cukup bukti membatalkan dakwaan dan hukuman).

3. Advokat adalah organisasi swasta (private), tetapi begitu mereka
berperan sebagai “pembela”, baik dalam tahap pra adjudikasi
(penyidikan), maupun dalam tahap adjudikasi (pendakwaan di
pengadilan), mereka adalah bagian pula dari kekuasaan kehakiman.
Mereka disebut sebagai counsel of the court ataupun juga officer of
the court.

Menurut Mardjono Reksodiputro, kekeliruan desain KUHAP 1981

adalah karena mengarah pada pengkotak kotakan yang merupakan salah

satu hasil “kompromi” pada waktu pembentukannya. Kesimpulan uraian di

atas adalah bahwa “desain prosedur” dalam sistem peradilan pidana

Indonesia harus jelas dan konsisten menyatakan bahwa :

1. KUHAP (sekarang dan yang akan datang) memberi posisi dominan
kepada tahap adjudikasi, dan karena itu pusat kewenangan adalah pada
hakim (pengadilan).

2. Penuntut Umum dan Polisi Reserse adalah bagian dari kekuasaan
kehakiman dan tunduk pada hakim serta dapat ditegur dan dihukum
oleh hakim/majelis sidang pengadilan bersangkutan bilamana lalai
ataupun mengganggu kelancaran proses pengadilan pidana, serta
melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa.*%°

Dalam hal ini RKUHAP Baru (2008) mencoba mulai mengubah

kekeliruan tersebut dengan memberi kewenangan kepada seorang hakim

komisaris.*'?

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut :

1. Fase adjudikasi harus menjadi tahap yang paling dominan jika

dibandingkan dengan fase pra adjudikasi dan fase purna adjudikasi.

4% |bid., hal. 8-10.

10 |bid., hal. 12.
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Hal ini dikarenakan pada tahap inilah terdakwa dan penuntut
umum berada dalam posisi yang seimbang. Dikatakan bahwa posisi
para pihak ini menjadi seimbang karena ketika di satu sisi penuntut
umum berkewajiban untuk membuktikan adanya kesalahan pada
diri terdakwa, di sisi lain terdakwa juga memiliki hak yang sama
untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam hal ini
kedua belah pihak dapat mengajukan bukti bukti yang relevan
dengan pendakwaan maupun pembelaannya yang pada akhirnya
akan dipertimbangkan oleh hakim untuk pada akhirnya diputus.
Fase adjudikasi ini menjadi amat penting sehingga menjadi fase
sentral karena pada tahap ini akan ada hakim yang dapat
memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan secara
objektif berdasarkan bukti bukti yang diajukan. Dengan kata lain
hakim memegang peran sentral dalam sebuah sistem peradilan
pidana terpadu (integrated criminal justice system) karena pada
hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan
lewat sidang pengadilanlah digantungkan harapan terciptanya
putusan yang adil yang sungguh mampu mencapai tujuan hukum
acara pidana untuk menemukan kebenaran materil. Lebih jauh lagi,
hakim pada fase ini pulalah yang berdasarkan fakta persidangan
dapat melakukan koreksi jika terjadi kesalahan pada tahap pra
ajudikasi.

2. Kekuasaan kehakiman harus menjadi subsistem yang paling
dominan jika dibandingkan dengan subsistem lainnya (penyidik
dan penuntut umum). Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah
bahwa subsistem ini harus dilengkapi dengan kewenangan yang
memadai untuk dapat melakukan pengawasan terhadap subsistem
subsistem lainnya. Atau dengan kata dalam hal ini hakim harus
dilengkapi dengan kewenangan yang memadai untuk melakukan
pengawasan terhadap penyidik, penuntut umum, maupun lembaga
pemasyarakatan. Hal ini berimplikasi pada kewenangan yang

melekat pada kekuasaan kehakiman sejak fase pra adjudikasi
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hingga fase purna ajudikasi. Dalam hal ini hakim wajib melakukan
pengawasan sejak penyidikan berlangsung hingga proses
pemasyarakatan terpidana berlangsung untuk memastikan tidak
terjadi pelanggaran terhadap hak hak tersangka, terdakwa dan
terpidana.

3. PRA PERADILAN, HAKIM KOMISARIS DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA TERPADU (INTEGRATED CRIMINAL
JUSTICE SYSTEM)

Merujuk pada penjelasan terdahulu terlihat bahwa persoalan
mendasar yang timbul dalam praktek adalah bahwa sekalipun
dikatakan bahwa KUHAP dalam hal ini menganut konsep SPP
terpadu, terminologi “terpadu” dalam konsep tersebut tampaknya
belum sungguh sungguh terwujud karena masih setengah hati. Spesifik
berbicara mengenai fase pra ajudikasi, ketidakterpaduan ini
dikarenakan hakim sejauh ini hanya sebatas mengawasi fase ini
melalui pra peradilan yang dilengkapi kewenangan yang sangat
terbatas sehingga efektivitasnya dalam mengawasi kewenangan yang
dimiliki aparat penyidik dan penuntut umum pada tahap pemeriksaan
pendahuluan masih jauh dari memadai. Sementara itu pada fase purna
adjudikasi, kekuasaan kehakiman mengawasi pelaksanaan putusan
oleh Lembaga Pemasyarakatan melalui Hakim Pengawas dan
Pengamat (Hawasmat) yang keberadaannya juga masih mengalami
penolakan.

Jika kembali merujuk pada bagian sebelumnya dalam penulisan
ini, terlihat bahwa pada prinsipnya keterpaduan dalam sebuah SPP
akan tercipta dalam hal kekuasaan kehakiman dijadikan subsistem
paling dominan jika dibandingkan dengan subsistem subsistem lainnya
(penyidik dan penuntut umum) dalam SPP. Dominasi subsistem ini
akan tercipta dalam hal hakim dilengkapi dengan seperangkat
kewenangan yang memadai untuk melakukan pengawasan secara

maksimal baik pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi, maupun purna
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adjudikasi, selain tentunya fase adjudikasi juga harus menjadi fase
yang paling dominan jika dibandingkan dengan fase fase lainnya.

Apa yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini adalah
bahwa dominasi kekuasaan kehakiman pada tahap pra adjudikasi
belum terlihat dikarenakan begitu terbatasnya kewenangan pra
peradilan. Kelemahan yang ditemukan dalam pra peradilan adalah
bahwa hakim diberikan kewenangan yang tidak memadai pada tahap
pemeriksaan pendahuluan sehingga tidak mampu secara efektif
menciptakan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana dalam
konteks pengawasan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Persoalan
inilah yang kemudian menimbulkan urgensi untuk dilakukannya upaya
rekonstruksi terhadap SPP Indonesia dengan cara melengkapi
kekuasaan kehakiman dengan kewenangan yang jauh lebih luas agar
dapat mengawasi proses penyidikan dan penuntutan sehingga
keterpaduan dalam SPP dapat terealisasi.

Kembali merujuk pada tabel di bagian awal bab ini dan
penjelasan penjelasan terdahulu, kewenangan, pihak pihak yang berhak
mengajukan permohonan serta hukum acara pemeriksaan permohonan
pra peradilan menjadi indikator yang tepat untuk kembali
memperlihatkan kelemahan pra peradilan. Hal ini berimplikasi pada
tidak maksimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan kekuasaan
kehakiman terhadap tahap pemeriksaan pendahuluan melalui pra
peradilan. Kelemahan ini jugalah yang pada akhirnya berimplikasi
terhadap keterpaduan SPP Indonesia yang dipertanyakan karena
tampaknya masih diterapkan setengah hati.

Lembaga Hakim Komisaris dalam RKUHAP diharapkan
mampu memperbaiki kelemahan dalam pra peradilan ini sehingga
perbaikan SPP menuju sebuah keterpaduan dapat tercapai. Telah
disimpulkan pada sub bab sebelumnya bahwa pada prinsipnya, jika
dibandingkan dengan pra peradilan, Hakim Komisaris merupakan
lembaga pengawasan yang lebih ideal jika dibandingkan dengan pra

peradilan. Kesimpulan ini didapatkan dari analisis yang dilakukan
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terhadap ketiga indikator yang dijadikan fokus penelitian dalam

penulisan ini, yaitu kewenangan, pihak pihak yang berhak mengajukan

permohonan serta hukum acara pemeriksaan permohonan pada kedua

lembaga ini.

Dominasi kekuasaan kehakiman melalui Hakim Komisaris ini

terlihat dari kewenangannya untuk melakukan pengawasan atas

tindakan penyidik dan penuntut umum pada tahap pemeriksaan

pendahuluan dalam hal sebagai berikut :

1)

2)

Kewenangan yang dimiliki Hakim Komisaris jauh lebih luas
dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak
hak tersangka ;

Hakim Komisaris dapat memutus dengan atau tanpa adanya

permohonan pemeriksaan. Dalam hal ini :

a) Hakim Komisaris dapat secara proaktif melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa berupa
penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan melalui
pemberian izin atau persetujuan ;

b) Hakim Komisaris dapat berinisiatif memutus bahwa telah
terjadi pelanggaran terhadap hak tersangka pada saat
tersangka dihadapkan padanya berdasarkan pemeriksaan
yang dilakukan.

Undang undang mewajibkan penyidik bersama sama dengan

penuntut umum untuk menghadapkan tersangka yang ditahan

kepada Hakim Komisaris dalam jangka waktu 5 (lima) hari saat
dilakukannya penahanan oleh penyidik saat penyidikan
berlangsung ;

Hakim Komisaris berwenang menentukan jangka waktu

perpanjangan masa penahanan tersangka pada tahap

penyidikan, termasuk juga memutuskan penangguhan atau
pembatalan penahanan dimana sebelumnya kewenangan ini ada

pada penyidik dan penuntut umum sesuai tingkat pemeriksaan.
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4. Hakim Komisaris dilengkapi kewenangan untuk memutuskan
layak tidaknya dilakukan penuntutan terhadap suatu perkara
berdasarkan permohonan penuntut umum.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
pada prinsipnya dengan seperangkat kewenangan yang diberikan
undang undang, Hakim Komisaris akan lebih mampu menjalankan
fungsi pengawasan pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Seperangkat
kewenangan ini berimplikasi pada kontribusi positif lembaga baru ini
dalam mewujudkan keterpaduan dalam SPP yang lebih baik jika

dibandingkan dengan pra peradilan.

C. PROSPEK HAKIM KOMISARIS DALAM MEWUJUDKAN
KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DIBANDINGKAN DENGAN
PRA PERADILAN

Akhirnya sampailah kita pada sub bab terakhir dalam penulisan ini
yang akan berbicara mengenai keadilan dan kepastian hukum baik bagi
tersangka maupun pihak lain yang merasa dirugikan kepentingannya pada
tahap pemeriksaan pendahuluan jika dibandingkan dengan pra peradilan.
Berbicara dalam konteks keadilan dan kepastian hukum tentu tidak
terlepas dari seluruh pembahasan sebelumnya dalam bab ini, mengingat
keadilan dan kepastian hukum merupakan sebuah konsep besar yang
melingkupi pembahasan mengenai due process of law dan integrated
criminal justice system yang telah dibahas sebelumnya. Pembahasan
mengenai keadilan dan kepastian hukum ini akan menggunakan teori

keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls sebagai pisau analisis.

1. TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

John Rawls melalui teori keadilannya menyatakan keadilan

1

sebagai fairness*' atau istilah Black’s Law Dictionary, “equal time

1 John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard
University Press Cambridge, Massachusetts, 2003, page 3, dikutip dari Luhut M P Pangaribuan,
Op. Cit., hal. 26.
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doctrine”, yaitu suatu keadaan yang dapat diterima akal secara umum pada
waktu tertentu tentang apa yang benar. Keadilan menurut Rawls ini
disebut dengan istilah fairness karena dalam membangun teorinya Rawls
berangkat dari suatu hipotesis bahwa ketika setiap individu memasuki
kontrak sosial, setiap individu pada prinsipnya berada dalam keadaan
bebas atau dengan kata lain memiliki kebebasan (liberty). Posisi setiap
individu yang memiliki kebebasan inilah yang disebut “original position”
(posisi asli). Posisi asli ini_merupakan suatu status quo awal yang
menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai dalam suatu
kontrak sosial adalah fair. Berdasarkan fakta adanya “original position”
inilah kemudian lahir istilah “keadilan sebagai fairness”.** Namun
demikian ditegaskan oleh Rawls bahwa sekalipun dalam teori ini
digunakan istilah fairness, tidak berarti bahwa konsep keadilan dan
fairness adalah sama**®. Salah satu bentuk keadilan sebagai fairness adalah
memandang bahwa posisi setiap orang pada situasi awal ketika memasuki
sebuah kesepakatan dalam kontrak sosial itu adalah rasional dan sama
sama netral.** Dengan demikian, keadilan sebagai fairness disebut juga
teori kontrak.**> Rawls menjelaskan teori keadilan sebagai fairness itu
sebagali berikut :

“I then present the main idea of justice as fairness, a theory
of justice that generalizes and carries to a higher level of
abstraction the traditional conception of the social
contract.”
Rawls menyatakan bahwa gagasan utama dari keadilan sebagai fairness
adalah sebuah teori tentang keadilan yang menggeneralisasi dan membawa
konsepsi kontrak sosial yang tradisional pada suatu tingkatan asbstraksi

yang lebih tinggi. Kemudian dilanjutkan Rawls

2 John Rawls, Teori Keadilan : Dasar Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995, hal. 19.

13 |bid., hal. 14.
14 |bid., hal. 15.

“15 |bid., hal. 18.
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“The primary subject of justice is the basic structure of
society, or more exactly, the way in which the major social
institutions distribute fundamental rights and duties and
determine the division of advantage from social
cooperation. 416
Dikatakan bahwa fokus utama keadilan adalah struktur dasar dari
masyarakat, atau lebih tepatnya, cara institusi institusi utama dalam
mendistribusikan hak hak fundamental dan kewajiban kewajiban serta
menentukan pembagian kesejahteraan dari suatu kerja sama sosial.
Sebab,

“it effects are so profound and present from the start.” '

Dikatakan pula bahwa bahwa keberadaan struktur dasar masyarakat itu
sejak awal akan berdampak sangat ekstrim.
Konkritnya, pengaruh dari “the basic structure of society” (struktur dasar
masyarakat) itu sangat besar untuk dapat menentukan bagaimana keadilan
dapat tercipta.
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah yang dimaksudkan dengan
“the basic structure of society” (struktur dasar masyarakat) itu? Rawls
menjawabnya secara singkat bahwa yang dimaksud dengan “the basic
structure of society” (struktur dasar masyarakat) itu adalah kelembagaan
(an institution). Dijelaskan lebih lanjut, bahwa suatu kelembagaan dalam
masyarakat dapat dimengerti dalam dua cara yaitu :
1. Pertama, sebagai sesuatu hal yang abstrak, yaitu suatu bentuk
perilaku yang diwujudkan dalam satu sistem hukum ; dan
2. Kedua, realisasi dalam pikiran dan perbuatan dari orang orang
tertentu pada waktu dan tempat tertentu atas rumusan bentuk
perilaku (perbuatan) yang telah diatur dalam aturan.**®
Dengan kata lain, Rawls menyimpulkan bahwa “the basic

structure of society” itu adalah suatu “public system of rules” yang dapat

416 |bid., hal. 6.
417 |bid., hal. 7.

“18 |bid., hal. 48.
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dilihat dalam dua bentuk, yaitu “system of knowledge” (or set of public
norms) dan as a “system of action” (or set of institutions). Oleh karena itu
dapat didalilkan, bila “the basic structure of society” adalah terdiri dari
sistem kelembagaan yang adil (a just system of institution) dan ketetapan
politik yang adil (a just political constitution) maka justice as fairness
akan dapat dicapai. Hal ini dengan catatan bahwa dalam konteks hukum,
lembaga itu secara imparsial dan konsisten dijalankan oleh hakim dan
aparatur negara yang lain.*® Namun, bila baru sampai pada
ketidakberpihakan serta konsistensi dari lembaga lembaga hukum itu saja
maka apapun substansi sistem perundang undangan (“public system of
rules”) itu, tetap ia masih akan terbatas untuk dapat mencapai keadilan
formal.*?® Terkait keadilan formal ini, Rawls menyarankan agar istilah
keadilan formal diganti dengan istilah “keadilan sebagai keteraturan”
(justice as reqularity). Istilah ini dianggap lebih tepat dibanding “keadilan
formal (formal justice) ”.***

Rawls melanjutkan bahwa keadilan formal pada prinsipnya dapat
meningkat menjadi keadilan substantif (materil). Bila keadilan formal
adalah suatu hal yang hanya semata mata patuh pada sistem perundang
undangan*?, maka hal itu baru satu aspek saja dari rule of law, satu
konsep yang akan mendukung dan menjamin harapan yang sah (legitimate
expectations) dari masyarakat akan keadilan. Dalam konteks ini, secara
konkrit, ketidakadilan akan dirasakan setiap orang bila terjadi kegagalan
hakim mengikuti hukum secara tepat termasuk interpretasinya ketika
memutuskan suatu perkara.’”® Ketidakadilan dalam bentuk ini bahkan
melebihi dibandingkan bila hakim melakukan korupsi atau bentuk bentuk

lain penyalahgunaan wewenang sekalipun Kketika memeriksa suatu

19 |bid., hal. 50.
29 |bid., hal. 51.
21 |bid., hal. 299.
*22 |bid., hal. 51.

423 |bid., hal. 50.
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perkara.**

Oleh karena itu, keadilan formal yang sekedar patuh terhadap
sistem itu akan dirasakan lebih jauh sebagai keadilan substantif (materil)
hanya bila hakim konsisten mengikuti “the substantive justice of
institution” dan “the possibilities of their reform”.**> Dengan kata lain,
putusan yang mengikuti the living law yakni legitimate expectations yang
telah dituangkan dalam a just political constitution yang kita sebut hukum
dengan hukum yang hidup dan berkembang di tengah tengah masyarakat.
Ketika putusan yang mengakomodir living law ini kemudian menjadi
yurisprudensi sehingga menjadi sumber hukum, maka hal tersebut akan
meningkatkan derajat kualitatif keadilan formil itu. Oleh karena itu Rawls
mengatakan bahwa akan dapat terjadi “where we find formal justice, the
rule of law and the honoring of legitimate expectations, we are likely to
find substantive justice as well.” Artinya, dimana kita menemukan
keadilan formal, rule of law dan menghormati harapan harapan yang sah
masyarakat yang sudah merupakan constitutional rights bagian dari a just
political constitution dalam kontrak sosial itu maka kita akan cenderung
untuk menemukan keadilan substantif.

Rawls menyatakan :

“once we understand the content of these priciples and

their basis in reason and human attitudes, we may be in a

position to decide whether substantive and formal justice

are tied together.”
Dinyatakan bahwa apabila kita telah mampu memahami isi dari prinsip
prinsip ini berikut alasan adanya prinsip prinsip tersebut dan kemudian
melihat bagaimana tingkah laku manusia dalam menyikapi atau
memahami prinsip prinsip tersebut, Kita akan berada dalam posisi untuk
menentukan apakah keadilan substantif dan keadilan formal telah terikat
secara bersama. Rawls mengatakan bahwa dalam hal ini, suatu putusan
perkara di pengadilan telah dianggap honoring the legitimate expectations

bilamana dalam proses penegakan hukum tersebut, apa yang disebut

424 |bid., hal. 299.

425 |bid., hal. 52.
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dengan proses rechtsvinding dan rechts forming atas a just political
constitution rights dari kewenangan hakim pengadilan dapat diterapkan
ketika mengadili suatu perkara yang memohon suatu keadilan. Dengan
demikian, secara singkat dapat dirangkum bahwa jawaban atas pertanyaan
apakah keadilan itu adalah bahwa keadilan itu adalah suatu fairness,
namun keadilan tidak sama dengan fairness itu. Kemudian kini timbul
pertanyaan bagaimanakah mengetahui dan menemukan adanya fairness
dan keadilan.

Menurut Rawls pertama tama harus dilihat bagaimanakah basic
structure dari masyarakat itu. Dari basic structure tertentu akan dihasilkan
public rules tertentu pula. Bila basic structure adalah a just political
constitution dan a just system of institution maka justice as fairness akan
mungkin dapat dicapai. Namun disadari pula bahwa setelah ditemukan
semua unsur unsur itu maka awalnya yang dapat tercapai baru sebatas
pada keadilan formal atau prosedural, atau tepatnya “keadilan sebagai
keteraturan (justice as regularity).” Tetapi bila dalam prosedur atau
keteraturan itu juga terfasilitasi harapan masyarakat melalui
ketidakberpihakan aparatur dan adanya lembaga keterbukaan pengadilan
untuk melakukan rechtsvinding dan recht vorming atau constitutional
rights dalam a just political constitution karena keadilan substantif itu
sifathya open-ended, maka keadilan formal itu akan dapat berubah
menjadi keadilan substantif. Dengan kata lain secara teoritis keadilan
substantif telah dapat ditemukan atau dirumuskan dalam putusan hakim
atas suatu perkara.

Kedua, bila sudah dapat dirumuskan apa itu keadilan, sekarang
pertanyaan dilanjutkan dengan bagaimanakah prosesnya keadilan itu dapat
dicapai? Secara garis besar John Rawls menguraikannya demikian®?:

1. “What a person does depends upon what the public
rules say he will be entitled to, and what a person is
entitled to depends on what he does.....These

428 |bid., hal. 84.
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considerations suggest the idea of treating the question
of distributive shares as a matter of procedural justice.”

2. “.... the notion of procedural justice is best understood

by a comparison with perfect and imperfect procedural
justice.... Pretty clearly, perfect procedural justice is
rare, if not impossible, in cases of much practical
interest.... The characteristic mark of imperfect
procedural justice is that while there is an idependent
criterion for the correct outcome, there is no feasible
procedure which is sure to lead it.... Clearly we can not
say that a particular state of affairs is just because it
could have been reached by following a fair
procedure.”

3. “... therefore, to apply the notion of pure procedural

justice to distributive shares it is necessary to set up
and to administer impartially a just system of
institutions. Only against the background of a just basic
structure, including a just political constitution.... can
one say that the requisite just procedure exist. ”

Bila keadilan itu adalah fairness dan bagaimanakah keadilan itu
dapat dicapai maka teori Rawls ialah harus dipahami bahwa apa yang
dapat dilakukan seseorang tergantung apa yang sudah diatur untuk dia
dalam hukum. Gagasan dasar demikian ini adalah merupakan a matter of
procedural justice. Memahami ide procedural justice ini dapat dimengerti
dengan lebih baik jika kita membandingkan antara procedural justice yang
sempurna dan yang tidak sempurna. Sekalipun adalah sangat jarang
adanya procedural justice yang sempurna, jika bisa disebut tidak mungkin.
Sebagai tanda yang khas dari procedural justice yang tidak sempurna
adalah bahwa bila terdapat kriteria untuk mencapai hasil yang benar
namun tidak ada suatu prosedur yang feasible untuk dapat memastikan
hasil tersebut dapat tercapai. Dengan kata lain, kita tidak dapat
mengatakan bahwa suatu hal adalah adil hanya karena telah mengikuti
seluruh prosedur yang ada. Oleh karena itu, menerapkan keadilan
prosedural murni berarti perlu membuat dan melaksanakan a just system of
institutions yang tidak memihak. Dengan kata lain, bahwa untuk mencapai
keadilan diperlukan satu ketentuan (public rule) dan prosedurnya
sekaligus. Dipahami, keadilan itu belum akan tercapai hanya dengan telah

mengikuti seluruh prosedur itu secara jujur saja melainkan masih
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diperlukan suatu sistem kelembagaan yang didukung oleh penetapan
politik (hukum) dengan struktur dasar yang adil. Bila hal hal itu sudah
ditemukan maka keadilan prosedural yang sempurna menurut teori
keadilan prosedural murni akan dapat dicapai. Keadilan ini disebut juga
keadilan substantif. Dengan kata lain, keadilan ini adalah keadilan yang
didasarkan pada hukum (public rule).*?’

Mengacu pada teori tersebut di atas, pada prinsipnya terdapat

beberapa elemen penting dalam teori tersebut sebagai berikut :
a) the basic structure of society (an institutions) atau public system of
rules yang dalam hal ini terdiri dari :

1) system of knowledge (set of public norms) ; sistem ini dapat
menjadi a just system of institution dan

2) system of action (or set of institutions) ; sistem ini dapat
menjadi a just political constitution.

Terminologi “the basic structure of society” (an institutions) atau

“public system of rules” dalam teori keadilan yang dikembangkan

Rawls ini mengacu pada struktur dasar masyarakat, yakni

kelembagaan. Atau dengan kata lain suatu kelembagaan dalam

masyarakat. Kelembagaan dalam masyarakat inilah yang kemudian
harus dipahami dalam dua konteks yaitu :

1) Kelembagaan dalam masyarakat sebagai sesuatu hal yang
abstrak, yaitu suatu bentuk perilaku yang diwujudkan dalam
satu sistem hukum. Rawls menyebutnya dengan istilah system
of knowledge (set of public norms) yang jika diterjemahkan
menjadi sistem pengetahuan atau seperangkat norma publik.
Jadi pada prinsipnya kelembagaan dalam masyarakat yang
dimaksud Rawls dalam konteks ini adalah aturan hukum yang
ada dalam masyarakat. Jika kemudian seperangkat aturan
hukum ini merupakan aturan hukum yang berisi ketentuan yang
mampu mengakomodir rasa keadilan masyarakat, seperangkat

aturan hukum ini kemudian dinamakan a just system of

*2 |_uhut M P Pangaribuan, Op. Cit., hal. 31-32.

Universitas Indonesia

Upaya pembaharuan..., Nefa Claudia Meliala, FH Ul, 2012



215

institution atau sistem kelembagaan yang adil. Perlu diingat
bahwa kelembagaan yang dimaksud dalam hal ini mengacu
pada aturan hukum yang adil.

2) Kelembagaan dalam masyarakat yang terealisasi dalam pikiran
dan perbuatan orang orang tertentu pada waktu dan tempat
tertentu atas rumusan bentuk perilaku (perbuatan) yang telah
diatur dalam aturan. Rawls menyebutnya dengan istilah system
of action (or set of institutions) yang jika diterjemahkan
menjadi sistem perilaku atau seperangkat kelembagaan.
Kelembagaan dalam masyarakat dalam konteks ini dapat
diartikan sebagai hasil atau output dari sebuah proses hukum
yang dalam hal ini berupa putusan atau ketetapan hakim.
Putusan yang dalam hal ini mampu mengakomodir rasa
keadilan masyarakat disebut Rawls sebagai a just political
constitution atau keputusan politik yang adil.

b) justice as fairness adalah pengertian keadilan menurut Rawils.
Terminologi fairness digunakan karena Rawls berangkat dari suatu
hipotesis dimana ketika setiap individu memasuki kontrak sosial
itu mempunyai kebebasan (liberty). Posisi setiap individu yang
bebas ini disebut dengan “original position” (posisi asli) dimana
setiap individu berada dalam status quo awal, sehingga setiap
kesepakatan fundamental yang dicapai dalam suatu kontrak sosial
adalah fair. Inilah yang kemudian melahirkan istilah “keadilan
sebagai fairness”. Meskipun demikian, ditegaskan oleh Rawls
bahwa sekalipun dalam teori ini digunakan istilah fairness, tidak
berarti bahwa konsep keadilan dan fairness adalah sama. Dalam
hal ini, salah satu bentuk keadilan sebagai fairness adalah
memandang bahwa posisi setiap orang dalam situasi awal ketika
memasuki sebuah kesepakatan dalam kontrak sosial itu adalah
rasional dan sama sama netral sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya. Dengan demikian, keadilan sebagai fairness disebut

juga teori kontrak. Keadilan dalam bentuk ini dapat terealisasi jika
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the basic structure of society terdiri dari system of knowledge (set
of public norms) yang merupakan a just system of institution dan
system of action (or set of institutions) yang merupakan a just
political constitution telah tercapai.

c) justice as reqularity adalah keadilan sebagai keteraturan atau
sering disebut keadilan formal atau keadilan prosedural.

d) legitimate expectations adalah harapan yang sah dari masyarakat
akan keadilan. Harapan ini akan teralisasi melalui putusan
pengadilan (a just political constitution) yang tidak hanya
didasarkan pada aturan hukum positif, namun juga mengakomodir
hukum yang hidup dan berkembang di tengah tengah masyarakat
(living law). Putusan ini kemudian menjadi yurisprudensi sehingga
menjadi sumber hukum.

e) substantive justice adalah keadilan substantif yang dapat tercapai
bila justice as regularity (formal justice), the rule of law dan
legitimate expectations telah terpenuhi. Atau dengan kata lain bila
dalam prosedur atau keteraturan (justice as regularity atau formal
justice) itu juga terfasilitasi harapan masyarakat (legitimate
expectations) melalui Kketidakberpihakan aparatur (kemandirian
kekuasaan kehakiman) dan adanya lembaga keterbukaan
pengadilan untuk melakukan rechtsvinding dan recht vorming
(dalam rangka menggali living law) atau constitutional rights
dalam a just political constitution (due process of law dalam
konsep rule of law), maka keadilan formal itu akan dapat berubah

menjadi keadilan substantif.

2. PRA PERADILAN DAN KEADILAN SUBSTANSIF
(SUBSTANTIVE JUSTICE)
Sebagaimana dikemukakan oleh Rawls bahwa sebuah keadilan
(substantive justice) baru akan tercapai dalam hal terpenuhinya 3 (tiga)
hal sebagai berikut :

a. justice as regularity (formal justice)
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Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, apa yang
dimaksud dengan justice as regularity (formal justice) adalah
keadilan dalam konteks keadilan formal atau keadilan
prosedural. Keadilan prosedural ini secara sederhana dapat
diartikan sebagai keadilan yang akan tercapai jika proses
hukum telah berjalan sesuai aturan hukum acara (hukum
formil) yang berlaku.

b. the rule of law
Pada prinsipnya the rule of law yang dimaksud dalam konteks
ini adalah konsep negara hukum yang mewajibkan dipenuhinya
beberapa kriteria agar suatu negara dapat dikategorikan negara
hukum atau negara yang didasarkan pada prisnip the rule of
law. Sebagaimana telah pernah disebutkan sebelumnya, negara
yang menganut prinsip ini wajib memenuhi Kriteria sebagai
berikut :
1) perlindungan hak asasi manusia ;
2) mekanisme kelembagaan negara yang demokratis ;
3) sistem tertib hukum ;
4) kekuasaan kehakiman yang bebas.
Berbicara mengenai prinsip the rule of law ini tentu tidak dapat
dipisahkan dari konsep due process of law (proses hukum yang
adil) sebagaimana telah pernah dibahas pada bagian terdahulu
yang dalam hal ini juga mencakup perlindungan hak asasi
manusia dan kekuasaan peradilan yang bebas dan merdeka.
Jika dihubungkan dengan teori keadilan Rawls, prinsip the rule
of law yang dimaksud dalam konteks ini erat kaitaannya
dengan istilah a just system of institution dan a just political
constitution versi Rawls.

c. legitimate expectations
Legitimate expectations yang dimaksud dalam konteks ini

adalah harapan sah masyarakat atas putusan pengadilan yang
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mencerminkan rasa keadilan masyarakat dengan cara menggali

hukum yang hidup dalam masyarakat (living law).

Sebagaimana telah dijawab pada sub bab terdahulu bahwa pra
peradilan memang dianggap kurang mampu menjalankan fungsinya
sebagai lembaga pengawasan yang ideal dan kurang mampu pula
menciptakan keterpaduan dalam SPP dikarenakan berbagai persoalan
terkait begitu terbatasnya kewenangan yang dimilikinya, hakim pra
peradilan yang bersifat pasif, serta hukum acara yang tidak berpihak
pada pencari keadilan.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan Rawls ini terlihat bahwa
persoalan mendasar dalam pra peradilan adalah bahwa pada
prakteknya lembaga ini baru sampai pada tahap memenuhi keadilan
formal atau keadilan prosedural yang oleh Rawls disebut dengan
keadilan sebagai keteraturan (justice as regularity). Seperti yang telah
dikemukakan Rawls dalam teorinya, justice as regularity tercipta
ketika a just system of institution dan a just political constitution telah
tercapal, namun belum sampai pada tahap terakomodirnya legitimate
expectations melalui ketidakberpihakan aparatur. Dengan kata lain,
Rawls hendak mengatakan bahwa keadilan formal atau keadilan
prosedural tercipta dalam hal putusan didasarkan pada aturan hukum
positif. Namun demikian, peradilan ini baru sampai pada tahap tersebut
dan belum sampai pada tahap kemampuan mengakomodir rasa
keadilan masyarakat dengan menggali hukum vyang hidup dan
berkembang di masyarakat (living law) yang dalam hal ini diputuskan
oleh hakim yang independen. Dalam kaitannya dengan pra peradilan,
hakim pra peradilan dalam hal ini memeriksa dan memutus
permohonan yang diajukan padanya dengan mendasarkan pada aturan
hukum positif yang termuat dalam KUHAP. Persoalan pertama muncul
ketika putusan yang dijatuhkan sudah sesuai dengan aturan hukum
positif yang ada, namun faktanya aturan hukum positif tersebutlah
yang justru bermasalah dikarenakan berbagai kelemahan sebagaimana

telah dibahas dalam bab ini (kewenangan, pihak pihak yang berhak
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mengajukan permohonan, dan hukum acara pemeriksaan). Berbagai
kelemahan ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya bahkan pada tahap
awal pun, dalam beberapa kasus, kriteria aturan hukum yang adil (a
just system of institution) yang dikemukakan Rawls dalam teorinya
belum tercapai dalam pra peradilan sehingga justice as regularity pun
belum tercapai. Sebagai contoh, jika seandainya diajukan permohonan
pra peradilan atas proses penyidikan yang berlarut larut tanpa
kepastian, akan timbul persoalan karena aturan hukum positif yang ada
saat ini bahkan tidak mengatur secara eksplisit bahwa hal tersebut
merupakan objek pra peradilan. Merujuk pada teori Rawls terkait a just
system of institution, KUHAP dalam hal ini belum dapat disebut a just
system of institution sehingga dalam beberapa kasus justice as
regularity belum tercapai.

Menarik untuk dikaji bahwa Rawls menegaskan wajib
terpenuhinya 3 (tiga) kriteria secara kumulatif untuk dapat terciptanya
keadilan substansial (substantive justice), yaitu formal justice, rule of
law dan legitimate expectations. Jika kemudian sebelumnya telah
disimpulkan bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan, a just
system of institution belum mampu dipenuhi pra peradilan, untuk
permohonan terkait hal hal yang telah secara spesifik diatur undang
undang sebagai bagian dari kewenangan pra peradilan untuk
memeriksa dan memutusnya, formal justice mungkin telah mampu
dicapai oleh lembaga ini. Sementara itu, prinsip rule of law yang
kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui konsep due process of law
belum sepenuhnya terpenuhi dalam pra peradilan mengingat fakta
masih kurang memadainya jaminan perlindungan hak asasi tersangka
maupun terdakwa melalui pra peradilan yang dalam hal ini terlihat
melaalui berbagai kelemahan pra peradilan yang dibahas dalam
penulisan ini. Karena pada prinsipnya ketiga elemen ini bersifat
kumulatif, salah satu elemen saja tidak terpenuhi, substantive justice
yang dimaksud Rawls dalam teori ini secara otomatis dapat

disimpulkan tidak tercapai dalam pra peradilan. Dengan demikian,
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dalam hal ini pembahasan terkait elemen ketiga yaitu legitimate
expectations melaui ketidakberpihakan aparatur menjadi tidak relevan
untuk dilakukan sehingga akan dibahas pada pembahasan berikutnya
mengenai Hakim Komisaris dan keadilan substantif (substantive

justice).

. HAKIM  KOMISARIS DAN KEADILAN  SUBSTANTIF

(SUBSTANTIVE JUSTICE)

Jika ditinjau dari ketiga indikator yang digunakan dalam
penulisan ini (kewenangan, pihak pihak yang berhak mengajukan
permohonan, dan hukum acara pemeriksaan), Hakim Komisaris dinilai
lebih baik jika dibandingkan dengan pra peradilan. Sebagaimana telah
dipaparkan sebelumnya bahwa pada prinsipnya berbagai kelemahan
yang ditemukan dalam pra peradilan paling tidak dapat diminimalisir
dengan disahkannya Hakim Komisaris. Apa yang kemudian perlu
diperhatikan adalah bagaimana proses rekrutmen Hakim Komisaris ini
berlangsung sehingga hakim yang menjalankan tugasnya sungguh
sungguh hakim yang kompeten dan berintegritas.

Kembali pada teori keadilan Rawls terkait substantive justice,
Rawls menegaskan bahwa keadilan dalam bentuk ini baru akan
tercapai ketika a just system of institution dan a just political
constitution telah tercapai sampai pada tahap terakomodirnya
legitimate expectations melalui ketidakberpihakan aparatur. Dalam
konteks Hakim Komisaris, a just system of institution ini terlihat dalam
ketentuan dalam RKUHAP yang memberikan kewenangan yang lebih
luas kepada Hakim Komisaris, termasuk juga memberikan ruang gerak
yang lebih luas kepada Hakim Komisaris untuk memeriksa dan
memutus perkara dengan bersifat proaktif bahkan berdasarkan inisiatif
pribadinya dengan acara pemeriksaan dalam jangka waktu yang lebih
singkat. Sementara itu terkait a just political constitution, Rawls
menegaskan bahwa ada 2 (dua) hal yang wajib terpenuhi. Kedua hal

ini saling terkait satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan atau
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dengan kata lain wajib dipenuhi keduanya tanpa terkecuali. Kedua hal
tersebut adalah legitimate expectations dan ketidakberpihakan
aparatur. Jika berbicara mengenai legitimate expectations, konsep ini
memang lebih tepat jika diakaitkan dengan putusan pengadilan pada
tahap adjudikasi dimana hakim menggali hukum yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat (living law) untuk dijadikan dasar
pengambilan keputusan. Hal yang kemudian menarik untuk dikaji
adalah bahwa Rawls dalam teori ini memasukkan unsur
ketidakberpihakan aparatur (dalam hal ini aparatur yang dimaksud
adalah hakim) sebagai salah satu elemen yang wajib dipenuhi agar
tercapainya sebuah keadilan substantive (substantive justice). Dengan
kata lain, hakim yang independen menjadi sesuatu yang wajib dipenuhi
dalam sebuah sistem agar keadilan substantif sungguh dapat tercapai.
Dengan demikian menjadi relevanlah apa yang telah pernah
dikemukakan sebelumnya terkait perlunya perhatian ekstra terhadap
proses rekrutmen Hakim Komisaris ini agar hakim yang menjalankan
tugasnya sungguh sungguh merupakan hakim yang kompeten dan

berintegritas.
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BAB V
PENUTUP

A KESIMPULAN
1. KUHAP dan RKUHAP mengatur mengenai pra peradilan dan Hakim

Komisaris sebagai lembaga pengawasan kewenangan penyidik dan

penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebagai berikut :

a. Terdapat berbagai kelemahan dalam pra peradilan yang
berimplikasi pada keberadaan pra peradilan dalam menjalankan
fungsinya sebagai lembaga pengawasan kewenangan penyidik dan
penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Pada
prinsipnya kelemahan dalam pra peradilan ini berkenaan dengan 3
(tiga) persoalan pokok vaitu :

1) Kewenangan pra peradilan ;

2) Pihak pihak yang berhak mengajukan permohonan pra
peradilan ; dan

3) Acara pemeriksaan pra peradilan.

b. Hakim Komisaris merupakan lembaga pengawasan yang lebih
baik jika dibandingkan dengan pra peradilan. Hal ini
dikarenakan kewenangan yang dimiliki lembaga ini jauh lebih luas
dan lebih memberikan jaminan perlindungan terhadap hak hak
tersangka.  Selain itu, jika berbicara mengenai mekanisme
pemeriksaannya, terlihat bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan
lembaga ini lebih baik karena selain digantungkan pada
permohonan yang diajukan oleh pihak pihak yang dilanggar
haknya pada tahap pemeriksaan pendahuluan, Hakim Komisaris
juga dapat bertindak proaktif dan memutus berdasarkan inisiatifnya
sendiri dengan atau tanpa adanya permohonan. Selain itu, jangka
waktu pemeriksaan juga lebih cepat jika dibandingkan dengan pra
peradilan. Persoalan yang kini patut menjadi perhatian adalah

bagaimana kemudian proses rekrutmen harus dilakukan agar
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Hakim Komisaris yang menjalankan tugasnya sungguh sungguh
merupakan hakim yang kompeten dan berintegritas.

2. Prospek Hakim Komisaris dalam mewujudkan Sistem Peradilan
Pidana terpadu (integrated criminal justice system) jika dibandingkan
dengan pra peradilan adalah sebagai berikut :

a. Pada prinsipnya keterpaduan dalam SPP memang tidak secara serta
merta dapat tercipta dengan diberlakukannya Hakim Komisaris,
atau dengan kata lain, persoalan ketidakterpaduan dalam SPP tidak
dapat seketika saja selesai dengan hadirnya lembaga baru ini. Hal
ini dikarenakan ketika berbicara dalam konteks SPP terpadu,
persoalan ini akan berkaitan dengan begitu banyak aspek, termasuk
didalamnya hubungan antara penyidik dan penuntut umum. Dalam
hal Hakim Komisaris diberlakukan, kekuasaan kehakiman melalui
Hakim Komisaris memang akan menjadi subsistem paling dominan
jika dibandingkan dengan subsistem subsistem lainnya (penyidik
dan penuntut umum), dan ini merupakan satu hal yang akan
memberikan kontribusi positif dalam hal menciptakan sebuah
keterpaduan, dimana kekuasaan kehakiman akan dapat
melaksanakan fungsi pengawasan secara lebih baik mulai dari
tahap pra adjudikasi, adjudikasi, hingga tahap pasca adjudikasi.
Namun demikin, selain dominasi kekuasaan kehakiman pada tahap
pemeriksaan pendahuluan, apa yang perlu diperhatikan adalah
bahwa keterpaduan ini baru dapat tercapai dalam hal disintegrasi
atau pengkotak kotakan yang selama ini terjadi antara penyidik dan
penuntut umum sebagaimana terlihat dalam lembaga pra
penuntutan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) dapat diperbaiki melalui dibukanya ruang
komunikasi antara penyidik dan penuntut umum agar dapat
berkordinasi dengan lebih baik. Kedua hal ini merupakan persolan
yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama
lain. Oleh karena itu, selain menyoroti keberadaan kekuasaan

kehakiman melalui Hakim Komisaris, upaya menciptakan

Universitas Indonesia

Upaya pembaharuan..., Nefa Claudia Meliala, FH Ul, 2012



224

hubungan yang lebih koordinatif antara penyidik dan penuntut
umum dalam RKUHAP dengan menghilangkan lembaga pra
penuntutan, memberikan penuntut umum kewenangan melakukan
penyidikan tambahan, serta wacana dibentuknya jaksa zona (jaksa
distrik) menjadi persolan yang sama pentingnya untuk
diperhatikan. Namun demikian, penulisan Tesis ini memang secara
spesifik menyoroti keberadaan kekuasaan kehakiman melalui
Hakim Komisaris dan kontribusi salah satu subsistem dalam SPP
ini dalam menciptakan SPP terpadu.

b. Persoalan mendasar yang timbul dalam praktek adalah bahwa
sekalipun dikatakan bahwa KUHAP dalam hal ini menganut
konsep SPP terpadu, terminologi “terpadu” dalam konsep tersebut
tampaknya belum sungguh sungguh terwujud karena masih
setengah hati. Hal ini dikarenakan daalam KUHAP kata “terpadu”
dalam konsep SPP hanya merujuk pada pengawasan dan
pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan melalui lembaga
Hakim Pengawas dan Pengamat (Hawasmat) pada tahap pasca
adjudikasi yang dalam hal inipun masih mengalami penolakan dari
pihak Lembaga Pemasyarakatan. Spesifik berbicara mengenai fase
pra ajudikasi, ketidakterpaduan ini dikarenakan hakim sejauh ini
hanya sebatas mengawasi fase ini melalui pra peradilan yang
dilengkapi  kewenangan yang - sangat terbatas sehingga
efektivitasnya dalam mengawasi kewenangan yang dimiliki aparat
penyidik dan penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan
masih jauh dari memadai.

c. Pada prinsipnya keterpaduan dalam sebuah SPP akan tercipta
dalam hal kekuasaan kehakiman dijadikan subsistem paling
dominan jika dibandingkan dengan subsistem subsistem lainnya
(penyidik dan penuntut umum) dalam SPP. Dominasi subsistem ini
akan tercipta dalam hal hakim dilengkapi dengan seperangkat
kewenangan yang memadai untuk melakukan pengawasan secara

maksimal baik pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi, maupun
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purna adjudikasi, selain tentunya fase adjudikasi juga harus

menjadi fase yang paling dominan jika dibandingkan dengan fase

fase lainnya.

d. Dominasi kekuasaan kehakiman pada tahap pra adjudikasi belum
terlihat dalam KUHAP dikarenakan begitu terbatasnya
kewenangan pra peradilan. Kelemahan yang ditemukan dalam pra
peradilan adalah bahwa hakim diberikan kewenangan yang tidak
memadai pada tahap pemeriksaan pendahuluan sehingga tidak
mampu secara efektif menciptakan keterpaduan dalam sistem
peradilan pidana dalam konteks pengawasan pada tahap penyidikan
dan penuntutan. Persoalan inilah yang kemudian menimbulkan
urgensi untuk dilakukannya upaya rekonstruksi terhadap SPP
Indonesia dengan cara melengkapi kekuasaan kehakiman dengan
kewenangan yang jauh lebih luas agar dapat mengawasi proses
penyidikan dan penuntutan sehingga keterpaduan dalam SPP dapat
terealisasi.

e. Lembaga Hakim Komisaris dalam RKUHAP diharapkan
mampu memperbaiki kelemahan dalam pra peradilan
sehingga perbaikan SPP menuju sebuah keterpaduan dapat
tercapai. Dominasi kekuasaan kehakiman melalui Hakim
Komisaris ini terlihat dari kewenangannya untuk melakukan
pengawasan atas tindakan penyidik dan penuntut umum pada tahap
pemeriksaan pendahuluan dalam hal sebagai berikut :

1) Kewenangan yang dimiliki Hakim Komisaris jauh lebih luas
dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak
hak tersangka ;

2) Hakim Komisaris dapat memutus dengan atau tanpa adanya
permohonan pemeriksaan. Dalam hal ini :

a) Hakim Komisaris dapat secara proaktif melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa berupa
penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan melalui

pemberian izin atau persetujuan ;
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b) Hakim Komisaris dapat berinisiatif memutus bahwa telah
terjadi pelanggaran terhadap hak tersangka pada saat
tersangka dihadapkan padanya berdasarkan pemeriksaan
yang dilakukan.

3) Undang undang mewajibkan penyidik bersama sama dengan
penuntut umum untuk menghadapkan tersangka yang ditahan
kepada Hakim Komisaris dalam jangka waktu 5 (lima) hari saat
dilakukannya penahanan oleh penyidik saat penyidikan
berlangsung ;

4) Hakim Komisaris berwenang menentukan jangka waktu
perpanjangan masa penahanan tersangka pada tahap
penyidikan, termasuk juga memutuskan penangguhan atau
pembatalan penahanan dimana sebelumnya kewenangan ini ada
pada penyidik dan penuntut umum sesuai tingkat pemeriksaan.

5) Hakim Komisaris dilengkapi kewenangan untuk memutuskan
layak tidaknya dilakukan penuntutan terhadap suatu perkara
berdasarkan permohonan penuntut umum.

f. Pada prinsipnya dengan seperangkat kewenangan yang diberikan
undang undang, Hakim Komisaris akan lebih mampu menjalankan
fungsi pengawasan pada tahap pemeriksaan pendahuluan.
Seperangkat kewenangan ini berimplikasi pada kontribusi positif
lembaga baru ini dalam mewujudkan keterpaduan dalam SPP yang
lebih baik jika dibandingkan dengan pra peradilan.

3. Prospek Hakim Komisaris dalam mewujudkan keadilan dan kepastian
hukum baik bagi tersangka maupun pihak lain yang merasa dirugikan
kepentingannya pada tahap pemeriksaan pendahuluan jika
dibandingkan dengan pra peradilan adalah sebagai berikut :

a. Persoalan mendasar dalam pra peradilan adalah bahwa pada
prakteknya lembaga ini baru sampai pada tahap memenuhi
keadilan formal atau keadilan prosedural yang oleh Rawls
disebut dengan keadilan sebagai keteraturan (justice as

regularity). Hakim pra peradilan dalam hal ini memeriksa dan
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memutus permohonan yang diajukan padanya dengan mendasarkan
pada aturan hukum positif yang termuat dalam KUHAP. Persoalan
pertama muncul ketika putusan yang dijatuhkan sudah sesuai
dengan aturan hukum positif yang ada, namun faktanya aturan
hukum positif tersebutlah yang justru bermasalah dikarenakan
berbagai kelemahan terkait kewenangan, pihak pihak yang berhak
mengajukan permohonan, dan hukum acara pemeriksaan. Berbagai
kelemahan ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya bahkan pada
tahap awal pun, dalam beberapa kasus, kriteria aturan hukum yang
adil (a just system of institution) yang dikemukakan Rawls dalam
teorinya belum tercapai dalam pra peradilan sehingga justice as
regularity pun belum tercapai. Merujuk pada teori Rawls terkait a
just system of institution, KUHAP dalam hal ini belum dapat
disebut a just system of institution sehingga dalam beberapa kasus
justice as regularity belum tercapai. Rawls menegaskan wajib
terpenuhinya 3 (tiga) kriteria secara kumulatif untuk dapat
terciptanya keadilan substansial (substantive justice), yaitu formal
justice, rule of law dan legitimate expectations. Sebelumnya telah
disimpulkan bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan,
dalam beberapa kasus, a just system of institution belum mampu
dipenuhi pra peradilan. Dengan demikian, karena pada prinsipnya
ketiga elemen ini bersifat kumulatif, salah satu elemen saja tidak
terpenuhi, substantive justice yang dimaksud Rawls dalam teori ini
secara otomatis dapat disimpulkan tidak tercapai dalam pra
peradilan.

b. Dalam konteks Hakim Komisaris, a just system of institution ini
terlihat dalam ketentuan dalam RKUHAP yang memberikan
kewenangan yang lebih luas kepada Hakim Komisaris, termasuk
juga memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Hakim
Komisaris untuk memeriksa dan memutus perkara dengan bersifat
proaktif bahkan berdasarkan inisiatif pribadinya dengan acara

pemeriksaan dalam jangka waktu yang lebih singkat jika
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dibandingkan dengan pra peradilan. Sementara itu terkait a just
political constitution, Rawls menegaskan bahwa ada 2 (dua) hal
yang wajib terpenuhi. Kedua hal ini saling terkait satu sama lain
sehingga tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain wajib
dipenuhi keduanya tanpa terkecuali. Kedua hal tersebut adalah
legitimate expectations dan ketidakberpihakan aparatur. Jika
berbicara mengenai legitimate expectations, konsep ini memang
lebih tepat jika dikaitkan dengan putusan pengadilan pada tahap
adjudikasi dimana hakim menggali hukum yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat (living law) untuk dijadikan dasar
pengambilan keputusan. Yang kemudian menarik untuk dikaji
adalah bahwa Rawls dalam teori ini memasukkan unsur
ketidakberpihakan aparatur (dalam hal ini aparatur yang dimaksud
adalah hakim) sebagai salah satu elemen yang wajib dipenuhi agar
tercapainya sebuah keadilan substantive (substantive justice).
Dengan kata lain, hakim yang independen menjadi sesuatu yang
wajib dipenuhi dalam sebuah sistem agar keadilan substantif
sungguh dapat tercapai. Dalam konteks ini, Hakim Komisaris
akan lebih mampu menciptakan keadilan substantif namun
tetap dengan catatan bahwa hakim hakim yang menjalankan
tugasnya ini adalah hakim yang kompeten dan berintegritas,
atau dalam istilah Rawls “aparatur yang tidak berpihak” yang
kemudian mampu mengakomodir rasa keadilan masyarakat.
Dengan demikian menjadi relevanlah apa yang telah pernah
dikemukakan sebelumnya terkait perlunya perhatian ekstra
terhadap proses rekrutmen Hakim Komisaris ini agar hakim yang
menjalankan  tugasnya sungguh sungguh kompeten dan
berintegritas.

c. Namun demikian, perlu menjadi catatan bahwa keadilan substantif
ini tidak dapat secara serta merta tercipta dengan menggantungkan
harapan sepenuhnya hanya pada Hakim Komisaris yang memeriksa

dan memutus permohonan pada tahap pemeriksaan pendahuluan,
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karena jika ini yang terjadi beban hakim akan sangat berat. Dalam
hal ini yang menjadi sama pentingnya untuk diperhatikan adalah
terutama optimalisasi peran penuntut umum dalam melakukan
penuntutan yang dalam hal ini terkait erat dengan kapabilitas
penuntut umum Perlu diperhatikan juga persoalan mengenai
kelemahan Rencana Penuntutan (Rentut) yang selama ini dikenal
dalam KUHAP vyang berimplikasi terhadap tidak terdapatnya
kebebasan penuntut umum dalam menjalankan kewenangannya
untuk menghentikan penuntutan atas suatu perkara yang
ditanganinya tanpa adanya persetujuan dari atasannya. Pada
prinsipnya persoalan terkait keadilan substantif ini selain
digantungkan pada hakim juga terkait sangat erat dengan peran

penuntut umum.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, pada prinsipnya sudah tepatlah

apabila Hakim Komisaris dianggap sebagai upaya pembaharuan dalam

hukum acara pidana nasional. Namun demikian, terkait beberapa persoalan
yang masih mengundang perdebatan dan masih belum mampu teratasi,
penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Jika masih terus timbul perdebatan terkait penggunaan istilah Hakim
Komisaris, untuk menghindari polemik berkepanjangan, alternatif
istilah hakim pra sidang atau hakim pemeriksa pendahuluan dapat
digunakan untuk mengganti istilah Hakim Komisaris tanpa kemudian
merubah esensi dari keberadaan lembaga ini dan seperangkat
kewenangan yang dimilikinya sebagai mekanisme kontrol horizontal
terhadap kewenangan yang dimiliki aparat penyidik dan penuntut
umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan.

2. Selalu terdapat kemungkinan dimana tersangka atau terdakwa yang
mengalami penyiksaan atau intimidasi pada tahap pemeriksaan
pendahuluan berada dalam posisi tertekan dan tidak memiliki cukup

keberanian untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kepada
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Hakim Komisaris. Terkait hal ini, diperlukan sebuah mekanisme
khusus yang mampu menjamin keleluasaan tersangka atau
terdakwa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kepada
Hakim Komisaris sehingga akses terhadap keadilan dalam hal ini
dapat lebih terfasilitasi dengan baik. Salah satu alternatif solusi
adalah mekanisme singkat untuk mengalihkan jenis penahanan untuk
sementara waktu. Diperlukan sebuah mekanisme khusus untuk dapat
segera mengeluarkan korban yang diduga melakukan penyiksaan
dalam ruang tahanan, baik yang diduga dilakukan oleh penyidik
maupun tahanan lainnya. Mekanisme tersebut misalnya :

a. Dalam hal terjadi dugaan penyiksaan, keluarga dan atau penasehat
hukum tersangka (korban dalam penyiksaan) melaporkan dugaan
tersebut kepada Hakim Komisaris.

b. Dalam waktu paling lambat 1x24 jam Hakim Komisaris
memerintahkan penyidik atau penuntut umum untuk segera
menghadirkan tersangka kehadapannya untuk dimintai keterangan
serta melihat kondisi tersangka. Dalam hal tertentu Hakim
Komisaris dapat meminta penyidik atau penuntut umum untuk
segera menghadirkan dokter atau petugas kesehatan untuk
memeriksa kondisi kesehatan tersangka.

c. Apabila Hakim Komisaris berpendapat bahwa dugaan tersebut
tidak terbukti, tersangka dikembalikan ke tempat semula.

d. Apabila Hakim Komisaris berpendapat bahwa terdapat dugaan kuat
tersangka mendapatkan penyiksaan dari penyidik, petugas RUTAN
atau tahanan lainnya, Hakim Komisaris segera memerintahkan agar
tersangka dilepaskan dari tahanan atau menempatkan tahanan di
tempat yang aman untuk sementara waktu serta memerintahkan
instansi yang berwenang untuk mengusut dugaan penyiksaan
tersebut.

Terkait hal ini perlu dipahami bahwa tersangka atau terdakwa yang

berada dalam ruang tahanan pada prinsipnya merupakan pihak yang

akan sulit menyampaikan laporan terjadinya penyiksaan terhadap
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dirinya. Oleh karena itu, optimalisasi peran advokat dan Lembaga
Bantuan Hukum untuk mewakili kepentingan tersangka atau tedakwa
dalam menyampaikan laporan kepada Hakim Komisaris terkait dugaan
penyiksaan ini patut dijadikan perhatian. Spesifik berbicara mengenai
peran LBH, hal ini menjadi amat penting mengingat tersangka atau
terdakwa yang mengalami penahanan tidak seluruhnya memiliki
kemampuan finansial yang baik sehingga tidak seluruhnya dapat
membayar jasa advokat. Selain itu, dalam menangani perkara, lembaga
ini juga dianggap lebih independen.

Mengingat kewenangannya yang begitu luas, perlu perhatian ekstra
terhadap proses rekrutmen Hakim Komisaris agar hakim yang
menjalankan tugasnya merupakan hakim hakim yang sungguh
kompeten dan berintegritas atau dengan kata lain memenuhi syarat
memiliki kapabilitas dan integritas moral yang tinggi sebagaimana
disyaratkan undang undang. Terkait hal tersebut Peraturan Pemerintah
yang mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pengangkatan dan pemberhentian Hakim Komisaris perlu secara jelas
mengatur Kriteria kapabilitas dan integritas moral yang tinggi tersebut.
Selain itu, persoalan yang menjadi sama pentingnya adalah
pengawasan terkait penilaian mengenai Kketidakcakapan Hakim
Komisaris dalam menjalankan tugasnya yang dilakukan oleh Tim
Pengawas sebagaimana mekanisme pengawasan di Pengadilan Tinggi.
Selain itu, peran Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal
dalam mengawasi hakim terutama upaya pencegahan terjadinya
pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH) juga harus lebih ditingkatkan. Perlu pula dipikirkan pola
pengawasan yang melibatkan peran Non Govermental Organization
(NGO) sehingga penilaian yang dilakukan terhadap kapabiltas dan
integritas moral hakim dapat lebih objektif.

Implementasi konsep Hakim Komisaris di lapangan tentu akan sangat
bergantung pada banyak faktor seperti misalya biaya dan infrastuktur,

kondisi geografis Indonesia dan efisiensi penanganan perkara sehingga
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ide ini masih mengalami penolakan dari instansi Kepolisian. Oleh
karena itu perlu dilakukan upaya sosialisasi terhadap instansi tersebut
sehingga pada akhirnya dapat dicapai kesepakatan terkait
pemberlakuan konsep ini. Untuk selanjutnya pembentukan Hakim
Komisaris ini dapat dilakukan secara bertahap, misalnya di Pulau Jawa
terlebih dahulu baru kemudian diikuti oleh pulau pulau lainnya.
Sebelum terbentuknya Hakim Komisaris, wewenangnya dilaksanakan
oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Hakim Komisaris ini akan
berkantor di atau dekat Rumah Tahanan agar setelah surat
perpanjangan penahanan ditandatangani, tahanan dapat langsung
dimasukkan ke ruang tahanan. Untuk semantara kantornya dapat
meminjam sementara ruangan di dekat ruangan Kepala Lembaga
Pemasyarakatan. Hanya 2 (dua) ruangan yang dibutuhkan, yaitu ruang
sidang yang merangkap ruangan hakim tersebut dan ruangan lain untuk
panitera. Hakim ini duduk di belakang meja pada hari kerja menunggu

tahanan dibawa kepadanya.
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Tata Usaha Negara kepada Jaksa Agung Republik Indonesia tertanggal
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Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana 2010.
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Surat dari Andi Hamzah, Ketua Delegasi Studi Banding ke Belanda dan
Inggris kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Perihal Hasil
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